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“Demikian (pula) Kami menjadikan kamu (umat Islam) umat penengah (adil dan 

pilihan) agar kamu menjadi saksi atas seluruh manusia dan agar Rasul 

(Muhammad) menjadi saksi atas kamu….” (QS. al-Baqarah [2]: 143) 

“Pancasila dan Islam adalah hal yang dapat sejalan serta saling menunjang. 

Keduanya tidak bertentangan dan jangan dipertentangkan”. 

(KH. Achmad Siddiq) 

“Pancasila merupakan dasar negara, bukan syariat. Namun, sila demi sila di 

dalamnya tidaklah bertentangan dengan ajaran syariat, bahkan sejalan 

dengan syariat itu sendiri”. 

(Dr. (H.C.) KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag) 

“Islam sebagai sumber inspirasi kehidupan beragama. Artinya secara 

formal, Islam tidak perlu disebut sebagai negara. Hanya saja, prakteknya 

adalah substansi ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tidak 

penting formalitas, yang penting adalah substansi Islam itu sendiri”. 

(Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I)  
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ABSTRAK 

Mohammad Haris Taufiqur Rahman, 

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I, 2021 : Pemikiran KH. Achmad Siddiq 

Tentang Relasi Agama dan Negara 

Di Indonesia 

Kata Kunci: Pemikiran, KH. Achmad Siddiq, Relasi Agama dan Negara, Indonesia 

 

Hubungan agama dan negara menjadi sebuah kajian yang selalu eksis untuk dikaji, 

apalagi di negara Indonesia yang sangat majemuk warga negaranya. Dimana Pancasila 

mampu untuk menjadi ikatan persatuan dalam negara. Pancasila merupakan gagasan besar 

yang mampu membawa Indonesia merdeka, tidak hanya itu Pancasila merupakan sebuah 

dasar falsafah Negara, ideologi Negara dan sekaligus sumber utama dari segala sumber 

keputusan dan hukum di Negara Indonesia. Akan tetapi pada sekitar tahun 1980-an 

Pancasila juga banyak menuai kontroversi. Hingga muncul sosok ulama dan sekaligus 

umara yang mampu meredam konflik antara agama dan negara, yaitu KH. Achmad Siddiq. 

KH. Achmad Siddiq sebagai sosok Kiai kharismatik yang dimiliki Nahdlatul Ulama 

mampu menjadi bintang yang dapat memersatukan dan menyelaraskan antara hubungan 

agama dan negara. Dari pemikirannya yang cemerlang, Pancaila akhirnya diterima sebagai 

asas tunggal negara Indonesia. 

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana latar 

belakang pendidikan dan sosial KH. Achmad Siddiq? 2) Bagaimana pemikiran tentang 

relasi agama dan negara menurut KH. Achmad Siddiq? 

Tujuan dalam penelitian ini adalah; 1) Untuk mengetahui latar belakang 

pendidikan dan sosial KH. Achmad Siddiq. 2) Untuk mengetahui relasi agama dan negara 

menurut pandangan KH. Achmad Siddiq. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan, yang memusatkan serta 

membatasi kegiatannya pada kepustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset 

di lapangan. Maka sumber data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur dan 

media-media, yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian. 

Terutama terkait relasi agama dan negara, terkhusus relasi agama dan negara dalam 

pemikiran KH. Achmad Siddiq. 

Penelitian ini memperoleh kesimpulan; 1) KH. Achmad Siddiq pernah beruguru 

kepada KH. Muhammad Siddiq, KH. Hasyim Asy‟ari, KH. Wahid Hasyim, KH. Mhafudz 

Siddiq, KH. Abdul Hamid Pasuruan, dan KH. Hamim Jazuli atau Gus Miek. 

Pendidikannya di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang membentuk pemikiran 

kebangsaan dan ke-NU-an KH. Achmad Siddiq. Dalam bidang sosial KH. Achmad Siddiq 

mengabdikan diri di Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Jember, Laskar Hizbullah, 

Nahdlatul Ulama dan berdakwah di pesantren. Bahkan beliau pernah menjabat sebagai 

Ra‟is „Am PBNU periode 1984-1989. 2) Menurut KH. Achmad Siddiq “Pancasila dan 

Islam adalah hal yang dapat sejalan serta saling menunjang. Keduanya tidak 

bertentangan dan jangan dipertentangkan”. Pandangan KH. Achmad Siddiq tersebut 

selaras dengan paradigma simbiotik yang menyatakan bahwa agama dan negara dipahami 

saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai 

instrument dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, 

negara memerlukan agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, 

etika dan spiritualitas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia secara sosial dalam kehidupan sehari-hari selalu berhubungan 

dengan manusia lainnya, baik itu hanya untuk saling membantu dalam arti 

gotong royong atau lebih luas dari itu yakni menjalin kerjasama dalam segala 

bidang kehidupan. Tidak dapat dipungkir bahwa dalam konteks bernegara, 

antara warga Negara harus saling memiliki ikatan sosial yang kokoh, itu untuk 

menciptakan suatu lingkungan dalam Negara menjadi tentaram dan sejahtera. 

Sehingga dengan begitu terciptalah aturan-aturan adat yang harus ditaati oleh 

masyarkat setempat, hal itulah yang pada akhirnya menjadi sebuah budaya 

dalam masyrakat. Dalam hal aturan sendiri, pemerintah yang berwenang 

dalam Negara terus selalu responsif terhadap perkembangan masyarakat, 

sehingga selalu melahirkan aturan-aturan atau kebijakan baru untuk 

melindungi warga Negara dan menciptakan suatu daerah, wilayah dan Negara 

yang maju dan sejahtera. 

Istilah Negara sudah banyak di singgung oleh beberapa pakar Negara 

bahkan oleh para penulis yang kajiannya fokus pada Negara dan kenegaraan. 

Seperti yang dituliskan oleh Ni‟matul Huda, bahwa asal muasala Negara 

memiliki sejarahnya sendiri-sendiri yang berbeda.
1
 Istilah Negara 

diterjemahkan dari kata-kata asing Staat (bahasa Belanda dan Jerman); State 

(bahasa Inggris); Etat (bahasa Prancis). Istilah Staat mempunyai sejarah 

sendiri. Istilah itu mula-mula dipergunakan dalam abad ke-15 di Eropa Barat. 

                                                           
1
 Ni‟matul Huda, Ilmu Negara (Depok: Rajawali Pres, 2014), 1. 
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Anggapan umum yang diterima bahwa kata Staat (state, etat) itu dialihkan 

dari kata bahaha Latin status atau statum.
2
 

Jika kita tinjau makna dari kata Status, secara etimologis dalam bahasa 

Latin klasik Status identik dengan suatu istilah abstrak yang menunjukkan 

suatu keadaan tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat tegak dan 

tetap itu.
3
 Hal ini berarti bahwa istilah (Staat, State, Etat, Status, Statum) 

adalah segala sesuatu yang menetap tidak berpindah-pindah dan diakui 

keberadaannya oleh masyarakat luas atau oleh Negara lain, serta sudah 

memiliki sifat tegak berdiri dengan aturannya sendiri yang mengikat dan 

aturan tersebut diikuti oleh warganya serta diakui juga oleh Negara lain. 

Definisi Negara jika di ambil dari pendapat A. Appadorai dalam 

bukunya The Substance of Politics yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, 

bahwa Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia 

(human creation) tentang pola hubungan antar manusia dalam kehidupan 

bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud 

memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama. Apabila perkumpulan 

orang bermasyarakat itu diorganisasikan untuk mencapai tujuan sebagai satu 

unit pemerintahan tertentu, maka perkumpulan itu dapat dikatakan 

diorganisasikan secara politik, dan disebut body politic atau Negara (state) 

sebagai a society politically organized.
4
 Dari definisi ini berarti bahwa Negara 

                                                           
2
 F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik (Jakarta: Binacipta, 1992), 90. 

3
 Ni‟matul Huda, Ilmu Negara, 1. 

4
 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 13. Lihat juga A. Appadorai, The Substance of Politics 

(India: Oxford University Press, 2005), 3. 
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itu merupakan pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat 

yang di organisasikan sedemikian rupa untuk mencapai suatu tujuan bersama. 

Setiap bangsa mempunyai etos atau susunan kejiwaan yang menjadi 

karakteristik utama bangsa itu. Maka dengan sendirinya juga bangsa 

Indonesia. Etos itu kemudian dinyatakan dalam berbagai bentuk perwujudan 

seperti jati diri, kepribadian, ideologi dan seterusnya. Perwujudannya dalam 

bentuk perumusan formal yang sistematik menghasilkan ideologi, khususnya 

di zaman modern ini.
5
 

Setiap bangsa pasti memiliki ciri khasnya sendiri, begitu juga dengan 

Indonesia. Berkenaan dengan bangsa kita, Pancasila dapat dipandang sebagai 

perwujudan etos nasional kita dalam bentuk perumusan formal itu, sehingga 

sudah sangat lazim dan semestinya bahwa Pancasila disebut sebagai ideologi 

nasional.
6
 Indonesia dalam hal ini memiliki Pancasila sebagai dasar berjuang 

dalam negara. Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan 

sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan bagian-

bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu 

dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh, sistem lazimnya 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Suatu kesatuan bagian-bagian 

2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri 

3. Saling berhubungan, saling ketergantungan 

                                                           
5
 Nurcholish Madjid, Islam Universal (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 166 

6
 Nurcholish Madjid, Islam Universal, 166. 
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4. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama (tujuan 

sistem) 

5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks
7
 

Pancasila adalah merupakan suatu kesatuan yang bersifat majemuk 

tunggal (majemuk memiliki arti jamak, tunggal memiliki arti satu). Sila-sila 

Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu 

kesatuan organis.
8
 Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesepakatan 

filosofis dan kesepakatan politis dari segenap elemen bangsa Indonesia dalam 

mendirikan negara. Dapat juga di istilahkan bahwa Pancasila pada hakikatnya 

merupakan suatu kontrak sosial seluruh elemen bangsa Indonesia dalam 

mendirikan negara. Kausa finalis atau tujuan pokok dirumuskannya Pancasila 

adalah sebagai dasar filsafat negara, sehingga konsekuensinya seluruh aspek 

dalam penyelenggaraan negara berasaskan sistem nilai yang terkandung dalam 

Pancasila.
9
 

Pancasila merupakan lima dasar utama dalam Negara, Pancasila 

merupakan dasar falsafah dari Indonesia, dimana dalam hirarki perundang-

undangan Pancasila memiliki kedudukan tertinggi. Dengan begitu maka segala 

hal yang berkaitan dengan aturan dan kebijakan yang diciptakan harus selaras 

dengan Pancasila. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bangsa Ir. Soekarno 

yang dikutip oleh Yudi Latif dalam bukunya dengan judul Negara Paripurna. 

                                                           
7
 Shrode A. William & Voich Jr, Organization and Management: Basic System Concept 

(Malaysia: Irwan Book Co, 1974), 22. Lihat juga Kaelan & Achmad Zubaidi, Pendidikan 

Kewarganegaraan (Yogyakarta: Paradigma, 2012), 9. 
8
 Kaelan & Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan, 9. 

9
 Kaelan & Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan, 164. 
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“Tetapi kecuali Pancasila adalah satu Weltaschauung, satu dasar 

falsafah, Pancasila adalah satu alat mempersatukan, yang saya yakin 

seyakin-yakinnya Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Meraoke 

hanyalah dapat berssatupadu di atas dasar Pancasila itu. Dan bukan saja 

alat mempersatu untuk di atasnya kita letakkan Negara Republik 

Indonesia, tetapi juga pada hekekatnya satu alat mempersatu dalam 

perjoangan kita melenyapkan segala penyakit yang telah kita lawan 

berpuluh-puluh tahun yaitu penyakit terutama sekali, imperialisme. 

Perjoangan suatu Bangsa, perjoangan melawan imperialisme, 

perjoangan melawan kemerdekaan, perjoangan sesuatu bangsa yang 

membawa corak sendiri-senidiri. Tidak ada dua Bangsa yang cara 

berjoangnya sama. Tiap-tiap Bangsa mempunyai cara berjoang sendiri, 

mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya, Bangsa 

sebagai individu mempunyai keperibadian sendiri. Keperibadian yang 

berwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaan, dalam perekonomian, 

dalam wataknya dan lain sebagainya. (Soekarno, 1958)”
10

 

 

Pancasila yang disampaikan oleh the founding fathers Bangsa Indonesia 

ini merupakan dasar yang paling utama dalam pendirian bangsa. Di mana dari 

segala perbedaan yang ada di Indonesia disatukan oleh Pancasila, tetapi tidak 

cukup hanya bersatu. Harus juga satu visi dan misi membangun, merawat dan 

melestarikan nilai-nilai persatuan dan semangat nasionalisme. 

Pancasila yang terdiri dari lima sila pada hakikatnya merupakan suatu 

sistem filsafat. Dimaksud sebagai suatu sistem adalah karena suatu kesatuan 

bagian-bagian yang saling berhubungan, saling kerjasama untuk mewujudkan 

suatu tujuan tertentu dan secara menyeluruh merupakan suatu kesatuan yang 

utuh.
11

 Dengan begitu, maka Negara Indonesia yang syarat dengan 

kemajemukannya dapat bersatu menjadi suatu bangsa yang utuh dari Sabang 

sampai Merauke karena memiliki Pancasila. 

                                                           
10

 Yudi Latif, Negara Paripurna (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), 1 
11

 Kaelan & Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan (Yogyakarta: Paradigma, 2012), 9. 
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Namun dalam prooses perjalanannya tidak semulus apa yang 

dibayangkan sebelumnya. Tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh negara 

sekuler berdebat panjang mengenai hal tersebut, hingga akhirnya Pancasila 

menjadi kunci pemersatu dari perdebatan panjang tersebut. Dalam 

perkembangan mutakhir ini perkembangan dan perjalanan kebangsaan 

Indonesia mengalami banyak fenomena menarik, di mana ada sebagian orang 

atau kelompok tertentu yang ingin mendistorsi bahkan mempersoalkan 

Pancasila sebagai common platform dan ideologi bangsa ini. 

Pemahaman mengenai pancasila harus dibahas rentet dengan akar 

sejarah dari mana Pancasila berasal, dengan begitu akan menemukan akar dan 

pemahaman filososfisnya. Sejarah merupakan disiplin ilmu untuk membahas 

permulaan-permulaan dan kesudahan-kesudahan, sebuah rekonstitusi 

perkembangan yang linier, namun begitu pula dia bisa mendeskripsikan 

bentuk perubahan dan ketersalingkaitannya antara satu domain dengan domain 

lainnya, memperlihatkan bagaimana pengetahuan ilmiah berdifusi dan 

menghadirkan konsepsi filosofis.
12

 

Sedangkan Kontowijoyo dalam bukunya Metodologi Sejarah melihat 

bahwa sejarah pemikiran mempunyai tiga aspek, (1) membicarakan 

pemikiran-pemikiran besar yang berpengaruh pada kejadian sejarah, (2) 

melihat konteks sejarahnya kapan dia muncul dan (3) pengaruh pemikiran 

pada masyarakat bawah.
13

 Sehingga untuk memperkuat nilai-nilai ke-Pansila-

                                                           
12

 Michel Foucault, The Archeology of Knowledge (London: Routledge, 2002), 154. 
13

 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 191. 
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an yang sudah mulai luntur, perlu mengkaji akar sejarah dari Pancasila 

tersebut. 

Persoalan tentang penerapan asas tunggal Pancasila saat ditetapkannya 

UU. No. 8 Tahun 1985
14

 tentang penerapan dan penerimaan asas tunggal 

Pancasila sebagai landasan bertindak dan berfikir dalam organisasi 

masyarakat. Hal tersebut memicu beberapa respon yang kontroversial dari 

beberapa organisasi masyarakat kala itu. 

Dalam rumusan Khithah Nahdliyyah pada muktamar NU ke-27 di 

Pondok Pesantren  Salafiyah Syafi‟iyah Sukorejo, Situbondo, yang dimotori 

oleh ulama kharismatik, yaitu KHR. As‟ad Syamsul Arifin, KH. Mahrus Ali, 

KH. Maksum dan KH. Achmad Siddiq, serta didukung oleh beberapa ulama 

serta kalangan muda NU telah mencetuskan tentang fungsi organisasi dan 

kepemimpinan di dalam NU, serta NU dan kehidupan bernegara. Keputusan 

Muktamar NU yang telah mencetuskan khittah tersebut, menunjukkan peran 

dan upaya ulama NU dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan 

mewujudkan kemaslahatan hidup masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. 

Pada waktu itu, Nahdlatul Ulama (NU) termasuk organisasi masyarakat yang 

menerima penerapan asas tunggal Pancasila, meskipun sebelumnya terjadi 

perdebatan panjang dalam internal NU sendiri.
15

 

Penerimaan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) terhadap asas tunggal 

Pancasila bukanlah tanpa alasan dan tidak berdasar atas keterpaksaan, tetapi 

                                                           
14

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi 

Kemasyarakatan. 
15

https://harakah.id/tidak-berpotensi-menggantikan-agama-kiai-ahmad-shiddiq-yakinkan-para-

ulama-menerima-asas-tunggal-pancasila/  diakses pada 10 Agustus 2020. 

https://harakah.id/tidak-berpotensi-menggantikan-agama-kiai-ahmad-shiddiq-yakinkan-para-ulama-menerima-asas-tunggal-pancasila/
https://harakah.id/tidak-berpotensi-menggantikan-agama-kiai-ahmad-shiddiq-yakinkan-para-ulama-menerima-asas-tunggal-pancasila/
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didasarkan pada pertimbangan matang dan berpegang pada aturan agama. KH. 

Achmad Siddiq mengatakan, sebagai Jam‟iyah Diniyah Islamiyah (organisasi 

keagamaan Islam), NU selalu berpegang sepenuhnya kepada kaidah-kaidah 

keagamaan dalam merumuskan pendapat dan langkahnya.
16

 

Pandangan dan pemikiran KH. Ahcmad Sidddiq inilah yang dapat 

menjembatani antara tokoh agama khususnya dalam Jam‟iyah Diniyah 

Ijtimaiyah (organisasi keagamaan Islam) Nahdlatul Ulama dengan tokoh 

negarawan dan bangsawan. Pandangannya tentang relasi agama dan negara 

menjadi rujukan para kader Nahdlatul Ulama kekinian. Untuk merespon 

kejadian-kejadian mutakhir yang terjadi di Indonesia, maka akan sangat 

urgent mengkaji pemikiran sosok ulama kharismatik Indonesia untuk dapat 

kembali menjembatani kontrovesi yang terjadi. KH. Achmad Siddiq sendiri 

memiliki gagasan menyangkut hubungan agama dan negara, lebih khusus 

tentang kedudukan Pancasila dan Islam atau sebaliknya. 

Maka oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, penulis mengangkat 

judul “Pemikiran KH. Achmad Siddiq Tentang Relasi Agama dan Negara 

Di Indonesia” dalam judul penelitiannya. 

 

B. Fokus Kajian 

Fokus kajian merupakan hal inti dari sebuah penelitian, karena akan 

menjadi tolak ukur batasan yang akan dikaji. Sehingga pembahasan yang 

dilakukan tidak melenceng dengan judul yang diangkat. Fokus kajian disini 

                                                           
16

https://harakah.id/tidak-berpotensi-menggantikan-agama-kiai-ahmad-shiddiq-yakinkan-para-

ulama-menerima-asas-tunggal-pancasila/  diakses pada tanggal 10 Agustus 2020. 

https://harakah.id/tidak-berpotensi-menggantikan-agama-kiai-ahmad-shiddiq-yakinkan-para-ulama-menerima-asas-tunggal-pancasila/
https://harakah.id/tidak-berpotensi-menggantikan-agama-kiai-ahmad-shiddiq-yakinkan-para-ulama-menerima-asas-tunggal-pancasila/
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merupakan rumusan yang disusun secara singkat, jelas tegas, spesifik, 

operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat….
17

 

Oleh karena itu, dengan judul yang diangkat oleh penulis “Pemikiran 

KH. Achmad Siddiq Tentang Relasi Agama dan Negara Di Indonesia”, 

memunculkan rumusan sebagai beriku: 

1. Bagaimana latar belakang pendidikan dan sosial KH. Achmad Siddiq? 

2. Bagaimana relasi agama dan negara menurut KH. Achmad Siddiq? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai, setiap manusia, kelompok 

sosial bahkan Negara memiliki tujuan yang hendak dicapai. Dimana tujuan 

disini berfugsi sebagai suatu landasan agar apa yang dikerjakan tidak 

melenceng keluar dari apa yang menjadi sebuah tujuan. Begitu juga dengan 

penelitian ini, mempunyai tujuan yang hendak dicapai.  

Tujuan dari penelitian ini merupakan gambaran tentang arah yang akan 

dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan 

konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam fokus kajian 

atau rumusan masalah.
18

 Tujuan dari penilitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui latar belakang pendidikan dan sosial KH. Achmad 

Siddiq. 

2. Untuk mengetahui relasi agama dan negara menurut pandangan KH. 

Achmad Siddiq. 

                                                           
17

 Tim Penyusun,  Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 37. 
18

 Tim Penyusun,  Pedoman Penulisan Karya Ilmiah., 37.  
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dari penelitian tersebut dapat 

berupa kegunaan bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi 

penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan, kegunaan penelitian 

disini merupakan hal yang realistis.
19

 Manfaat atau kegunaan hasil penelitian 

juga merupakan korelasi dari tercapainya sebuah tujuan.
20

 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian 

pustaka ini dapat memberi pemahaman bagi masyarakat secara umum 

dalam memahami relasi agama dan negara perspektif KH. Achmad Siddiq. 

Lebih spesifik dari itu, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para 

akademisi khususnya bagi mereka yang sedang belajar dan mendalami 

tentang negara. Terlebih penting semoga bermanfaat bagi para praktisi 

hukum dan aparatur Negara serta para politikus, agar bermanfaat dalam 

proses penentuan hukum, penemuan hukum baru dan pengambilan 

kebijakan serta agar dapat menjadi warga negara yang baik. Serta 

kebijakannya sesuai dengan nilai-nilai agama dan negara. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat dapat berguna bagi semua lapisan masyarakat 

dan diharapkan mampu menambah wawasan bagi masyarakat agar 

                                                           
19

 Tim Penyusun,  Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 45. 
20

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D (Bandung: 

Alfa Beta, 2012), 388. 
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dapat memahami relasi agama dan negara di Indonesia agar tidak 

menimbulkan konflik di masyarakat. 

b. Bagi Instansi UIN Kiai Achmad Siddiq Jember 

Sebagai laporan penelitian dan tugas akhir untuk menyandang 

gelar sarjana hukum. Serta semoga dapat memberikan kontribusi baru 

yang dapat bermanfaat serta memperkaya pengetahuan khazanah ilmu 

dan pemberdayaan perpustakaan kampus khuhsusnya pada bidang 

program studi Hukum Tata Negara. 

c. Bagi  Peneliti/Penulis 

Manfaat bagi penulis dalam penelitian ini sebagai pengalaman 

dan penambahan wawasan baru tentang Pemikiran KH. Achmad 

Siddiq Tentang Relasi Agama dan Negara di Indonesia dan untuk 

persyaratan akademis dalam  rangka mendapatkan gelar starata satu. 

Selain itu penulis juga mendedikasikan dari penelitian ini untuk 

menjadi buku yang nantinya akan diterbitkan. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah merupakan pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian peneliti didalam judul.
21

 Hal ini berguna agar tidak 

terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh 

penulis. Hal ini juga menjadi penjelasan singkat tentang isi dari tulisan ini. 

 

 

                                                           
21

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan  Karya Ilmiah, 73 
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1. KH. Achmad Siddiq 

KH. Achmad Siddiq dengan nama kecil Achmad Muhammad Hasan 

lahir di Jember pada hari Ahad Legi 10 Rajab 1334 H atau bertepatan 

dengan tanggal 24 Januari 1926 M. Ia adalah putra bungsu dari KH. 

Muhammad Siddiq dengan Ibu Nyai Zaqiah (Nyai Maryam) biti KH. 

Yusuf. KH. Achmad Siddiq ditinggal oleh sang Ibu saat berusia 4 tahun, 

yang ketika itu Ibunda KH. Achmad Siddiq sedang dalam perjalanan 

pulang dari menunaikan ibadah haji, lalu ketika usia 8 tahun sang Abah 

juga menyusul Ibunda tercintanya. KH. Achmad Siddiq belajar mengaji 

mula-mula kepada abahnya sendiri yaitu KH. Muhammad Siddiq. Dalam 

mendidiik, beliau terkenal sangat ketat terutama perihal sholat. Selain 

mengaji kepada abahnya, KH. Achmad Siddiq juga banyak menimba ilmu 

dari KH. Mahfud Siddiq, terutama tentang kitab kuning. Sebagaimana 

lazimnya putra Kiai, Kiai Mahfud Siddiq mengirim adiknya Kiai Achmad 

Siddiq  ke Tebuireng. Semasa di Tebuireng, Hadratus Syaikh KH. Hasyim 

Asy‟ari sudah melihat potensi kecerdasan pada diri seorang Achmad 

Siddiq sedari kecil, sehingga kamarnya pun dikhususkan oleh KH. Hasyim 

Asy‟ari. Kecerdasan dan kepiawaiannya dalam berorasi, menjadikan KH. 

Ahcmad Siddiq berhubungan dekat dengan KH. Wahid Hasyim. Gus 

Wahid membimbing KH. Achmad Siddiq di Madrasah Nidzomiyah, 

bahkan juga membimbing dan mengajar keterampilan mengetik dan 

perumusan konsep-konsep. Saat KH. Wahid Hasyim memegang jabatan 

penting sebagai ketua MIAI, ketua NU dan Menteri Agama, Kiai Achmad 
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Siddiq ditunjuk langsung sebagai sekretaris pribadinya. Pemikirannya 

sangat ulet tentang agama dan negara, seperti perkataan beliau berikut 

tentang relasi Pancasila “Ibarat makanan, Pancasila itu sudah kita makan 

selama 38 tahun, kok baru sekarang kita persoalkan halal haramnya”.
22

 

Rais „Aam PBNU 1984-1991 KH. Achmad Siddiq merupakan 

sosok pemikir agama dan sekaligus pemikir negarawan yang handal. KH. 

Achmad Siddiq sejak muda sudah terlibat dalam perjuangan NU di tengah 

kolonialisme. Hingga terlibat dalam peneguhan Pancasila sebagai asas 

tunggal negara, hal itu dalam rangka meneruskan cita-cita para pendiri 

bangsa (founding fathers). Kiai Achmad Siddiq merupakan arsitek dalam 

rancangan NU kembali ke khittah 1926 dengan menuliskan Khittah 

Nahdliyyah. Hal tersebut merupakan risalah penting dalam memahami 

Khittah NU serta risalah dalam penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal 

organisasi dengan menyusun deklarasi hubungan Pancasila dengan Islam 

yang dibantu oleh KH. Abdurrahman Wahid berserta Kiai-Kiai lainnya 

pada tahun 1983-1984. Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara 

yang menjadi asas bangsa Indonesia. Deklarasi hubungan Islam dan 

Pancasila dalam pandangan Kiai Achmad Siddiq bukan berarti 

menyejajarkan Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi 

kehidupan berbangsa dan bernegara. KH. Achmad Siddiq menegaskan 

bahwa Islam yang dicantumkan sebagai asas dasar itu adalah Islam dalam 

arti ideologi, bukan Islam dalam arti agama. Hal tersebut tidak berarti 

                                                           
22

 https://wongjember.com/biografi-achmad-shiddiq/  diakses 27 Juli 2019. 

https://wongjember.com/biografi-achmad-shiddiq/
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menafikan Islam sebagai agama, tetapi mengontekstualisasikan Islam yang 

berperan bukan hanya jalan hidup, tetapi juga sebuah ilmu pengetahuan 

dan pemikiran yang tidak lekang seiiring perubahan zaman.
23

 

2. Relasi Agama dan Negara 

Dalam sejarah Islam, ada tiga tipologi hubungan antara agama dan 

negara. Din Syamsudin membaginya sebagai berikut, pertama, golongan 

yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan 

secara integral. Kedua, golongan yang berpendapat bahwa hubungan 

agama dan negara berjalan simbiotik dan dinamis-dialektis, bukan 

berhubungan langsung, sehingga kedua wilayah masih ada jarak dan 

control masing-masing, sehingga agama dan negara dapat berjalan 

berdampingan. Ketiga, golongan yang berpendapat bahwa agama dan 

negara merupakan dua domain yang berbeda dan tidak ada  hubungan 

sama sekali. Golongan ini memisahkan hubungan antara agama dan politik 

atau negara. Oleh sebab itu, golongan ini menolak pendasaran negara pada 

agama atu formalisasi norma-norma agama ke dalam sistem hukum 

negara.
24

 

Dalam sejarah bangsa Indonesia, hubungan antara agama (Islam) 

dan negara berkembang menjadi empat golongan. Pertama, golongan yang 

mengintegrasikan antara agama dan negara sebagai dua hal yang tidak 

terpisahkan. Sejarah integrasi agama dan negara berjalan dengan intensif 

                                                           
23

 https://www.nu.or.id/post/read/120444/kh-achmad-siddiq-menjelaskan-tentang-asas-dalam-

pancasila diakses pada 1 Juni 2020. 
24

 Din Syamsudin, Usaha Pencarian Konsep Negara, dalam Abu Zahra (ed), Politik Demi Tuhan; 

Nasionalisme Religius di Indonesia (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 45-50. 

https://www.nu.or.id/post/read/120444/kh-achmad-siddiq-menjelaskan-tentang-asas-dalam-pancasila
https://www.nu.or.id/post/read/120444/kh-achmad-siddiq-menjelaskan-tentang-asas-dalam-pancasila
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pada masa pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kerajaan Islam 

Peureulak atau Perlak, Kerajaan Islam Samudera dan Pasai di Aceh. 

Dalam sistem ketatanegaraan tersebut, hukum negara menjadi hukum 

agama dan hukum agama juga menjadi hukum negara. Relasi agama dan 

negara tersebut berjalan aman dan damai tanpa adanya konflik. Kedua, 

golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara berjalan dalam 

pusaran konflik dan saling menafikan di antara keduanya sebagaimana 

terjadi di Sumatera Barat. Konflik kaum agamawan memiliki kehendak 

untuk menerapkan norma-norma agama atau Islam secara totalitas, 

sedangkan warga masyarakat lokal menolak pemberlakuan norma agama 

tersebut. Kejadian tersebut menimbulkan perang terbuka yang dikenal 

dengan perang Paderi (perang para pemuka agama). Dari kejadian itu 

kemudian muncul semboyan “adat bersendi syara‟ dan syara‟ bersendi 

Kitobullah” yang artinya; eksistensi hukum adat diakui selama tidak 

bertentangan dengan ketentuan syariat agama Islam.
25

 Ketiga, golongan 

yang membangun hubungan dinamis-dialektis antara agama dan negara. 

Norma-norma agama diberlakukan secara gradual dalam sistem hukum 

nasional dan berjalan tanpa konflik sebagaimana sistem ketatanegaraan 

kerajaan Goa. Keempat, golongan yang membangun hubungan sekular-

ritualistik antara agama dan negara. Norma-norma agama diberlakukan 

                                                           
25

 Berhubungan dengan gerakan Paderi, hasil penelitian Howard M Federspiel menyebutkan 

bahwa gerakan Paderi pada dasarnya merupakan produk dari paham Wahabi yang dibawa ke 

Sumatera pada awal abad ke-19. Howard M Federsipel, Islam and Ideology in the Emerging 

Indonesia State: The Persatuan Islam (Persis), 1923 to 1957 (Leiden: Brill, 2001), 9. Lihat juga 

Moh Dahlan, Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia (ANALISIS: Studi Keislaman, Vol. 14, 

No. 1, 2014), 12. 
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dalam tradisi ritual keagamaan oleh pemerintah sebagai simbol 

pengayoman kepada warganya, sehingga masyarakat merasa diayomi 

dengan kedatangan pemimpin, sebagaimana tradisi kerajaan Jawa. Para 

raja Jawa menghadiri kegiatan ritual keagamaan hanya dua kali setahun di 

Masjid atau sekatenan. Para raja Jawa memberikan kebebasan kepada 

warganya untuk memeluk agama tertentu, yang penting juga taat kepada 

raja.
26

 

3. Indonesia 

Di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang dasar 1945 telah 

disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk 

Republik. Lalu pada Ayat 2 juga disebutkan bahwa kedaulatan berada di 

tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 

Sedangkan dalam Ayat 3 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah 

negara hukum.
27

 

Bentuk pemerintahan yang sudah disepakati dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan pilar yang terdiri dari 

Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika,
28

 menjadi 

local wisdom tersendiri bagi umat muslim Indonesia.
29

 Pancasila, Undang-

Undang Dasar, dan Bhineka Tunggal Ika menjadi perekat bagi warga 

negara untuk menjalin kesatuan dalam negara Republik Indonesia. 

                                                           
26

 Moh Dahlan, Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia, 13. 
27

 Pasal 1 Undan-Undang Dasar 1945. 
28

 Muhammad Sawir, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara (JIAP: Journal of 

Administration Science and Governmental Science 1, No. 1, 2016), 89-91. 
29

 Hairul Anam, Aswaja Dan NKRI: Upaya Mempertahankan NKRI Melalui ASWAJA 

(ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam 1, No. 2, 2014), 210-212. 
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Termasuk didalamnya bagaimana seharusnya menjalin hubungan antara 

agama dan negara. 

Perbedaan pola gerakan kemerdekaan Indonesia dengan negara-

negara lain telah mendorong Indonesia memiliki alat pemersatu yang unik 

pula.
30

 Perbedaan mendasar dari pola gerakan Indonesia dengan misalnya 

bangsa Barat, yaitu Indonesia berdasarkan nasionalisme penentang 

ideologi dari kolonialisme dan imperialisme yang sarat dengan 

dehumanisasi.
31

 Di pihak yang lain, Barat merupakan salah satu dari 

bangsa yang cukup lantang meneriakkan kampanye hak asasi manusia 

(HAM) serta kebebasan di tanah asalnya, tetapi pada saat yang sama 

mereka menjajah dan mengeksploitasi bangsa lain, contohnya Indonesia, 

India, dan bangsa Asia yang lainnya.
32

 Dalam pandangan nasionalisme 

yang berbeda tersebut, Pacasila hadir sebagai alat pemersatu bangsa. 

Terlebih di kondisi ragamnya aliran, agama dan latar belakang rakyat 

Indonesia.
33

 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan sebuah gambaran awal dan ringkas 

yang akan dikemukakan sebagai isi skripsi dari bab per-bab dengan sistematis. 

                                                           
30

 Soekarno, Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen, Dan Pancaila (ed). Oleh Gusmian dan 

Pamoe Rahardjo (Yogyakarta: Galang Press, 2007), 90. Lihat juga Dharma  Setyawan & Mu‟adil 

Faizin, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dalam Tinjaun Maqasid Syariah (NIZHAM: 

Vol. 06, No. 01, 2018), 3. 
31

 Hariyono, Ideologi Pancaila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia (Malang: Intans 

Publishing, 2014), 83-92. 
32

 Hariyono, Ideologi Pancaila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia, 47-58. 
33

 Soekarno, Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen, Dan Pancaila, 90-91. 
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Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan  skripsi 

yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup.
34

 

BAB I Pendahuluan 

Pada BAB I ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang penelitian, keunikan-keunikan dari obyek yang diteliti, atau 

kesenjangan antara teori dan praktek, atau kesenjangan antara teori dan 

harapan. Pendahuluan ini juga mewakili dari pembahasan yang hendak 

dibahas dalam penelitian, dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan 

judul Pemikiran KH. Achmad Siddiq Tentang Relasi Agama dan Negara Di 

Indonesia. 

BAB II Kajian Kepustakaan 

Bab II tentang kajian kepustakaan, terdiri dari dua sub bab 

pembahasan, yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu 

berfungsi sebagai tolak ukur penelitian agar penelitian yang dilakukan oleh 

penulis tidak sama dengan penelitian-penelitian terdahulu. Sedangkan kajian 

teori berfungsi sebagai dasar analisis dan fokus kajian dalam melakukan 

penelitian.  

BAB III Metode Penelitian 

Didalam BAB III menjelaskan metode penelitian, metode ini 

menjelaskan tentang gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Mencakup pendekatan dan jenis dalam melakukan penelitian, subyek 

penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.  

                                                           
34

 Tim Penyusun,  Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 48. 
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BAB IV Hasil Penelitian 

BAB IV merupakan gagasan penelitian dan penguraian hasil temuan 

yang dilakukan saat melakukan penelitian. Memaparkan pembahasan dan 

menggambarkan hal-hal baru yang ditemukan. 

BAB V Penutup atau Kesimpulan dan Saran 

BAB terakhir atau BAB V berisi penutup atau kesimpulan dari 

penelitian yang dilakukan. Serta berisikan juga saran yang hendak 

disampaikan oleh peneliti yang bersumber dari hasil penelitian dan temuan 

yang didapatkan. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

Penulis telah berupaya melakukan penelusuran terhadap beberapa 

sumber kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan esensi penelitian ini. 

Upaya penelusuran tersebut dimaksudkan agar penelitian ini tidak mengulang 

dari penelitian sebelumnya. Tujuan kepustakaan ini untuk membangun 

landasan teori yang diharapkan dapat mendasari kerangka berfikir penelitian 

skripsi ini. Penelusuran yang dilakukan oleh penulis menghasilkan penelitian 

sebagai berikut. 

1. Tulisan yang ditulis oleh Zaprulkhan dengan judul “Relasi Agama dan 

Negara Dalam Perspektif Islam”. Tulisan ini bertujuan untuk menulis di 

jurnal Walisongo, selain itu yakni untuk mengkaji wacana filsafat politik 

Islam mengenai relasi agama dan negara.
35

  

Secara garis besar paling tidak ada tiga paradigma pemikiran 

tentang hubungan agama dan negara. Pertama, paradigma sekularistik 

yang mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara, 

karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. 

Kedua, paradigma formalistik yang menganggap bahwa Islam adalah 

agama yang paripurna. Ketiga, paradigma susbsatnsialistik yang menolak 

pendapat bahwa Islam mencakup segala-galanya dan juga menolak 

pandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan 

                                                           
35

 Zaprulkhan, Relasi Agama  dan Negara Dalam Perspektif Islam (Jurnal Walisongo, Vol. 13, No. 

1 Mei 2014), 105. 
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penciptanya semata. Dalam kajian ini disertakan beberapa pendapat tokoh 

yang representatif dan dengan metode kritis komparatif.
36

 

Pandangan tentang pendapat yang pertama yakni tentang paradigma 

sekularistik yang mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan 

negara. Menurut pandangan ini, secara historis wilayah Nabi Muhammad 

terhadap kaum mukmin adalah wilayah risalah yang tidak dicampuri oleh 

tendensi pemerintahan.
37

 Sebagai sosok tokoh yang terkenal dan 

mendukung konsep ini adalah „Ali „Abd al-Raziq. „Ali „Abd al-Raziq 

menjelaskan paradigma sekularistik tersebut dengan beberapa prinsip.  

Pertama, tidak ada sistem khilafah dalam al-Qur‟an dan Sunnah. 

Menurutnya khilafah merupakan kepemimpinan umum dalam urusan 

agama dan dunia menggantikan Nabi SAW. 

Kedua, Nabi Muhammad seorang Rasul bukan penguasa negara. 

„Ali „Abd al-Raziq mengamati bila umat Islam umumnya cenderung pada 

keyakinan bahwa Nabi SAW adalah rasul sekaligus penguasa politik, 

beliau adalah penguasa dan pemimpin pemerintahan. Masyarakat Muslim 

cenderung pada anggapan bahwa islam merupakan persatuan politik dan 

agama yang asas-asasnya dibangun oleh Rasul SAW, tidak terkecuali Ibn 

Khaldun pun beranggapan demikian dalam karya Muqaddimah-nya.
38

 

Ketiga, Sistem politik Islam diserahkan pada akal manusia. Dengan 

menelusuri argumen-argumen „Ali „Abd al-Raziq, bahwa khilafah bukan 

                                                           
36

 Zaprulkhan, Relasi Agama  dan Negara Dalam Perspektif Islam, 105. 
37

 „Ali „Abd al-Raziq, al-Islam wa Usul al-Hukm, terjemah M. Zaid Su‟di (Yogyakarta: Jendela, 

2002), 77-94. 
38

 „Ali „Abd al-Raziq, al-Islam wa Usul al-Hukm, terjemah M. Zaid Su‟di, 61. 
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model pemerintahan dalam Islam dan Rasul SAW hanya memiliki tugas 

sebagai penyampai risalah, bukan penguasa negara, lalu bagaimanakah 

bentuk pemerintahan dalam Islam? Dalam perspektif „Abd al-Raziq, 

persoalan politik atau pemerintahan merupakan salah satu tujuan duniawi 

yang diserahkan oleh Allah kepada akal manusia. Allah mengizinkan 

manusia mengurusnya sesuai petunjuk akal, ilmu pengetahuan, 

kepentingan, selera, serta orientasi mereka. Kebijaksanaan Allah ini 

dimaksudkan agar manusia tetap berada dalam keanekaragaman.
39

 

Selanjutnya yakni tentang pandangan Formalistik. Paradigma 

formalistik memandang agama Islam sebagai suatu agama yang sempurna 

dan sangat lengkap yang meliputi tidak saja tuntunan moral dan 

peribadatan, tetapi juga petunjuk-petunjuk mengenai cara mengatur segala 

aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Oleh karenanya untuk 

pemulihan kejayaan dan kemakmuran umat Islam harus kembali kepada 

agamanya yang sempurna dan komprehensif, kembali kepada kitab 

sucinya, al-Qur‟an dan Sunnah Nabi SAW, mencontoh pola hidup Rasul 

SAW dan umat Islam generasi pertama, serta tidak perlu atau bahkan 

jangan meniru pola atau sistem politik, ekonomi, dan sosial Barat.
40

  

Terakhir yakni tentang pandangan paradigma substansialistik. 

Dalam paradigma substansialistik, agama Islam mempunyai seperangkat 

prinsip dan nilai-nilai tentang kehidupan bermasyarakat, termasuk sistem 

pemerintahan. Dalam perspektif Muhammad „Abduh, hakikat 

                                                           
39

 „Ali „Abd al-Raziq, al-Islam wa Usul al-Hukm, terjemah M. Zaid Su‟di, 93-94. 
40

 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara (Jakarta: UI Press, 1993), 148. 
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pemerintahan Islam tidak bersifat keagamaan tetapi betul-betul bersifat 

keduniawian. „Abduh menyatakan bahwa kekuasaan politik harus 

didasarkan pada kedaulatan rakyat atau kehendak publik. Kedaulatan 

rakyat ini, menurut „Abduh harus dibangun atas dasar prisnip-prinsip 

kebebasan (ḥurriyah), demokrasi (shura), dan konstitusi (qanun) yang 

berfungsi sebagai landasan sistem politik dan kekuasaan tersebut. 

Konsepsi „Abduh tentang kebebasan meliputi kebebasan sosial dan politik, 

termasuk di dalamnya kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, 

kebebasan memilih, bahkan kebebasan bagi kaum perempuan dalam 

memperoleh hak-hak mereka. Jika nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam 

kehidupan politik, maka hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai 

akan berlangsung dalam interaksi positif dan konstruktif.
41

 

Dalam penelitian ini menghasilkan pemaham bahwa hubungan 

agama dan negara memiliki tiga pandangan. Pertama, paradigma 

sekularistik, paradigma ini meolak keras adanya hubungan antara agama 

dan negara, karena menurut pandangan sekularistik dibedakan antara 

urusan agama dan negara. Kedua, paradigma formalistik, pandangan ini 

menganggap bahwa agama (Islam) adalah agama yang sempurna, sehingga 

agama tidak hanya mengurus perihal hubungan manusia dengan Tuhannya 

saja, melainkan juga mengurus hubungan manusia dengan manusia. 

Ketiga, paradigma susbsatnsialistik, paradigma ini adalah paradigma yang 

menolak pendapat bahwa Islam mencakup segala-galanya dan juga 
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 Pramono U. Tanthowi, Begawan Muhammadiyah (Jakarta: PSAP, 2005), 104. 
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menolak pandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara 

manusia dan penciptanya semata, sehingga menurut pandangan ini agama 

dan negara saling memiliki keterkaitan. 

Tulisan ini membahas tentang tipe-tpe pandangan dalam hubungan 

agama dan negara. Letak perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis sendiri yakni, jika penelitian meneliti bagaimana 

hubungan agama dan negara, maka penulis ingin meneliti lebih kepada 

perspektif perseorangan mengenai cara pandanganya tentang hubungan 

agama dan negara. 

2. Tulisan dari Edi Gunawan dengan judul “Relasi Agama dan Negara: 

Perspektif Pemikiran Islam”. Tulisan ini mengkaji tentang relasi agama 

dan negara dalam pandangan para pemikiran Islam. Selain itu tulisan ini 

juga bertujuan untuk menulis di jurnal kuriositas. 

Hidup manusia bagaikan lalu lintas, masing-masing ingin berjalan 

secara bersama-sama sekaligus ingin cepat sampai ke tujuan. Namun 

karena kepentingan mereka berbeda, maka apabila tidak ada peraturan lalu 

lintas kehidupan, pasti terjadi benturan dan tabrakan. Karena itu dalam 

kehidupan manusia membutuhkan peraturan demi lancarnya lalu lintas 

yang akan memberinya petunjuk, seperti kapan harus berhenti, kapan 

harus bersiap-siap dan kapan harus berjalan.
42

 

Pemahaman serta sosok agama dan negara senantiasa berkembang 

dari zaman ke zaman. Muatan dari spirit  keberagaman agama apa pun 

                                                           
42

 M. Quraish Shihab, Membumikan AL-Qur‟an, Fungsi dan Peran Wahyu (Bandung: Mizan, 

1992), 211. 
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yang lahir belasan abad lalu sudah pastai mengalami perkembangan karena 

zaman senantiasa berubah. Misalnya, dahulu ketika wahyu Al-Qur‟an 

turun langsung terlibat dialog dengan persoalan politik dan sosial secara 

langsung dalam kurun waktu 23 tahun. Itu pun dipandu langsung oleh 

Rasulullah Muhammad yang memperoleh otoritas tunggal dari Tuhan jika 

muncul perselisihan. Meski pada mulanya semua agama diyakini sebagai 

manifestasi firman Tuhan yang menyejarah, namun pada urutannya 

lembaga-lembaga agama berkembang otonom di bawah kekuasaan tokoh-

tokohnya. Wibawa Tuhan kemudian memperoleh saingan berupa institusi 

agama dan negara. Bahkan negara jauh lebih berkuasa dibanding Tuhan 

dan agama dalam mengendalikan masyarakat. Atas nama negara sebuah 

rezim bisa memberangus agama dan memperolok-olok Tuhan karena 

beranggapan bahwa berbeda agama berarti berbeda Tuhan, dan perbedaan 

berarti ancaman bagi yang lain sehingga negara tampil sebagai hakim.
43

 

Al-Mawardi seoranng pemikir besar kontemporer menyatakan 

bahwa Islam adalah sesuatu agama paripurna yang memuat prinsip-prinsip 

yang lengkap tentang semua segi kehidupan yang meliputi moral, etika, 

erta petunjuk di bidang politik, sosial dan ekonomi.
44

 

Dalam realitas sosial politik, berbagai upaya telah dicari untuk 

menemukan format yang tepat bagaimana memosisikan keduanya, yaitu 

keberagaman dan kebernegaraan. Sebagai salah satu contoh, Indonesia 

                                                           
43

 Edi Gunawan, Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam (Kuriositas: Vol 11, No.2, 

Desember 2017), 106. 
44

 John L. Esposito, The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic Word (New York: Oxford 

University Press, 1995), 79. 
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sebagai sebuah negara yang rakyatnya memiliki semangat beragama yang 

tinggi, seringkali digoyang tidak hanya gelombang pasar global, 

melainkan juga oleh konflik solidaritas dan loyalitas keagamaan yang 

melampaui sentiment nasionalisme dan kemanusiaan.
45

 

Menurut Ibn Khaldun, bahwa peranan agama sangat diperlukan 

dalam menegakkan negara. Ia melihat peranan agama dalam upaya 

menciptakan solidaritas dikalangan rakyat, dan rasa solidaritas akan 

mampu menjauhkan persaingan yang tidak sehat, justru seluruh 

perhatiannya terarah pada kebaikan dan kebenaran. Dengan agama pula 

tujuan solidaritas menjadi satu. Apa yang diperjuangkan bersama itu 

adalah untuk semua warga dan semuanya siap untuk mengorbankan jiwa 

untuk mencapai tujuannya.
46

 

Musthafa Kemal al-Tattuk juga memiliki pemikiran tersendiri 

mengenai hubungan antara agama dan negara. Menurutnya agama dan 

negara memiliki relevansi, namun dalam pengelolaan urusan agama dan 

negara harus terpisah. Oleh karena itu, ia telah menjadikan negara Turki 

sebagai negara sekuler yang memisahkan urusan dunia dengan urusan 

agama.
47

 

Pada tulisan ini diteliti mengenai hubungan agama dan negara 

beserta cara pandangnya dalam memandang demokrasi dan perlindungan 

HAM. Letak perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis 
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yakni terletak pada bagaimana agama (Islam), khususnya pandangan KH. 

Ahcmad Siddiq memandang tentang hubungan agama dan negara. 

3. Tulisan dari Muhammad Anang Firdaus dengan judul “Relasi Agama dan 

Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya”. Tulisan ini akan 

membahas tentang salah satu topik yang selalu menjadi isu dalam 

perkembangan politik di dunia Islam adalah hubungan antara agama dan 

negara. Tulisan ini berupaya mendiskripsikan dengan singkat tentang 

sistem politik yang berkembang di dunia Islam sejak masa awal Islam, 

kejayaan hingga kemundurannya. Tulisan ini bertujuan untuk menulis di 

jurnal Multikulltural dan Multireligius. 

Islam memiliki keragaman khazanah pemikiran politik di antaranya 

menyangkut pemikiran tentang hubungan agama dan negara. Dua 

pemikiran yang mengemuka sejak lama dalam sejarah perkembangan 

Islam dapat ditelusuri dari munculnya pemikiran yang menginginkan 

pemisahan Islam dan politik dan pemikiran yang menghendaki penyatuan 

Islam dan politik. Munculnya pemikiran semacam ini tidak dapat 

dilepaskan dari sifat multi interpretatif yang melekat pada ajaran Islam 

seperti terlihat dari munculnya berbagai mazhab fiqh, teologis, filsafat dan 

lainnya. Sifat multi-interpretatif ini merupakan dasar kelenturan Islam 

dalam sejarah.
48

 

Dalam konteks hubungan agama dan negara, di satu sisi, umat Islam 

percaya akan pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan politik 
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(bernegara), namun di sisi lain, tidak ada pandangan yang seragam tentang 

bagaimana Islam dan politik seharusnya dikaitkan dan bagaimana 

hubungan yang sesuai antara Islam dan politik atau negara.
49

 

Dalam konteks ini, terdapat tiga aliran pemikiran menyangkut 

hubungan agama dan negara. Pertama, aliran yang berpendirian bahwa 

Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan peraturan bagi 

segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Kedua, 

aliran yang berpendirian bahwa agama, dalam pengertian barat, hanya 

menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, tidak ada urusannya 

dengan urusan kenegaraan. Ketiga, aliran yang berpendirian bahwa dalam 

Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan tetapi di dalamnya terdapat 

seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.
50

 

Gagasan dan ide untuk menyatukan urusan agama dan politik 

kembali mengemuka dan mendominasi para pemikir Muslim sekitar tahun 

1220-1500, M. Ibn Taimiyah merupakan salah seorang pemikir Muslim 

yang paling menonjol pada masa itu yang menganjurkan pemerintahan 

berdasarkan syariat. Puncaknya, pemerintahan berdasarkan syariat 

berlangsung pada masa tiga kerajaan Islam modern yang meliputi Dinasti 

Utsmani, Dinasti Safawi, dan Dinasti Mughol. Dinasti Utsmani, yang 

berpusat di Turki, menjadi dinasti paling terkemuka dengan sebutan 

Khilafah Islamiyyah. Sejarah panjang kekuasaan Dinasti Usmani telah 
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membawa kemajuan peradaban di dunia Islam. Masalah-masalah yang 

timbul, baik internal maupun eksternal, akhirnya membuat dinasti ini 

mengalami kemunduran. Akhirnya, pada 1924 M, Mustafa Kemal Attaturk 

memaksa Sultan Hamid II untuk menyerahkan kekuasaan Turki Usmani 

setelah Attaturk melakukan gerakan pembaharuan, dan penyerahan 

kekuasaan ini menjadikan Turki Usmani telah berakhir riwayatnya dan 

kemudian diganti dengan Republik Turki yang sekuler. Kemunduran ini 

menandai mulai berpengaruhnya pemikiran politik Barat. Para pemikir 

yang diidentifikasi sebagai pemikir liberal pun bermunculan dengan 

menawarkan gagasan pemikiran modernisme. Gagasan pemikiran 

modernisme ini selanjutnya menimbulkan reaksi di kalangan pemikir 

Islam fundamentalis seperti Ikhwan al-Muslimin, al-Mawdudi, dan Sayyid 

Qutb. Mereka menginginkan kehidupan masyarakat Muslim mencontoh 

kehidupan di era Nabi Muhammad atau setidaknya era kejayaan dinasti-

dinasti di masa kejayaan Islam. Ini berarti bahwa mereka menginginkan 

tidak adanya pemisahan antara agama dan politik.
51

 

Secara umum pergumulan mengenai hubungan antara agama dan 

negara menimbulkan tiga aliran. Pertama, berpendirian bahwa Islam 

adalah agama yang lengkap, mengatur segala aspek kehidupan termasuk 

urusan politik atau negara. Kedua, berpendapat bahwa agama tidak ada 

hubungannya dengan negara, urusan agama dan negara harus dipisahkan 

secara jelas. Ketiga, berpendapat bahwa di dalam Islam memang tidak 
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terdapat sistem ketatanegaraan tetapi di dalamnya terdapat seperangkat 

tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Dalam konteks Indonesia, pada 

awal kemerdekaan muncul pertentangan di kalangan pendiri negara 

tentang hubungan antara agama dan politik, namun pada akhirnya terjadi 

kesepakatan dengan dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara. 

Dengan ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah 

negara agama juga bukan negara sekuler.
52

 

Pada tulisan ini, dibahas bagaimana perkembangan sejarah 

hubungan agama dan negara, dari sejarah kerajaan Turki hingga negara 

Indonesia. Letak pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis yakni pada kefokusan pengkajian didalam penelitian, penulis akan 

lebih fokus mengkaji mengenai relasi agama dan negara di Indonesia 

menurut pandangan KH. Achmad Siddiq. 

4. Tulisan dari Muhibin dengan judul “Pemikiran Kebangsaan KH. Achmad 

Siddiq”. Tulisan tersebut membahas mengenai kiprah dari KH. Achmad 

Siddiq, terkhusus di organisasi Nahdlatul Ulama dan pada masa-masa 

Orde Baru. Tulisan itu juga ditujukan dalam rangka untuk memenuhi 

persyaratan memperoleh gelar S.Hum dari penulis karya tersebut. 

Dalam tulisan ini dibahas bagaimana KH. Achmad Siddiq berjuan 

di organisasi Nahdlatul Ulama dan bagaimana beliau berjuang semasa 

zaman Orde Baru. Dengan situai yang amat carut marut, beliau mampu 

menjadi aktor utama dalam penerimaan asas tunggal Pancasila oleh 
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Nahdlatul Ulama. Letak perbedaan dengan karya penulis adalah 

pembahasannya, dimana pembahasan yang dikaji oleh penulis 

memfokuskan pada pemikiran dan latar belakang KH. Achmad Siddiq. 

Letak persamaannya adalah pada objek penelitian. 

 

B. Kajian Teori 

Kajian teori ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai 

prespektif dalam melakukan penelitian.
53

 Kerangka teori juga dimaksudkan 

untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang 

akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, berikut teori 

mengenai variabel-variabel permasalahan akan diteliti.
54

 

 

1. Definisi Agama 

Agama merupakan suatu ajaran yang senantiasa mengajak umat 

manusia untuk mengembangkan dan mengamalkan moral yang baik dalam 

hidup didunia, terutama dalam hubungan antara umat manusia.
55

 Agama 

juga berarti prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan aturan-aturan 

tertentu.
56

 Secara istilah (terminologi) agama, din, religion masing-masing 

mempunyai arti etimologi sendiri-sendiri, mempunyai riwayat dan 
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sejarahnya sendiri-sendiri, namun dalam pengertian teknis terminologis 

ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang sama, yaitu: 

a. Agama, din, religion adalah satu sistem credo (tata keimanan atau tata 

keyakinan) atas adanya Yang Maha Mutlak di luar diri manusia. 

b. Agama juga adalah sistem ritus (tata peribadatan) manusia kepada 

yang dianggapnya Maha Mutlak. 

c. Agama, disamping merupakan satu sistem credo dan satu sistem ritus, 

agama juga satu sistem norma (tata kaidah atau tata aturan) yang 

mengatur relasi manusia sesama manusia dan relasi manusia dengan 

alam lainnya, sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata 

peribadatan.
57

 

Menurut Durkheim, agama adalah sistem kepercayaan dan parktik 

yang telah dipersatukan dan berkaitan dengan hal-hal yang kudus. Bagi 

Spencer, agama adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang Maha Mutlak. 

Sementara Dewey, menyatakan bahwa agama adalah pencarian manusia 

terhadap cita-cita umum dan abadi meskipun dihadapkan pada tantangan 

yang dapat mengancam jiwanya, agama adalah pengenalan manusia 

terhadap kekuatan gaib yang hebat.
58

 

Harun Nasution berpendapat bahwa intisari dari agama adalah 

ikatan. Karena itu agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan 

dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari sesuatu kekuatan 
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yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan ghaib yang tidak dapat 

ditangkap dengan panca indera, namun mempunyai pengaruh yang besar 

sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari.
59

 Secara definisi agama 

dapat diartikan sebagai berikut: 

a. Pengakuan terhadap adanya relasi manusia dengan kekuatan ghaib 

yang harus dipatuhi. 

b. Pengakuan terhadap adanya kekuatan ghaib yang menguasai manusia 

c. Mengikat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan 

pada satu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang 

mempengaruhi perbuatan manusia. 

d. Kepercayaan terhadap satu kekuatan ghaib yang menimbulkan cara 

hidup tertentu. 

e. Suatu sistem tingkah laku (code of counduct) yang berasal dari sesuatu 

kekuatan ghaib. 

f. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini 

sumber pada suatu kekuatan ghaib. 

g. Pemujaan terhadap kekuatan ghaib yang timbul dari perasaan lemah 

dan perasaan takut terhadap kekuasaan “misterius” yang terdapat 

dalam alam sekitar manusia. 

h. Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui 

seorang Rasul.
60
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Sedangkan Abdul Aziz Ahyadi, mendifinisikan bahwa agama 

adalah pengalaman dunia dalam seseorang tentang ketuhanan disertai 

keimanan dan peribadatan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan 

akhirat.
61

 

Mendefinisikan agama tidaklah mudah, apalagi di zaman ini 

ditemukan bahwa agama amat beragam. Pandangan seseorang tentang 

agama ditentukan oleh pemahamannya terhadap agamanya sendiri. 

Menurut Mukti Ali terdapat tiga alasan yang membuat agama sulit untuk 

di definisikan. Pertama, karena agama itu berelasi dengan pengalaman. 

Pengalaman yang dimaksud disini adalah batin yang subjektif dan sangat 

individual. Kedua, saat seseorang berbicara tentang agama kebanyakan 

akan semangat dan emosional. Maka jika membahas tentang agama selalu 

ada emosi yang kuat sekali sehingga sulit memberikan definisi terhadap 

agama. Ketiga, konsepsi tentang agama akan dipengaruhi oleh tujuan 

orang yang memberikan pengertian.
62

 Dengan demikian, kiranya tidak 

berlebihan mengikuti pendapat Smith yang mengatakan bahwa hingga saat 

ini belum ada definisi agama yang benar dan dapat diterima secara 

universal.
63

 

Dasar hukum beragama di Indonesia diatur dalam pasal 29 Ayat 2 

Undang-Undang Dasar 1945, dengan bunyi ayat “Negara menjamin 

                                                           
61

 Abd. Aziz Ahyadi, Psikologi Kepribadian Muslim Pancasila (Bandung: Sinar Baru, 1991), 46. 
62

 Zulaichah Ahmad, Psikologi Agama (Jember: STAIN Press, 2013), 11. 
63

 Didiek Ahmad Supadie & Sarjuni, Pengantar Studi Islam, 36. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 35 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
64

 

 

2. Definisi Negara 

Secara historis pengertian negara senantiasa berkembang sesuai 

dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Pada zaman Yunani kuno para 

ahli merumuskan pengertian secara beragam. Seperti Aristoteles, ia 

merumuskan dalam bukunya Politica, yang disebutnya sebagai negara 

polis, yang pada saat itu masih dipahami negara masih dalam suatu 

wilayah yang kecil. Dalam pengertian itu negara disebut sebagai negara 

hukum, yang didalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam 

permusyawaratan (ecclesia). Oleh karena itu, menurut Aristoteles keadilan 

merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik, demi 

terwujudnya cita-cita seluruh warganya.
65

 

Agustinus memberikan dua pengertian tehadap negara, yaitu 

sebagai Civitas Dei dan Civitas Terrena atau Civitas Diaboli. Civitas Dei 

artinya negara Tuhan dan Civitas Terrena artinya negara duniawi. Namun 

kendati dirinya memiliki dua pandangan, Civita Terrena sendiri ditolak 

oleh Agustinus, sedangkan yang dianggap baik adalah negara Tuhan atau 

Civita Dei. Negara Tuhan bukanlah negara dari dunia ini, melainkan 

jiwanya yang dimiliki oleh sebagian atau beberapa orang di dunia ini 

untuk mencapainya. Adapun yang melaksanakan negara adalah Gereja 
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yang mewakili negara Tuhan. Meskipun demikian, bukan berarti yang di 

luar Gereja itu terasing sama sekali dari Civitas Dei.
66

 

Sedangkan Nicollo Machiavelli merumuskan negara sebagai negara 

kekuasaan. Ia memandang negara dari sudut pandang kenyataan bahwa 

dalam suatu negara harus ada suatu kekuasaan yang dimiliki oleh seorang 

pemimpin negara atau raja. Raja sebagai pemegang kekuasaan negara 

tidak mungkin hanya mengandalkan kekuasaan hanya pada suatu moralitas 

atau kesusilaan. Kekacauan akan timbul di suatu negara karena lemahnya 

kekuasaan negara. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, Machiavelli 

menyatakan untuk mencapai tujuan dapat menghalalkan segala cara. 

Akibat dari ajaran tersebut, muncullah berbagai praktek pelaksanaan 

kekuasaan negara yang otoriter, jauh dari nilai-nilai moral.
67

 

Dari sisi lain, Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau 

menentang pendapat Nicollo Machiavelli. Mereka mengartikan negara 

sebagai suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian mayarakat secara 

bersama. Menurut pandangan mereka, manusia sejak lahir sudah 

membawa haknya masing-maing, seperti hak untuk hidup, hak milik dan 

hak kemerdekaan. Dalam keadaan alamiah sebelum terbentuknya negara, 

hak-hak tersebut belum ada yang menjamin perlindungannya, sehingga 

dalam status naturalisasi, hak-hak tersebut akan dapat dilanggar. 

Konsekuensinya dalam kehidupan alamiah tersebut terjadilah perbenturan 

kepentingan berkaitan dengan hak-hak masyarakat tersebut. Dalam 
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keadaan naturalisasi misal, sebelum terbentuknya negara, munurut Hobbes 

akan terjadi homo homoni lupus, yaitu manusia menjadi serigala bagi 

manusia lain, dan akan timbul suatu perang semesta yang disebut sebagai 

belum omnium contre omnes dan hukum yang berlaku adalah hukum 

rimba.
68

 

Kemudian dalam perkembangan modern, para tokoh modern juga 

memberikan pengertian tentang negara yang juga tak kalah beragam. 

Seperti Roger H. Soltau, ia menyatakan bahwa negara adalah sebagai alat 

agency atau wewenang lauthority yang mengatur atau mengendalikan 

persoalan-perssoalan bersama atas nama masyarakat. Sementara itu Harold 

J. Laky mengatakan, negara merupakan suatu masyarakat yang 

diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan 

yang secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok, yang 

merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok 

manusia yang hidup dan bekerjasama untuk tercapainya suatu tujuan 

bersama. Masyarakat merupakan suatu negara manakala cara hidup yang 

harus ditaati baik oleh individu maupun kelompok-kelompok,  ditentukan 

suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat. Berebeda dari 

kedua tokoh tersebut, Max Weber mengemukakan pemikirannya tentang 

negara, menurutnya negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai 

monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu 

wilayah. Mc.Iver juga memiliki pengertian yang berbeda tentang negara, 
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menurutnya negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di 

dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem 

hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang demi maksud 

tersebut diberi kekuasaan memaksa.
69

 

Para tokoh pemikir Islam pun turut menyumbangkan sumbangsih 

pandangan tentang pengertian negara. Dalam pandangan Ibnu Abi Rabi‟, 

bahwa manusia tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan alamiahnya 

sendiri tanpa bantuan yang lain, sehingga mereka saling memerlukan. Hal 

itu mendorong mereka untuk saling membantu dan berkumpul serta 

menetap di satu tempat. Dari proses demikianlah maka tumbuh kota-

kota.
70

 Al-Farabi juga berpendapat mengenai negara, menurutnya manusia 

adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami 

untuk bermasyarakat, karena tidak mampu memenuhi segala 

kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerja sama dengan pihak lain. 

Adapun tujuan bermasyrakat itu tidak sema-mata untuk memenuhi 

kebutuhan pokok hidup, tetapi juga untuk menghasilkan kelengkapan 

hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan, tidak saja 

materiil, tetapi juga spiritual, tidak saja di dunia, tetapi juga di akhirat 

nanti.
71

 

Sedangkan menurut Al-Mawardi perbedaan bakat, pembawaan, dan 

kemampuan antara manusia yang mendorong bagi mereka untuk saling 
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membantu. Kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk 

memenuhi semua kebutuhannya sendiri, dan terdapatnya keanekaragaman 

dan perbedaan bakat, pembawaan, kecenderungan alami serta kemampuan, 

semua itu mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu, dan 

akhirnya sepakat untuk mendirikan negara. Sedangkan dalam pandangan 

Al-Ghazali, manusia tidak dapat hidup sendirian, hal itu disebabkan oleh 

dua hal: pertama, kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup 

umat manusia, hal itu hanya mungkin melalui pergaulan antara laki-laki 

dan perempuan serta keluarga; dan kedua, saling membantu dalam 

penyediaan bahan makanan, pakaian dan pendidikan anak. Manusia demi 

kesehatan dan keamanannya dia memerlukan tempat tinggal atau rumah 

yang kokoh dan kuat untuk melindunginya dari udara panas, udara dingin, 

hujan dan gangguan orang-orang yang jahat atau pencuri dan serangan dari 

luar. Untuk itu semua diperlukan kerja sama dan saling membantu antar 

sesama manusia, antara lain dengan membangun pagar-pagar tinggi di 

sekeliling pusat perumahan, dan disanalah lahir negara karena dorongan 

kebutuhan bersama. Ibnu Khaldun juga berpendapat, menurutnya adanya 

organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup 

manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk atau keadaan yang 

hanya mungkin hidup dan bertahan dengan bantuan makanan. Sementara 

itu kemampuan manusia tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhannya 

akan makanan. Selain itu juga untuk bertahan hidup manusia harus 

berlindung dari serangan makhluk-makhluk hidup lain, hal itu juga tidak 
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dapat dilakukan seorang diri oleh manusia. Sehingga diperlukan kerjasama 

antar sesama manusia, dan itulah sebabnya mengapa organisasi 

kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia.
72

 

Dalam kajian Islam istilah negara bisa bermakna daulah, khilafah, 

hukumah, imamah dan kesultanan.
73

 Berikut merupakan penjabaran hal 

tersebut: 

a. Daulah 

Istilah Daulah berasal dari bahasa Arab yakni Daulah, kata dari 

dala-yadulu-daulah sama dengan bergilir, beredar dan berputar (rotate, 

alternate, take turns, or occur periodically). Kata ini dapat diartikan 

sebagai kelompok sosial yang menetap pada suatu pemerintahan yang 

mengatur kepentingan dan kemaslahatan.
74

 Namun menurut Olaf 

Schumann, istilah daulah adalah dinasti atau wangsa, yaitu suatu 

sistem kekuasaan yang berpuncak pada seorang pribadi yang didukung 

oleh keluarganya atau clan-nya.
75

 Dalam konteks modern, istilah 

tersebut diartikan konsep negara dan konsep utama di kalangan 

diskursus islamisasi kontemporer.
76

 Sebaliknya Azra mengatakan 

bahwa daulah tidak sama dengan konsep kedaulatan (sovereignity) 

atau bukan negara (nation state) dalam pengertian modern. Kedua 

pendapat ini tentunya berbeda terhadap konteks yang hendak dituju. 
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Pendapat pertama ingin menunjukkan bahwa daulah sama dengan 

definisi  negara atau bangsa (nation state). Sedangkan Azra 

mengartikan daulah dalam konteks kerajaan Islam di Nusantara, 

merupakan kekuatan mutlak raja yang bersumber dari kualitas sakral 

sang raja dengan kekuatan gaib yang menjaganya dan dengan 

keabadian kekuasanya.
77

 

Menurut sejarah, Istilah ini pertama kali digunakan dalam 

politik Islam ketika ke khalifahan dinasti „Abbasiyah yang meraih 

tampuk kekuasaan pada pertengahan abad ke-8. Pada masa tersebut, 

kata daulah diartikan dengan kemenangan, giliran untuk meneruskan 

kekuasaan dan dinasti. Atau, jika sebelum masa „Abbasiyah pernah ada 

daulah Umayah atau giliran keluarga Umayah, maka sekarang adalah 

giliran keluarga Bani Abbas atau daulah „Abbasiyah.
78

 

b. Khilafah 

Istilah khilafah mengandung arti perwakilan, pergantian atau 

jabatan khalifah. istilah ini brasal dari kata Arab khalf  yang berarti 

wakil, pengganti dan penguasa.
79

 Dalam perspektif politik sunni, 

khilafah didasarkan pada dua rukun, yaitu konsensus elite politik 

(ijma‟) dan pemberian legitimasi (bay‟ah).
80
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Menurut Bernard Lewis, istilah khalifah pertama kali muncul di 

Arab pra-Islam dalam suatu prasasti Arab abad ke-6 Masehi. Di situ 

kata khalifah tampaknya menunjuk kepada semacam raja muda atau 

letnan yang bertindak sebagai wakil pemilik kedaulatan yang berada di 

tempat lain. Sedangkan dalam Islam, istilah ini pertama kali digunakan 

ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah pertama setelah Nabi 

Muhammad. Dalam pidato inagurasinya, Abu Bakar menyebut dirinya 

sebagai khalifah Rasul Allah dalam pengertian pengganti Rasulullah. 

Karena itu, istilah tersebut menurut Aziz Ahmad sangat erat kaitannya 

dengan tugas-tugas kenabian yang meneruskan misi-misi Rasul.
81

 

c. Hukumah 

Istilah hukumah bermakna pemerintah. Dalam bahasa Persia 

dibaca dengan sebutan hukumet. Istilah ini tidak sama dengan istilah 

daulah negara. Selain itu, hukumah juga berbeda dengan konsep 

khilafah dan imamah. Sebab kedua konsep ini lebih berhubungan 

dengan format politik atau kekuasaan, sedangkan hukumah lebih 

berhubungan dengan sistem pemerintahan.
82

 

Pada masa-masa abad pertengahan, melalui perkembangan yang 

alamiah sifatnya, ruang lingkup arti dari akar kata hukumah itu dari 

berbagai turunannya diperluas sehingga mencakup wewennag politik 

serta hukum, dan hukuman acapkali digunakan untuk menunjukkan 
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jabatan atau fungsi kegubenuran, atau bahkan ruang lingkup masa 

jabatan, atau ketentuan-ketentuan sekitar jabatan seorang gubenur.
83

 

Menurut Said Agil, konsep negara seperti hakimiyah merupakan 

produk dari pemahaman yang sangat harafiah terhadap Al-Qur‟an. 

Konsepsi tersebut menuntut adanya suatu pemerintahan Ilahi, yang 

dalam format kelembagaan negara akan berbentuk negara teokratis.
84

 

d. Imamah 

Imamah juga sering dipergunakan dalam menyebutkan negara 

dalam kajian keislaman. Munawir Sjadzali dengan mengutip pendapat 

Mawardi mengatakan bahwa imam adalah khalifah, raja, sultan atau 

kepala negara.
85

 Taqiyudin an-Nabhani menyamakan antara imamah 

dengan khilafah. Karena menurutnya khalifah adalah kepemimpinan 

umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan 

hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke 

segenap penjuru dunia.
86

 

e. Kesultanan 

Istilah kesultanan dapat diartikan wewenang. Kata ini menurut 

Lewis, muncul berkali-kali dalam Al-Qur‟an dengan arti kekuasaan, 

kadang-kadang juga berarti bukti, dan yang lebih khusus lagi 

kekuasaan yang efektif, juga kadang-kadang diberi kata sifat mubin 
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menjadi wewenang yang jelas.
87

 Dari uraian di atas, tampak bahwa 

istilah Negara baik secara Islam dan barat memiliki beragam corak 

definisi. Hal tersebut hampir kesemuanya pernah di praktikkan oleh 

manusia. 

Sementara itu cendikiawan Indonesia Miriam Budiardjo, selaku 

guru besar politik Indonesia mengemukakan, bahwa negara adalah suatu 

daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah 

pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada 

peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) 

monopolitis dari kekuasaan yang sah. Sedangkan Prof. Kaelan 

berpendapat bahwa suatu negara harus memiliki unsur-unsur yang lengkap 

agar diakui sebagai suatu negara, unsur-unsur tersebut adalah wilayah atau 

daerah teritorial yang sah, rakyat atau penduduk pokok negara dan tidak 

terbatas hanya pada satu etnis saja, serta pemerintahan yang sah diakui dan 

berdaulat.
88

 

KH. Achmad Siddiq turut serta berpendapat tentang negara. 

Baginya negara adalah organisasi milik warga negaranya untuk 

kesejahteraan hidupnya. Kepentingan negara harus diperhatikan oleh para 

warganya, demikian pula negara harus memperhatikan kepentingan 

warganya, diajak bicara dan bekerja untuk kepentingan negaranya.
89
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3. Tinjauan Umum Agama dan Negara 

Agama dan politik merupakan dua aspek fundamental dalam 

kehidupan manusia dan persoalan hubungan antara keduanya juga telah 

menjadi bahan pemikiran para ilmuwan, filsuf maupun teolog sepanjang 

sejarah. Hubungan antara agama dan politik selalu menarik untuk dikaji, 

karena keduanya sama-sama memainkan peran penting dalam kehidupan 

manusia. Politik selalu mempengaruhi agama, sekurang maupun sebanyak 

agama mempengaruhi politik. dan usaha untuk memahami keduanya 

secara terpisah, cenderung untuk mengaburkan persoalan, dan bukan 

memperjelasnya.
90

 Isu-isu tentang agama dan negara memang tidak pernah 

selesai dibahas, setiap masa selalu ada yang mempermasalahkan dan 

menjadikan persoalan semakin pelik. 

Menurut pandangan Prof. Abu Yazid, diskursus negara dan agama 

kian mengemuka dan menemukan momentumnya pada era kontemporer. 

Wacana negara dengan segmen penduduk yang multi-etnik, multi-ras, 

multi-kultural, dan bahkan multi-agama, memacu beberapa kalangan untuk 

merumuskan konsep ketatanegaraan baru yang sesuai dengan semangat 

zaman. Tak pelak lagi, banyak teori yang dimunculkan para pakar 

menyangkut hubungan negara dan agama. Di antaranya ialah teori negara 

agama, teori negara sekuler dan teori simbiosis yang merupakan gabungan 
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keduanya. Teori terakhir ini dinilai cukup relevan jika diterapkan dalam 

konteks negara bangsa yang penuh keragaman.
91

 

Menurut „Abduh, Islam tidak mengenal adanya kekuasaan agama 

dalam arti: a) Islam tidak memberikan kekuasaan kepada seseorang atau 

sekelompok orang untuk menindak orang lain atas nama agama atau 

berdasarkan mandat dari agama; b) Islam tidak membenarkan campur 

tangan seseorang, penguasa sekalipun, dalam kehidupan dan urusan 

keagamaan orang lain; dan c) Islam tidak mengakui hak seseorang untuk 

memaksakan pengertian, pendapat, dan penafsirannya tentang agama atas 

orang lain.
92

 

Menurut sebagian pengamat, melalui beberapa pokok pikirannya 

tersebut, „Abduh memang sedang berupaya untuk merekonsiliasi antara 

gagasan Islam dan Barat. „Abduh misalnya mengusulkan bahwa maṣlaḥah 

(interest) dalam pemikiran Islam sesuai dengan manfaat (utility) dalam 

pemikiran Barat. Demikian juga ia mempersamakan shura dengan 

demokrasi, dan ijma‟ dengan konsensus.
93

 „Abduh yakin bahwa hubungan 

Islam dengan dunia modern sebagai persoalan krusial yang harus dihadapi 

oleh masyarakat Muslim.
94
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Betapa peliknya hubungan antara agama dan politik, terlebih dalam 

konteks modern, diuraikan dengan jelas oleh J. Philip Wogemen. Secara 

garis besar terdapat tiga pola umum hubungan politik dan agama
95

: 

a. Pertama, pola teokrasi di mana agama menguasai negara. 

b. Kedua, erastianisme bila yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu negara 

mengkooptasi agama. 

c. Ketiga hubungan sejajar antara agama dan negara dalam pemisahan 

yang unfriendly dan friendly. Pemisahan yang unfriendly antara agama 

dan negara merupakan hal yang mustahil, karena kehidupan 

keagamaan selalu memiliki dimensi sosial dan dengan demikian 

bersentuhan dengan aspek hukum yang menjadi wewenang negara. 

Wogeman menganggap alternatif terbaik adalah pemisahan yang 

friendly, meskipun tetap menyimpan persoalan.
96

 

Ketiga pola tersebut mewarnai pergejolakan hubungan antara agam 

dan negara secara umum. Dalam kaitannya dengan masalah negara dan 

pemeritah, serta prinsip-prinsip yang mendasarinya, maka paling tidak 

terdapat tiga paradigma tentang pandangan Islam tentang negara, yaitu: 
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a. Paradigma Integratif 

Paradigma integratif ini adalah adanya integrasi antara Islam 

dan negara. Menurut paradigma ini, konsep hubungan agama dan 

negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu (integrated). Ini 

memberikan pengertian bahwa negara merupakan lembaga politik dan 

keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara didasarkan atas kedaulatan 

Ilahi, atau dengan kata lain bahwa paradigma ini meniscayakan adanya 

negara bagi umat Islam dalam corak negara teokratis, biasanya dengan 

menegaskan Islam (syariah) sebagai konstitusi negara dan modus 

suksesi kepemimpinan cenderung bersifat terbatas dan tertutup. 

Paradigma seperti ini dianut oleh kelompok syi‟ah, yang dalam hal ini 

bahwa paradigma pemikiran syi‟ah memandang bahwa negara (istilah 

yang relevan dengannya adalah Imamah atau kepemimpinan) adalah 

lembaga keagamaan dan mempunyai fungsi keagamaan. Menurut 

pandangan syi‟ah berhubung legitimasi keagamaan berasal dari Tuhan 

dan diturunkan lewat garis keturunan Nabi Muhammad SAW, 

legitimasi politik harus berdasarkan keagamaan dan hal itu hanya 

dimiliki oleh keturunan Nabi SAW. Berbeda dengan paradigma 

pemikiran politik sunni yang menekankan ijma‟ dan baiat kepada 

kepala negara khalifah, paradigma syi‟ah menekankan wilayah 

(kecintaan dan pengabdian Tuhan) dan „ismah (kesucian dan dosa) 
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yang hanya dimiliki oleh keturunan Nabi sebagai yang berhak dan sah 

untuk menjadi kepala negara (imam).
97

 

Ibn Khaldun menguraikan pengertian khilafah secara 

komprehensif, menurutnya “khilafah adalah memerintah rakyat sesuai 

dengan aturan syara‟, demi kebaikan akhirat mereka dan juga kebaikan 

dunia yang kembali pada kepentingan akhirat. Sebab menurut syara‟ 

persoalan-persoalan dunia semuanya kembali kepada kepentingan 

akhirat. Khilafah dengan demikian hakikatnya adalah menggantikan 

pembuatan syara‟ (sahib al-syara‟) dalam menjaga eksistensi agama 

dan sistem politik dunia”.
98

 Definisi tersebut mengindikasikan bahwa 

bagi kaum Muslim kedudukan seorang khalifah berada dalam posisi 

Rasul SAW, yang bukan saja mengurus persoalan agama melainkan 

juga permasalahan-permasalahan dunia.
99

 Khalifah menjadi 

representasi dari seorang penguasa agama sekaligus politik dunia. 

Dengan argumentasi tersebut, menerima sistem kekuasaan khilafah 

adalah sebuah kewajiban untuk merealisasikan pesan-pesan agama dan 

pemerintahan yang memperhatikan kepentingan rakyat.
100

 

„Ali „Abd al-Raziq menolak semua alasan di atas. Menurutnya 

al-Qur‟an tidak mengemukakan persoalan tersebut, selain hanya 
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pernyataan-pernyataan umum agar menghormati mereka yang 

memegang kekuasaan. Hadits juga tidak mengemukakan pendapat, 

selain pernyataan umum tentang kepatuhan kepada imam, tanpa satu 

pun definisi yang jelas mengenai fungsi imam atau pernyataan 

mengenai keharusannya. Bahkan jika hadits itu benar-benar menunjuk 

kepada khalifah ketika mengatakan tentang imam, hal ini tidak 

mengisyaratkan bahwa harus selalu ada seorang khalifah.
101

 

Sebagai lembaga politik yang didasarkan atas legitimasi 

keagamaan dan mempunyai fungsi menyelenggarakan “kedaulatan 

Tuhan”, negara dalam perspektif syi‟ah bersifat teokrasi. Negara 

teokrasi mengandung unsur pengertian bahwa kekuasaan mutlak 

berada di tangan Tuhan dan konstitusi negara berdasarkan pada wahyu 

Tuhan (syariah). Sifat teokrasi dapat ditemukan dalam pemikiran 

banyak ulama politik syi‟ah, Khomaeni umpamanya mengatakan 

bahwa dalam negara Islam wewenang menetapkan hukum berada pada 

Tuhan. Tiada seorang pun berhak menetapkan hukum dan yang boleh 

berlaku hanyalah hukum dari Tuhan.
102

 

Dengan begitu yang disebut dengan paradigma integratif adalah 

paradigma yang memiliki pandangan bahwa negara dan agama adalah 

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 
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b. Paradigma Simbiotik 

Menurut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara 

dipahami saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama 

membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan 

mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara memerlukan 

agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, 

etika, dan spiritualitas. Antara agama dan negara merupakan dua 

identitas yang berbeda. Tetapi saling membutuhkan, oleh karenanya 

konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari 

adanya social contract, tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum agama 

(syariat).
103

 

Pandangan ini berpendapat juga bahwa agama Islam mempunya 

seperangkat prinsip dan nilai-nilai tentang kehidupan bermasyarakat, 

termasuk sistem pemerintahan. Dalam perspektif Muhammad „Abduh, 

hakikat pemerintahan Islam tidak bersifat keagamaan tetapi betul-betul 

bersifat keduniawian. „Abduh menyatakan bahwa kekuasaan politik 

harus didasarkan pada kedaulatan rakyat atau kehendak publik. 

Kedaulatan rakyat ini, menurut „Abduh harus dibangun atas dasar 

prisnip-prinsip kebebasan (ḥurriyah), demokrasi (shura), dan 

konstitusi (qanun) yang berfungsi sebagai landasan sistem politik dan 

kekuasaan tersebut. Konsepsi „Abduh tentang kebebasan meliputi 

kebebasan sosial dan politik, termasuk di dalamnya kebebasan 
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berpendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih, bahkan 

kebebasan bagi kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak mereka. 

Jika nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam kehidupan politik, maka 

hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai akan berlangsung 

dalam interaksi positif dan konstruktif.
104

 

Ditilik dari paradigma simbiotik (symbiotic paradigm), menurut 

Prof. M. Noor Harisudin paradigma ini posisi antara agama dan negara 

berhubungan secara simbiotik yang bersifat timbal balik dan saling 

membutuhkan. Masih dalam paradigma ini, agama dan negara bersifat 

integralistik yang satu dengan lainnya menyatu dan memiliki 

hubungan yang sangat erat dan saling membutuhkan. Dalam 

pandangan ini, agama memerlukan negara karena dan melalui negara 

(daulah), agama dapat hidup dan berkembang di sebuah negara. 

Sebaliknya, negara juga memerlukan agama karena dengan agama, 

negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual 

agama. Dalam paradigma ini, baik agama maupun negara, keduanya 

saling menguatkan antara satu dengan lainnya seperti dikemukakan 

oleh Abu Hamid Muhammad al-Ghazali.
105

 

Paradigma politik Islam seperti ini, menurut Prof. M. Noor 

Harisudin sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang 

plural dan tidak monilitik. Artinya pilihan paradigma ini sangat 
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realistik sebagai acuan bersama dalam membangun kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Dalam pandangan Prof. M. Noor Harisudin 

hal ini disebut sebagai politik Islam kebhinekaan di bumi nusantara ini, 

sebuah platform politik yang merangkul semua elemen anak bangsa. 

Apalagi dalam kekhasan bangsa Indonesia yang beraneka ragam dan 

hidup dalam kebhinekaan. Adalah sebuah pilihan yang rasional jika 

umat Islam di negeri ini memilih platform Politik Islam yang berbasis 

kebhinekaan mengingat beragamnya suku bangsa dan aneka agama di 

negeri ini. Jika dipaksakan ke dalam mono politik yang misalnya 

hanya berbasis satu agama, maka yang demikian merusak tatanan 

kebhinekaan yang sudah dibangun para founding fathers kita.
106

 

Hubungan yang baik dan saling memberikan manfaat itulah 

dimaksud dengan paradigma simbiotik. Dimana agama memberikan 

dampak positif pada negara, begitu juga dengan negara, memberikan 

pengaruh yang positif bagi agama. 

 

c. Paradigma Sekularitas 

Paradigma sekularitas mengatakan bahwa Islam tidak ada 

hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan 

bernegara atau pemerintahan.
107

 Menurut paradigma ini, secara historis 
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wilayah Nabi Muhammad terhadap kaum Mukmin adalah wilayah 

risalah yang tidak dicampuri oleh tendensi pemerintahan.
108

 

Menurut paradigma sekularitas, ada pemisahan (disparitas) 

antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk 

yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-

masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu 

sama lain melakukan intervensi (campur tangan). Agama dan negara 

merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki 

garapan bidangnya masing-masing. Sehingga keberadaannya harus 

dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi 

berdasar pada pemahaman yang dikotomis ini. Maka hukum positif 

yang berlaku adalah hukum positif yang betul-betul berasal dari 

kesepakatan manusia, tidak ada campuran hukum agama.
109

 

Keterangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara ini 

diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara agama dan negara. 

Agama sebagai (din) dan negara (dawlah), agama dan negara 

merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya 

merupakan dua lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Dari 

ketiga paradigma inilah, asal-muasal hubungan antara agama dan 

negara berasal. Terutama di negara Indonesia, hal ini sering terjadi 

kontroversi, tetapi cukup menarik untuk disimak dan dibahas, 

penyebabnya bukan karena penduduk Indonesia mayoritas Islam tetapi 

                                                           
108

 „Ali „Abd al-Raziq, al-Islam wa Usul al-Hukm, terj. M. Zaid Su‟udi (Yogyakarta: Jendela, 

2002), 77-94. 
109

 Edi Gunawan, Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam, 116. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 55 

karena persoalan yang muncul sehingga menjadi perdebatan 

dikalangan beberapa ahli.
110

 

 

4. Tinjauan Umum Pemikiran KH. Achmad Siddiq 

K.H. Achmad Siddiq mempunyai nama kecil Achmad Muhammad 

Hasan. Lahir di Jember pada hari Ahad legi, tanggal 24 Januari 1926 M 

bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1344 H, atau tujuh hari sebelum 

kelahiran Jam‟iyyah Nahdlatul Ulama, dan meninggal dunia pada hari 

Rabu, tanggal 23 Januari 1991 M atau tanggal 7 Rajab 1411 H di 

Surabaya. Achmad Siddiq adalah putra bungsu Kiai Muhammad Siddiq 

dari isteri keduanya, Nyai Hj. Zakiah (Nyai Maryam binti K.H. Yusuf). 

Achmad Siddiq merupakan putra ke-25 sekaligus anak bungsu dari pendiri 

Pondok Pesantren Islam As-Siddiqi Putra (astra) dari Nyai Zakiah yang 

lebih dikenal dengan Nyai Maryam.
111

 

Di lingkungan NU karir Kiai Achmad Siddiq di mulai dari Jember. 

Tidak lama setelah itu, ia aktif di NU tingkat wilayah Jawa Timur, hingga 

terpilih ketua umum tingkat wilayah. Karirnya terus berkembang hingga 

pada Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo Jawa Timur yang 

mengantarkannya ke kursi Ra‟is „Am PBNU periode 1984-1989. 

Terangkatnya Kiai Achmad sebagai Ra‟is „Am PBNU waktu itu bukan 

                                                           
110

 Edi Gunawan, Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam, 116. 
111

 Syamsun Ni‟am, The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq; Membumikan Tasawuf (Surabaya: 

Erlangga, t.t), 13-14. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 56 

tanpa alasan. Kiai Achmad sudah lama di lirik oleh para tokoh NU, di 

karenakan kepiawaian, kepandaian, dan kecerdasannya.
112

 

Kiai Achmad Siddiq adalah ulama yang produktif dalam hal tulis-

menulis, jadi tidaklah sedikit karya tulisnya yang sempat dipublikasikan, 

meskipun tidak semuanya dalam bentuk buku. Selain itu, ia juga 

merupakan sosok pemikir, baik dalam segi agama atau dalam pandangan 

kenegaraan. Pandangan kenegaraan K.H. Achmad Siddiq yang terpenting 

adalah pandangannya tentang negara Republik Indonesia dan 

pandangannya tentang Pancasila.
113

 

Tentang kedudukan Pancasila di hadapan Islam, Kiai Achmad 

Siddiq menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi dan Islam adalah 

agama. Ideologi, pada umumnya diartikan berkaitan dengan cita-cita, 

filsafat, program perjuangan, strategi, sasarannya, dan sebagainya. Tak 

dapat dipungkiri, karena kompleksnya hal-hal yang terkandung dalam 

ideologi sehingga mampu mempengaruhi watak dan tingkah laku 

penganutnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ada yang secara 

berlebih-lebihan menganggap bahwa “Ideologi adalah agama.” Padahal 

biar bagaimanapun hebatnya ideologi ia tetap hasil pemikiran manusia 

tidak akan sampai ke derajat agama.
114

 

Seorang pemeluk agama boleh saja berfilsafat, berideologi, 

berbudaya, berdasar negara dan sebagainya, asal ideologi dan sebagainya 
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itu tidak bertentangan dengan ajaran agamanya, dan dapat menempatkan 

agama dan ideologinya (yang tidak bertentangan dengan agamanya) pada 

tempatnya masing-masing secara tepat.
115

 

Pandangan Kiai Achmad Siddiq tentang Pancasila ini sebagai asas 

tunggal menjadi landasan jam‟iyah Nahdlatul Ulama menerima Pancasila 

sebagai asas tunggal negara dan organisasi masyarakat. Tentang pemikiran 

terperinci dari Kiai Achmad Siddiq mengenai hubungan agama dan negara 

akan dibahas pada sub bab selanjutnya. 

Sebagai ulama produktif dan dari kepiawainnya dalam menulis dan 

kepandaiannya dalam pengetahun, KH. Achmad Siddiq menulis beberapa 

tulisan yang terpublikasikan secara massal, meskipun tidak kesemuanya 

dalam bentuk buku. Tulisan-tulisannya tidak hanya membahas tentang 

pemikiran Islam saja, tetapi juga membahas tentang Nahdlatul Ulama, 

Politik, Ekonomi, Sosial serta Budaya dengan cara pandang Islam. Karya-

karya yang pernah KH. Achmad Siddiq torehkan sebagai berikut: 

a. Dzikr al-Ghafilin li Man ahabba an Yuhsyar ma‟ al-Auliya‟ wa al-

Shalihin, majmu‟ah min ba‟dh Ashhab al-Du‟a wa al-Ijazah. 

b. Fungsi Tasawuf, kumpulan Ceramah Pada Pengajian yang diadakan 

Pengurus Wilayah Jam‟iyah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur 

pada tahun 1977. 
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c. Sejarah Ringkas Lahirnya Aurad “Dzikir al-Ghafilin”, disampaikan 

pada tanggal 25 Oktober 12986 dalam acara pertemuan rutin khusus 

keluarga Bani Siddiq pada setiap malam minggu legi. 

d. Uzlah dan Mu‟asyarah, kumpulan ceramah tasawuf pada setiap malam 

Minggu Legi, tetapi tidak diketahui tanggal dan tahunnya. 

e. Pedoman berpikir Nahdltul „Ulama (al-Fikratan Nahdhiyyah), di tulis 

dan diterbitkan oleh Forum Silaturrahmi Sarjana Nahdlatul Ulama 

(FOSSNU) Jawa Timur, 9 Oktober 1969. 

f. Khiththah Nahdhiyyah (Jember, 9 April 1979) 

g. Islam, Pancasila, dan Ukhuwwah Islamiyyah, wawancara Dr. H. Fahmi 

D. Saifuddin, Lajnah Ta‟lif wa al-Nasr (Jakarta), 25 November 1985. 

h. Pemikiran K.H. Achmad Siddiq, kumpulan Makalah yang disunting 

Abu Nahid, Aula (Surabaya), tahun 1992. 

i. Norma-norma Pancasila menurut pandangan Islam (disampaikan pada 

tahun 70-an, rencananya akan disampaikan dalam seminar di Aceh, 

tetapi karena sesuatu hal, Kiai Achmad Siddiq urung berangkat. 

j. Hanya Pribadi Berkualitas yang Mampu Mewujudkan Jam‟iyyah 

Berkualitas. Tulisan ini disampaikan pada acara halal-bihalal 12 Juni 

1989, yang diselenggarakan oleh PCNU Surabaya di gedung Islamic 

Centre Surabaya, dimuat juga dalam majalah Aula, yang dikeluarkan 

PWNU Jawa Timur, NO. 10, 6 Agustus 1989. 
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k. Amar Ma‟ruf dan Nahi Munkar sebagai Langkah Pembinaan Khairah 

Ummah dalam Masyarakat Pancasila (disampaikan pada tanggal 2 Mei 

1983, dan mengenai tempat penyampaiannya tidak dijelaskan). 

l. Hubungan Agama dan Pancasila (disampaikan pada tanggal 14-15 

Maret 1985). Sebuah makalah untuk pertemuan ilmiah “Peranan 

agama dalam memantapkan ideologi negara” yang diselenggarakan 

oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama 

RI. 

m. Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama (disampaikan pada tanggal 13 

Desember 1983). Sebuah makalah yang didiskusikan di rumah K.H. 

Masykur, Jl. Imam Bonjol 22, Jakarta, sebagai bahan Munas 

(Musyawarah Nasional) alim ulama di Situbondo Jawa Timur. 

n. Pengembangan Ukhuwwah Islamiyyah (tidak diketahui tanggal, tahun, 

dan tempat penyampaiannya).
116

 

o. Pembinaan Mental Agama di Kalangan remaja dari sudut pandang 

ajaran agama Islam, isinya berupa makalah yang terkait dengan 

pendidikan serta memiliki kurikulum bermentalkan agama yang kuat. 

p. Tajdid dalam Islam, isinya berupa makalah yang didalamnya memuat 

tajdid, yang dapat diartikan perubahan dan penjelasan syarat-syarat 

menjadi seorang mujaddid. 
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q. Bai‟ah atau Hijrah. Di dalamnya menjelaskan terkait pengertian bai‟ah 

dan hijrah pada masa Nabi Muhammad SAW dengan menyambungkan 

kondisi mas kini. 

r. Kedudukan Seni dan Agama Islam. Menjelaskan terkait pengertian 

seni, agama dan kerterikatan keduanya sebagai wujud dari salah satu 

media dakwah. 

s. Detik Sejarah Kenabian dan Timbulnya Peradaban Baru yang 

Memberikan Wajah Lebih Segar. Menjelaskan terkait dengan 

kebenaran, kemukjizatan, kandungan al-Qur‟an sebagai pedoman 

dalam beribadah. 

t. Perhatian yang Mengikat Terhadap Pondok Pesantren. Berisikan 

terkait hal-hal berhubungan dengan pesantren, menciptakan kader-

kader santri berkualitas serta fungsi RMI (Rabhitah Ma‟hid Islamiyah) 

dalam dunia pesantren. 

u. Peranan Da‟i Memasyarakatkan Khittah. Isinya mencakup khittah NU 

bagi para da‟I  yang terangkum dalam 4 tahapan yang harus dimiliki 

oleh seorang pendakwah. Pertama, mengetahui tentang NU. Kedua, 

wawasan NU tentang keislaman. Ketiga, wawasan NU tentang ke-

Indonesia-an. Keempat, wawasan NU tentang kesemestaan.
117
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5. Relasi Agama dan Negara 

Dalam sejarah Islam ada tiga tipologi hubungan antara agama dan 

negara. Din Syamsudin membaginya sebagai berikut; Pertama, golongan 

yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan 

secara integral. Domain agama juga menjadi domain negara, demikian 

sebaliknya, sehingga hubungan antara agama dan negara tidak ada jarak 

dan berjalan menjadi satu kesatuan. Tokoh pendukungan gerakan ini 

adalah al-Maududi. Kedua, golongan yang berpendapat bahwa hubungan 

antara agama dan negara berjalan secara simbiotik dan dinamis-dialektis, 

bukan berhubungan langsung, sehingga kedua wilayah masih ada jarak 

dan kontrol masing-masing, sehingga agama dan negara berjalan 

berdampingan. Keduanya bertemu untuk kepentingan pemenuhan 

kepentingan masing-masing, agama memerlukan lembaga negara untuk 

melakukan akselerasi pengembangannya, demikian juga lembaga negara 

memerlukan agama untuk membangun negara yang adil dan sesuai dengan 

spirit ketuhanan. Tokoh Muslim dunia dalam golongan ini di antaranya 

adalah Abdullahi Ahmed An-Na‟im, Muhammad Syahrur, Nasr Hamid 

Abu Zaid, Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid. Ketiga, golongan 

yang berpendapat bahwa agama dan negara merupakan dua domian yang 

berbeda dan tidak ada hubungan sama sekali. Golongan ini memisahkan 

hubungan antara agama dan politik atau negara. Oleh sebab itu, golongan 
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ini menolak pendasaran negara pada agama atau formalisasi norma-norma 

agama ke dalam sistem hukum negara.
118

 

Sedangkan dalam pandangan Prof. M. Noor Harisudin, setidaknya 

ada tiga perspektif politik hubungan agama dan negara yang sering 

digunakan sebagai analisa formulasi politik di Nusantara, yaitu sebagai 

berikut: 

Pertama, Islam sebagai din wa daulah. Yaitu menjadikan Islam 

sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dengan negara. Islam menjadi 

bagian terpenting dalam negara. Konsep Islam din wa daulah ini terwujud 

dalam negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Malaysia, Sudan, Mesir, 

dan lain-lain. Negara ini secara jelas mencantumkan dasar negara Islam. 

Kedua, Islam adalah terpisah dengan agama. Ini yang disebut 

dengan negara sekuler, contohnya adalah Turki. Meski penduduknya 

mayoritas Islam, namun yang digunakan adalah negara sekuler dengan 

meminimalkan peran agama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Ketiga, Islam sebagai sumber inspirasi kehidupan beragama. 

Artinya secara formal, Islam tidak perlu disebut sebagai negara. Hanya 

saja, prakteknya adalah subsatansi ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan 

sehari-hari. Tidak penting formalitas, yang penting adalah subsatansi Islam 

itu sendiri.
119
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Dari ketiga formula jenis ini, umat Islam di Indonesia memilih jenis 

yang ketiga, yaitu menjadikan Islam sebagai sumber inspirai dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya tidak penting bentuk negara 

Islam bagi umat Islam di negeri ini, karena yang penting adalah 

pelaksanaan syari‟at Islam dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara.
120

 

Dalam sejarah bangsa Indonesia, hubungan antara agama (Islam) 

dan negara berkembang menjadi empat golongan. Pertama, golongan yang 

mengintegrasikan antara agama dan negara sebagai dua hal yang tidak 

terpisahkan. Sejarah integrasi agama dan negara berjalan dengan intensif 

pada masa pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kerajaan Islam 

Perelak, Kerajaan Islam Samudera dan Pasai di Aceh. Dalam sistem 

ketatanegaraan tersebut, hukum negara menjadi hukum agama dan hukum 

agama juga menjadi hukum negara. Relasi agama dan negara tersebut 

berjalan aman dan damai tanpa adanya konflik. Kedua, golongan yang 

berpendapat bahwa agama dan negara berjalan dalam pusaran konflik dan 

saling menafikan di antara keduanya sebagaimana terjadi di Sumatera 

Barat. Konflik kaum agamawan memiliki kehendak untuk menerapkan 

norma-norma agama (Islam) secara totalitas, sedangkan warga masyarakat 

lokal menolak pemberlakuan norma agama tersebut. Kejadian tersebut 

menimbulkan perang terbuka yang dikenal dengan perang Paderi (perang 

para pemuka agama). Dari kejadian itu kemudian muncul semboyan “adat 
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bersendi syara‟ dan syara‟ bersendi Kitobullah” yang artinya eksistensi 

hukum adat diakui selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat 

agama Islam.
121

 Ketiga, golongan yang membangun hubungan dinamis-

dialektis antara agama dan negara. Norma-norma agama diberlakukan 

secara gradual dalam sistem hukum nasional dan berjalan tanpa konflik 

sebagaimana sistem ketatanegaraan kerajaan Goa. Keempat, golongan 

yang membangun hubungan sekular-ritualistik antara agama dan negara. 

Norma-norma agama diberlakukan dalam tradisi ritual keagamaan oleh 

pemerintah sebagai simbol pengayoman kepada warganya, sehingga 

masyarakat merasa diayomi dengan kedatangan pemimpin, sebagaimana 

tradisi kerajaan Jawa. Para raja Jawa menghadiri kegiatan ritual 

keagamaan hanya dua kali setahun di Masjid atau sekatenan. Para raja 

Jawa memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama 

tertentu, yang penting juga taat kepada raja.
122

 

Betapapun titik perundingan dalam hubungan agam dan negara di 

Indonesia itu dicapai, terjadi konfrontasi pemikiran yang sengit dan 

pengorbanan yang sulit untuk diterima. Tetapi dalam perkembangannya 

hal itulah yang menjadi pemicu pula untuk Indonesia menjadi negara 

modernis demokratis. Dalam memandang relasi agama dan negara di 

Indonesia ini, setidaknya ada tiga cara pandang yang perlu untuk 
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dipahami, sehingga ada pembatasan dalam memahami dan meneliti 

tentang relasi agama dan negara, cara pandang tersebut  sebagai berikut: 

a. Relasi agama dan negara pespektif Islam 

Mengenai tema hubungan agama dan negara ini dalam 

pandangan Islam, ada tiga aliran yang berpendapat tentang 

hubungan antara agama  dengan negara. Aliran Pertama, 

berpendirian Islam bukanlah semata-mata agama yang menyangkut 

hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi Islam adalah agama 

yang lengkap dengan segala aspek kehidupan manusianya, termasuk 

dalam hal kebudayaan dan bernegara, tokoh dalam hal ini antaranya 

Hasan al-Banna, Sayyid Qutub dan Abu al-Maududi„.
123

 

Aliran Kedua, berpendirian bahwa Islam adalah agama yang 

tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Alasannya 

bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul biasa seperti 

Rasul-Rasul sebelumnya yang bertugas tunggal mengajak manusia 

kembali kejalan yang mulia dan menjunjung tinggi budi pekerti 

luhur, Nabi tidak pernah dimaksudkan mendirikan dan mengepalai 

suatu negara tertentu, tokohnya dalam aliran ini adalah „Ali Abdul 

„Al-Raziq dan Thaha Husein.
124

 

Aliran Ketiga, menolak pendapat yang mengatakan bahwa 

Islam adalah agama yang serba lengkap, menolak pula bahwa dalam 

Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan. Aliran ini berpendapat 
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bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi 

terdapat seperangkat tata nilai etika dalam kehidupan bernegara, 

tokohnya dalam aliran ini antara lain Muhammad Husein Haikal.
125

 

b. Relasi agama dan negara perspektif Barat 

Modernisaasi dan demokratisasi negara di dunia barat, dalam 

trayek sejarah bisa diamati bahwa proses modernisasi dan 

demokratisasi memerlukan prakondisi, berupa adanya kompromi 

antara negara otoritas sekuler dan keagamaan versi positivistik dari 

teori-teori modernisasi, terutama proses sekulerisasi. Sekulerisasi 

agama dan negara, agama dalam pandangan pemikir Barat, 

dimaknai sebagai keyakian yang tanpa melibatkan negara untuk ikut 

campur, dengan menjamin “kebebasan” setiap individu untuk 

memiliki keyakinan atau ateis sekalipun. Religion atau agama, 

dalam pandangan Clifford Geertz yaitu suatu sistem symbol “untuk 

menciptakan suasana hati atau keinginan dan motivasi yang kuat, 

serba menyeluruh dan berlaku lama dalam diri manusia….”.
126

 

berperan hanya dalam diri manusia. Disini Geertz menafsirkan 

religion sebagai symbol dan semata-mata berkaitan dengan individu 

atau pribadi manusia. Religion dalam pandangan Geertz berperan 

dalam diri manusia. 
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Maka dapat disimpulkan dalam diri luar manusia. Misalanya, 

aspek kehidupn negara dan aspek hukum serta aspek 

kemasyarakatan lainnya, peran religion menjadi terbatas hanya 

dalam urusan pribadi seseorang seperti kelahiran, perkawinan dan 

kematian. Religion yang sangat erat kaitannya dengan aspek 

kewajiaban manusia sebagai pribadi. Pemahaman Barat lebih 

menekankan pada urusan pribadi.
127

 Karena itu urusan kenegaraan 

dan institusi-institusi politik berada di luar kompetensi religion. 

c. Relasi agama dan negara perspektif Pancasila 

Indonesia sebagai negara dengan tingkat keragaman 

penduduk yang sangat tinggi ikut mewacanakan bentuk dan dasar 

negara yang hendak dirumuskan. Setelah merdeka dari kungkungan 

penjajah pada tahun 1945, para pemuka dan para founding father 

republik ini sepakat bahwa sistem pemerintahan yang akan 

digunakan adalah demokrasi, sementara Pancaila menjadi dasar dan 

ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut As‟ad 

Said Ali, ketua tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 

(PBNU), Pancaila merupakan suatu konsensus dasar yang menjadi 

syarat utama terwujudnya bangsa yang demokratis. Ide pemikiran 

politik yang terkandung dalam Pancaila merupakan racikan 

sempurna yang dapat memberikan solusi bagi terwujudnya negara 

demokrasi dengan segmen penduduk yang sangat majemuk. Para 
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pendiri negeri ini mampu meramunya dengan sangat kreatif. 

Mereka mengambil jalan tengah antara dua pilihan ekstrem, negara 

sekuler dan negara agama. Mereka menyusunnya dengan rumusan 

imajinatif, yakni negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
128

 

K.H. Afifuddin Muhajir berpendapat mengenai negara 

Indonesia, bahwa dalam pandangannya, Indonesia dengan Pancaila 

sebagai dasarnya, selalu dinyatakan sebagai bukan Negara Islam 

(Dawlah Islamiyah). Namun pada waktu yang sama, Indonesia juga 

disebut sebagai daerah Islam (Darul Islam).
129

 Nahdlatul Ulama 

melalui Muktamarnya yang ke-10 di Banjarmasin, pada tanggal 19 

Rabi‟ul Awal 1355 H/9 Juni 1936, memutuskan bahwa Indonesia 

adalah Darul Islam. Dalam hal tersebut Kiai Afifuddin Muhajir 

menjelaskan sebagai berikut. 

Keputusan di atas merujuk pada kitab Bughyah al-

Mustarsyidin. Dengan redaksi terjemahnya sebagai berikut: 

“Setiap tempat (wilayah) yang dihuni kaum muslim yang 

mampu mempertahankan diri dari (dominasi) kaum harbi 

(musuh) pada suatu zaman tertentu, dengan sendirinya 

menjadi Darul Islam yang berlaku padanya ketentuan-

ketentuan hukum itu, meskipun (suatu saat) mereka tak lagi 

mampu mempertahankan diri akibat dominasi kaum kafir 

yang mengusir dan tidak memperkenankan mereka masuk 

kembali. Dengan demikian, penyebutan wilayah itu sebagai 

darul harbi (negara perang) hanya formalitas, bukan status 

yang sebenarnya. Maka, menjadi maklum Bumi Betawi dan 
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sebagian besar Tanah Jawa ialah Darul Islam karena telah 

terlebih dahulu dikuasai kaum muslimin”.
130

 

 

Dengan redaksi yang serupa, Syekh Sulaiman mengatakan: 

“Sesungguhnya, setiap daerah yang penduduknya mampu 

mempertahankan diri dari musuhn-musuhnya dapat 

dikategorikan sebagai Darul Islam”.
131

 

 

Pada redaksi yang lain, Ar-Ramli mengatakan tentang Darul 

Islam: 

“Darul Islam itu daerah yang ada di genggaman kita (umat 

Islam), sekalipun Ahlu Dzimmah dan Ahlu “Ahd berdomisili 

di daerah itu”.
132

 

 

Dari penjelasan tersebut, tampak adanya perbedaan antara 

Darul Islam dan Dawlah Islamiyyah (Negara Islam). Darul Islam 

secara mendasar bertumpu pada unsur material, yaitu wilayah, 

sedangkan negara Islam, selain harus memiliki wilayah, juga harus 

berbadan hukum, memiliki kedaulatan dan asset, serta kekayaan 

yang terpisah dari asset dan kekayaan warganya. Negara Islam 

memiliki karakteristik yang membedakannya dari yang lain. Salah 

satu hal yang terpenting ialah konsep ketundukan warganya dalam 

urusan dunia dan agama hanya kepada prinsip-prinsip Islam. Sistem 

pemerintahannya dalam urusan keduniaan juga dibangun atas dasar 
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kemalahatan rakyat, keadilan, permusyawaratan, persamaan, akhlak 

mulia, dan tidak adanya diskriminasi.
133

 

Mengenai Pancasila Kiai Afifuddin Muhajir menyatakan, 

Pancasila merupakan dasar negara, bukan syariat. Namun, sila demi 

sila di dalamnya tidaklah bertentangan dengan ajaran syariat, 

bahkan sejalan dengan syariat itu sendiri. Sila pertama yang 

menjiwai sila-sila yang lain mencerminkan tauhid dalam akidah 

keislaman yang mengacu kepada Al-Qur‟an surat al-Ikhlas. Sebagai 

ideologi negara, Pancasila dapat mempersatukan beragam etnis, 

suku, golongan dan agama yang ada di seluruh wilayah kekuasaan 

negara Indonesia. Pancasila merupakan hasil ijtihad para pendiri 

republik ini yang sebagian besar ialah tokoh-tokoh muslim. Sangat 

dimungkinkan bahwa anggota tim perumus teks Pancasila yang 

beragama Islam, tidak semata mendasarkan rumusannya pada 

pertimbangan akal sehat semata, tetapi juga pada prinsip-prinsip 

ajaran dan kaidah-kaidah Islam. Hal ini semakin menguatkan 

pandangan dan pikiran kita bahwa Pancasila itu sangat Islami.
134

 

Sedangkan Prof. Nurcholish Madjid menyatakan bahwa 

Pancasila merupakan produk ideologi modern. Hal itu tidak saja 

karena ia diwujudkan dalam zaman modern, tapi juga lebih-lebih 

lagi karena ia ditampilkan oleh seorang atau sekelompok orang 

dengan wawasan modern, yaitu para bapak pendiri Republik 
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Indonesia, dan dimaksudkan untuk memberi landasan filosofis 

bersama (common philosophical ground) sebuah masyarakat plural 

yang modern, yakni Indonesia. Sebagai produk pemikiran modern, 

Pancasila adalah sebuah ideologi yang dinamis, tidak statis, dan 

memang harus dipandang demikian. Watak dinamis Pancasila itu 

membuatnya sebagai ideologi terbuka.
135

 

Pandangan Ahmad Syafi„I Ma„arif mengenai Pancasila 

berpendapat bahwa Pancasila adalah sebagai konsep murni, netral 

dan sekuler. Kemudian Pancasila dalam pandangn Natsir dalam 

pidatonya. Penafsiran seseorang terhadap Pancasila bisa bermacam-

macam, tergantung pada pandangan filosofis seseorang itu sehingga 

belum jelas sila yang mana yang menjadi sumber sila yang lain. 

Mengenai sumber Pancasila, apakah itu sosiologis, sekuler atau 

yang lain, menurut Prof. Notonagoro yang terpenting adalah 

kelahiran Pancasila dan perkembangannya pada periode awal tidak 

dapat dipisahkan dari proses kelahiran Indonesia sebagai sebuah 

negara baru. Secara implisit ini bearti bahwa kelahiran Indonesia 

merdeka adalah identik dengan kelahiran Pancasila.
136

 

Selanjutnya pakar hukum Tata Negara, Mahfud MD 

mengatakan: 

“…Dalam fungsinya sebagai dasar negara, Pancasila harus 

menjadi sumber dari segala sumber hukum yang dasar-dasarnya 
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dituangkan dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi dan 

peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai sumber dari segala 

sumber hukum, Pancasila mempunyai empat kaidah penuntun 

hukum yang harus menjadi rambu-rambu dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan dan politik hukum pada umumnya, 

yaitu: 

1. Melindungi seluruh bangsa dan tanah air Indonesia dalam arti 

bahwa semua hukum yang dibentuk dan diberlakukan di Indonesia 

harus selalu menjaga keutuhan integrasi bangsa baik secara teritori 

maupun secara ideologi. 

2. Membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi 

(kedaulatan hukum) secara simultan dalam arti demokrasi harus 

dibatasi oleh tegaknya hukum dan hukum harus dibuat demokratis. 

Keputusan demokratis yang melanggar konstitusi dan HAM bisa 

dibatalkan oleh lembaga nomokratis seperti MK atau MA, 

tergantung levelnya. 

3. Membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam 

arti hukum yang berlaku atau diberlakukan di Indonesia harus 

menutup pintu bagi tumbuhnya sistem eksploitasi dari yang kuat 

terhadap yang lemah dan harus selalu mendorong untuk 

mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi di tengah-tengah 

masyarakat guna membangun kemakmuran dan kesejahteraan. 
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4. Membangun toleransi beragama yang berkeadaban dalam arti 

semua hukum di Indonesia tidak boleh diskriminatif terhadap 

pemeluk agama tertentu semisal berdasarkan jumlah pemeluknya. 

Negara tidak memberlakukan hukum salah satu agama, tetapi 

negara harus memproteksi setiap pemeluk agama yang ingin 

melaksanakan agamanya…”.
137

 

Catatan Mahfud dengan mengatakan “negara tidak 

memberlakukan hukum salah satu agama, tetapi negara harus 

memproteksi setiap pemeluk agama yang ingin melaksanakan 

agamanya” adalah pintu masuk bagi pelaksanaan ajaran Islam.
138

 

Negara yang berdasakan Pancasila menurut Driyarkara 

bukanlah negara profan. Pancasila adalah titik temu reaksi Tuhan 

dengan Manusia dalam negara, meskipun terkadang sulit memilah 

manakah yang harus dikedepankan. Persoalannya, manakah yang 

bertentangan dengan prinsip keagamaan yang dianut, ataukah ini 

murni persoalan sosial politik dalam negara. Kendati sering kali 

mengalami dilema, akan tetapi tujuan bernegara dalam konsepsi 

negara Pancasila tiada lain tujuannya adalah untuk menjalankan 

cinta kasih kita kepada Tuhan untuk semua manusia tanpa melihat 

apa agamanya.
139
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Negara pada hakikatnya dalam kandungan Pancasila 

merupakan suatu kesatuan integral dari unsur-unsur yang 

menyusunnya. Negara mengatasi semua golongan, bagian-bagian 

yang membenntuk negara negara tidak memihak pada suatu 

golongan tertentu betapapun golongan itu paling besar. Dalam 

pandangan pancasila ini, setiap unsur berkewajiban akan terciptanya 

keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Hal itu 

dilukiskan dalam suatu selogan Bhineka Tunggal Ika.
140

 

Pancasila itu dari beberapa fungsi dan kedudukannya antara 

lain merupakan titik temu (common platform, kalimah sawa‟) antara 

berbagai komunitas kemasyarakatan (societal community) dalam 

bangsa kita, terutama komunitas keagamaan.
141

 Pancasila sebagai 

ideologi yang terbuka, mampu memberikan kehidupan sosial-politik 

Indonesia yang plural dan modern. Suatu fase kemantapan nasional 

amat penting telah terjadi di negeri kita berkenaan dengan kefinalan 

pancasila, yaitu diterimanya ideologi itu sebagai satu-satunya asas 

bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam konteks 

pluralisme dan keterbukaan.
142
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode merupakan langkah-langkah spesifik (tindakan, tahapan atau 

pendekatan) yang harus diambil dalam urutan tertentu selama penelitian. Adapun 

metodologi merupakan sebuah sistem dan prinsip-prinsip untuk melaksanakan 

sesuatu. Sebuah metodologi mengasumsikan urutan logis yang perlu diteliti oleh 

seorang peneliti untuk mencapai hasil yang ditetapkan. 

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian untuk tugas akhir (skripsi) ini, peneliti menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa 

angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari buku-buku, hasil penelitian 

terdahulu dan pendapat tokoh yang relevan dengan judul penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan metode yang berparadigma deskriptif, karena 

uuntuk memahami fenomena menyeluruh, tentunya harus memahami konteks 

dan melakukan analisis holistik, penyebarannya dan dideskripsikan.
143

 

Penelitian kualitatif memiliki enam ciri yaitu: (1) memperhatikan 

konteks dan situasi (concern of context), (2) berlatar alamiah (natural setting), 

(3) manusia sebagai instrumen utama (human instrumen), (4) data bersifat 

deskriptif (descriptive data), (5) rencana penelitian muncul bersamaan dengan 

pengamatan (emergent designt), (6) analisis data secara induktif (inductive 
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analysis).
144

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk 

mempermudah proses penelitian, karena sumber data yang digunakan lebih 

banyak pada data deskriptif naratif. Sehingga metodologi penelitian kualitatif 

adalah metode yang pas menemani peneliti selama proses penelitian 

berlangsung. 

 

B. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh.
145

 Dalam penelitian kualitatif menurut Spradley untuk 

menghasilkan data yang akurat harus memenuhi tiga komponen berikut:
146

 

1. Place, tempat dimana interaksi dalam situasi sosial yang sedang 

berlangsung. 

2. Actor, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu. 

3. Activity, kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang 

sedang berlangsung. 

Secara umum sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 

macam, yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam pembahasan ini adalah berupa kata-

kata dan tindakan-tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti 

dokumen, referensi-referensi buku, jurnal, kajian penelitian terdahulu 
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dan lain-lain yang serupa.
147

 Data ini diperoleh secara langsung dari 

objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi.
148

 Dalam 

penelitian ini penulis mengambil salah satu buku dari KH. Achmad 

Sidddiq sebagai sumber primer, buku tersebut berjudul “Pedoman 

Berfikir Nahdlatul Ulama (Al-Fikr An-Nahdliyah)”. Buku tersebut 

membahas bagaimana seharusnya menjadi warga negara yang baik, 

terkhusus bagi warga Nahdliyin dalam menjalani kehidupan kebangsaan 

di Indonesia. 

Serta masih ada beberapa tulisan dari KH. Achmad Siddiq yang 

membahas tentang negara, diantaranya makalah dengan judul “Norma-

Norma Pancasila Menurut Pandangan Islam” tulisan ini menjelaskan 

hubungan agama Islam dan Pancasila dan mendudukkan antara 

keduanya pada kedudukan yang semestinya. Lalu tulisan dengan judul 

“Amar Ma‟ruf dan Nahi Munkar Sebagai Langkah Pembinaan Khairah 

Ummah Dalam Masyarakat Pancasila”. Juga makalah dengan judul 

“Hubungan Agama dan Pancaila”. Berikutnya makalah dengan judul 

“Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama”, dimana makalah ini yang 

mampu memberikan warna baru bagi warga Nahdlatul Ulama dan 

Negara Indonesia, karena tulisan ini mampu menjadi solusi dari konflik 

yang begejolak antara relasi Agama dan Pancasila kala itu. Serta tulisan 
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yang berjudul “Pengembangan Ukhuwah Islamiyah”.
149

 Sedangkan 

penelitian yang dilakukan penulis, berjudul Pemikiran KH. Achmad 

Siddiq Tentang Relasi Agama dan Negara Di Indonesia, selain data 

primer yang digunakan, data yang diperoleh dari buku-buku yang 

bersangkutan dengan penelitian, dari jurnal-jurnal yang berkaitan 

dengan penelitian, dari kajian penelitian terdahulu juga digunakan 

sebagai sumber rujukan. 

2. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder ini dapat diartikan sumber data tertulis. 

Walaupun sumber data ini diluar kata dan tindakan sumber kedua, jelas 

sumber data sekunder ini tidak dapat diabaikan.
150

 Untuk memperkaya 

dan memperluas pembahasan, maka peneliti juga menggunakan sumber 

pendukung tersebut, yaitu sumber-sumber literatur yang yang 

membahas objek kajian ini, misalnya buku-buku metode penelitian dan 

buku-buku kontemporer. Berikut merupakan beberapa buku yang 

membahas tentang KH. Achmad Siddiq dan dijadikan sebagai sumber 

sekunder dari penelitian ini, buku dengan judul “KH. Achmad Siddiq 

Perumus Pondasi Hubungan Islam dan Pancasila” tulisan dari Ahmad 

Ja‟farul Musadad, buku dengan judul “Menghidupkan Ruh Pemikiran 

KH. Achmad Siddiq” yang ditulis oleh Munawar Fuad Noeh dan 

Mastuki, dan tulisan dengan judul “The Wisdom of KH. Achmad 

Siddiq; Membumikan Tasawuf” tulisan dari Syamsun Ni‟am. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode 

dalam pengumpulan data. Hal ini dilakuan dengan maksud agar data yang 

diperoleh relevan dengan judul penelitian. Metode yang diambil dalam 

melakukan pengumpulan data yaitu sebagai beriku: 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai  segala yang 

berupa catatan, transkip, buku surat kabar, majalah, agenda dan lainnya.
151

 

Metode dokumentasi ini memiliki tingkat akurasi dan tingkat 

kebenaran yang tinggi, karena kejadian suatu proses dapat terungkap secara 

empiris dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai bukti yang lebih kuat. 

Sumber data yang berupa dokumentasi bersumber dari dokumen resmi dan 

dokumen pribadi. Dokumen pribadi dapat berupa surat-surat pribadi, buku 

harian dan biografi. Sedangkan dokumen resmi terdiri dari dua bagian 

yaitu, dokumen internal dan eksternal, dokumen internal dapat berupa 

majalah, surat kabar, bulletin dan media massa.
152

 

Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena 

dalam banyak hal dokumen sebegai sumber data dimanfaatkan untuk 

menguji, menafsirkan dan bahkan untuk meramalkan.
153

 

Dalam penelitian ini, data dengan metode dokumentasi berupa 

dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. 
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D. Analisis Data 

Bogdan Taylor memberikan pengertian analisis data sebagai proses  

yang mencari usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan 

ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan 

bantuan tema dan ide. 

Analisis data ini memberikan gambaran bagaimana peneliti akan 

melakukan pengolahan data, seperti proses pelacakan, pengaturan dan 

klasifikasi data yang akan dilakukan.
154

 

Content analysis merupakan metode yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini. Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat 

pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak 

dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. 

Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik 

symbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, 

kemudian diberi interpretasi. Ada beberapa definisi mengenai analisis isi. 

Analisis isi secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua 

analisis menganai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk 

mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Menurut Holsti, metode 

analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan 

mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, 

sistematis, dan generalis. Objektif berarti menurut aturan atau prosedur yang 

apabila dilaksanakan oleh orang (peneliti) lain dapat menghasilkan 
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kesimpulan yang serupa. Sistematis artinya penetapan isi atau kategori 

dilakukan menurut aturan yang diterapkan secara konsisten, meliputi 

penjaminan seleksi dan pengkodingan data agar tidak bias. Generalis artinya 

penemuan harus memiliki referensi teoritis. Informasi yang didapat dari 

analisis isi dapat dihubungkan dengan atribut lain dari dokumen dan 

mempunyai relevansi teoritis yang tinggi. Definisi lain dari analisis isi yang 

sering digunakan dan pendapat dari Berelson dan Kracauer adalah “research 

technique for the objective, systematic and quantitative description of the 

manifest content of communication”. Analisis konten merupakan teknik yang 

berorientasi kualitatif, ukuran kebakuan diterapkan pada satuan-satuan tertentu 

biasanya dipakai untuk menentukan karakter dokumen-dokumen atau 

membandingkannya. Menurut Lowenthal, dahulu analisis konten digunakan 

untuk menjelaskan karakteristik konten majalah pop atau dokumen-dokumen 

lain.
155

 

Dalam penelitian ini penulis dan sekaligus sebagai peneliti memberikan 

tahapan kegiatan analisis data meliputi aspek-aspek berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Melihat banyaknya data yang diperoleh saat proses observasi 

penelitian , maka dibutuhkan untuk dicatat secara teliti dan rinci. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih sesuatu yang pokok, 

                                                           
155

 A.M. Irfan Taufan Asfar, Analisis Naratif, Analisis Konten, Dan Analisis Semiotik (Penelitian 

Kualitatif) (t.tp: t.p, t.t), 2. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 82 

memfokuskan pada sesuatu yang dianggap penting, dicari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak penting.
156

  

Mereduksi data atau menyusun data adalah pekerjaan penting 

didalam langkah penelitian. Akan tetapi mengumpulkan data jauh lebih 

penting lagi. Mengumpulkan data harus ditangani secara serius agar 

diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaan, yaitu pengumpulan variabel 

yang tepat.
157

 

Pada tahap ini penulis melakukan tindakan merekam data yang 

didapatkan dalam bentuk catatan naratif, merangkum data, menafsirkan dan 

menyeleksi data. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, pada tahap selanjutnya adalah display data 

atau penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif teks. Data yang tersaji 

dianalisis, disusun secara sistematis untuk menjelaskan dan menjawab 

pokok permasalahan penelitian. Melalui penyajian data, data dapat 

terorganisir, tersusun dalam pola hubungan secara sistematis, sehingga 

hasilnya akan semakin mudah dipahami. 

Dalam hal ini penulis menyajikan hasil reduksi data yang diperoleh 

dari sumber-sumber data yang ada. Menyajikannya dengan sedetail 

mungkin untuk mudah dipahami. 
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3. Verifikasi Data 

Langkah terakhir dalam proses analisis data kualitatif adalah 

verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Didalam metode ini, 

berdasarkan data-data sebelumnya peneliti mengambil suatu kesimpulan 

sementara yang nantinya akan diuji oleh fenomena-fenomena yang terjadi. 

Jika kesimpulan sementara tersebut didukung oleh beberapa bukti 

yang valid dan konsisten saat melakukan penelitian kembali, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kredibel. Tahapan terakhir ini 

dapat juga disebut sebagai inti temuan secara eksplisit. 

 

E. Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility 

(validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability 

(realibilitas) dan confirmability (objektivitas).
158

 

1. Keabsahan Data Secara Internal 

Untuk menghasilkan keabsahan data yang sempurna ada beberapa 

tahapan yang perlu dilakukan, diantaranya sebagai berikut: 

a. Meningkatkan ketekunana, hal ini berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan 

itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data 

yang telah ditentukan salah atau tidak. Misalnya peneliti membaca 
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kembali berbagai buku referensi buku, hasil penelitian dan dokumentasi 

yang terkait dengan yang diteliti.
159

 

b. Triangulasi yang Wiliam Wiersma katakan bahwa triangulasi dalam 

pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.
160

 

c. Analisis kasus negatif (negative case analysis). Merupakan kasus yang 

tidak sesuai dengan hasil penelitian pada saat tertentu. Peneliti berusaha 

mencari data berbeda atau bahkan yang bertentangan dengan data yang 

telah ditemukan. Namun jika tidak adalagi data yang berbeda atau 

bertentangan dengan temuan, maka data tersebut sudah dapat dipercaya. 

d. Menggunakan bahan referensi, yang dimaksud dengan bahan referensi 

disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah 

ditemukan oleh peneliti. 

2. Keabsahan Data Secara Eksternal 

Keabsahan eksternal menjadi keharusan dalam penelitian kualitatif 

yang memenuhi kriteria ilmiah. 

a. Pengujian dependibility 

Uji dependibility dilakukan dengan melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian tersebut. Caranya dilakukan oleh auditur 

yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan 

aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.
161

 

 

                                                           
159

 Nawawi, Metodologi Penelitian Hukum Islam, 114. 
160

 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantiatif, Kualitatif, dan R&T, 273. 
161

 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantiatif, Kualitatif, dan R&T, 277. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 85 

b. Pengujian Konfirmability 

Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan 

dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi 

standar konfirmability.
162

 

 

F. Tahap-tahap Penelitian 

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada 

proses deskriptif naratif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat kajian 

kepustakaan, sehingga data-data yang diteliti lebih banyak pada buku, kajian 

penelitian terdahulu dan jurnal yang bersifat deskriptif naratif pula. Sehingga 

hanya ada tiga tahapan dalam penelitian ini, yaitu tahapan mereduksi data, 

tahapan penyajian data dan tahapan penarikan kesimpulan.
163
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Latar Belakang Pendidikan dan Sosial KH. Ahcmad Siddiq 

1. Riwayat Hidup dan Keluarga 

KH. Achmad Siddiq merupakan salah satu ulama nusantara yang 

mashur. Beliau dilahirkan pada tanggal 24 Januari 1926 M. Ulama 

kelahiran Kabupaten Jember ini memiliki nama kecil Achmad Muhammad 

Hasan. Bersamaan dengan kelahirannya, lahir pula organisasi besar 

bernama Nahdlatul Ulama. Kelahiran KH. Achmad Siddiq terpaut tujuh 

hari sebelum organisasi Nahdlatul Ulama berdiri.
164

 Secara hitungan 

Hijriyah KH. Achmad Siddiq lahir pada tanggal 10 Rajab 1344.
165

 

Achmad Siddiq adalah putra bungsu Kiai Muhammad Siddiq dari isteri 

keduanya Nyai Hj. Zakiah (Nyai Maryam binti K.H. Yusuf). Achmad 

Siddiq merupakan putra ke-25 sekaligus anak bungsu dari pendiri Pondok 

Pesantren Islam As-Siddiqi Putra (astra), dari Nyai Zakiyah yang lebih 

dikenal dengan Nyai Maryam.
166

 

Sewaktu kecil beliau sudah kehilangan ibunda tercinta yang wafat 

ketika melakukan perjalanan pulang dari tanah suci.
167

 Ketika itu KH. 

Achmad Siddiq masih berusia dua tahun. Ibundanya wafat di Laut Merah 

supulang dari ibadah haji. Tujuh tahun kemudian, ayahnya Kiai 
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Muhammad Siddiq tutup usia, ketika itu Achmad Siddiq masih belum 

genap berusia sepuluh tahun.
168

 Setelah ditinggal oleh kedua orang tuanya, 

kemudian sang Kakak yang bernama Mahfudz Siddiq mengambil tugas 

untuk mengasuhnya. Semenjak di asuh oleh sang Kakak, beliau menjadi 

seseorang yang berjiwa mulia, sabar, tenang dan cerdas dalam bidang ilmu 

umum maupun agama, serta memiliki pemikiran yang terbuka.
169

 

KH. Achmad Siddiq termasuk salah satu tokoh berpengaruh di 

daerah Jember maupun kancah nasional. Karena beliau terlahir dari 

keluarga yang mengabdi pada bangsa dan negara. Berikut perjalanan 

beliau sampai bisa disebut sebagai tokoh berpengaruh. Menjadi seorang 

ulama sekaligus tokoh nasional yang berpengaruh tentu saja melalui 

perjalanan yang panjang dan tidak mudah. Bahkan beliau pernah 

mengalami nasib sama dengan yang dialami oleh Rasulullah SAW, seperti 

contoh beliau pernah melakukan aktivitas dagang, meskipun hasil 

penjualannya hanya bisa digunakan untuk membeli sebatang rokok. Dalam 

kondisi ekonomi yang cukup sulit tersebut tidak pernah menghalanginya 

untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
170

  

Menurut silsilah, Achmad Siddiq adalah keturunan ke-15 dari Joko 

Tingkir, pendiri Kerajaan Islam di Pajang. Secara lengkap dapat 

disebutkan, Achmad Siddiq putra Kiai Muhammad Siddiq, putra Kiai 

Abdullah (Lasem), putra Kiai Muhammad Shaleh Tirtowijoyo, putra Kiai 

Asy‟ari, putra Kiai Adra‟I, putra Kiai Muhammad Yusuf, putra Mbah 
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Sambu, putra Raden Sumonegro, putra Raden Pringgokusumo (Adipati 

Lasem III), putra Joyonegoro putra Pangeran Joyokusumo, putra 

Hadijoyo, putra Pangeran Benowo II, putra Pangeran Benowo I, putra 

Sultan Hadiwijoyo alias Joko Tingkir alias Mas Karebet. Dari garis Mbah 

Sambu itu silsilah K.H. Achmad Siddiq bertemu dengan K.H. Hasyim 

Asy‟ari.
171

 

Berikut ini merupakan silsilah lengkapnya dari KH. Achmad 

Siddiq; 1. Nabi Muhammad SAW, 2. Fatimah az-Zahra, 3. Imam Zainul 

Abidin al-Husain, 4. Imam Muhammad al-Baqri, 5. Imam Ja‟far as-

Shodiq, 6. Imam „Ali al-Urudi, 7. Imam Muhammad an-Naquib, 8.Imam 

Isa Annaibah 9. Imam Ubaidillah, 10. Sayyid Alawi, 11. Sayyid 

Muhammad, 12. Sayyid Alawi, 13. Sayyid Muhammad, 14. Sayyid Alawi, 

15. Sayyid Ali Kholiq Qosim, 16. Sayyid Muhammad Shohibi Ribath, 17. 

Sayyid Ali, 18. Muhammad al-Faqih Muqaddam, 19. Sayyid Ali, 20. 

Sayyid Hasan al-Aftromi, 21. Sayyid Muhammad Assadullah, 22. Sultan 

Hadiwijaya (Jaka Tingkir atau Raja Pajang I), 23. Pangeran Benowo I dan 

Abu Bakar Basyaiban, 24. Pangeran Benowo II dan Sayyid Ahmad, 25. 

Pangeran Mas dan Sayyid Muhammad, 26. Pangeran Hadiwijaya, 27. 

Pangeran Jaya Kusuma dan Sayyid Umar, 28. Raden Joyonegoro, 29. 

Raden Pringgokusumo dan Sayyid Abu Bakar Basyaiban, 30. Raden 

Sumonegoro dan Muhammad Hasyim, 31. Muhammad Syihabuddin dan 

Assayyid Abdurrahman Basyaiban, 32. KH. Muhammad Yusuf, 33. KH. 
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Muhammad Adra‟I, 34. KH. Abdullah, 35. KH. Muhammad Siddiq, 36. 

KH. Achmad Siddiq.
172

 

KH. Achmad Siddiq menemukan cinta sejatinya pada diri seorang 

gadis bernama Sholihah yang berasal dari Desa Mangunsari, Kabupaten 

Tulungagung. Tepat pada tanggal 23 Juni 1947 M, beliau menikah dengan 

pujaan hatinya. Semasa menikah Achmad Siddiq masih merasakan masa-

masa sulit. Namun, perlahan tapi pasti, dan setiap orang yang menikah 

pasti diberikan kelancaran dalam rezekinya. Hal itu  juga dirasakan oleh 

KH. Achmad Siddiq, setelah melalui berbagai rintangan yang sangat 

menyedihkan. KH. Achmad Siddiq akhirnya diangkat menjadi sekretaris 

pribadinnya KH. A. Wahid Hasyim yang pada saat itu menjabat sebagai 

Menteri Agama.
173

 

Semakin tinggi pohon itu tumbuh, maka semakin besar pula angin 

menghantam. Hal itulah yang juga dirasakan oleh KH. Achmad Siddiq di 

tahun ke-8 pernikahannya dengan Nyai Sholihah. Pas saat berada di 

puncak karir sebagai sekretaris pribadi Kiai Wahid Hasyim, musibah telah 

datang merundung kesedihan KH. Achmad Siddiq, yakni di tahun 1955 M 

istrinya tercinta Nyai Sholihah telah menghadap pada Allah SWT. Namun 

musibah ini tidak membuatnya terlalu lama larut dalam kesedihan. Beliau 

berusaha bangkit ditemani bersama 5 orang anak. Di tahun yang sama 

pula, KH. Achmad Siddiq kembali menikah dengan seorang gadis yang 

masih memiliki hubungan keluarga dengan Nyai Sholihah, yaitu Nyai Hj. 
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Nihayah. Beliau ini merupakan adik Nyai Sholihah yang nomor tiga. 

Bersama istri keduanya ini, KH. Achmad Siddiq dikaruniai 8 orang 

anak.
174

 

 

2. Pendidikan 

Kepiawaian KH. Achmad Siddiq dalam berbagai bidang keilmuan 

dapat dilihat dari sejumlah nama besar yang menjadi gurunya dan 

beberapa tokoh ulama besar yang berada di sekitarnya. Beliau telah 

banyak beruguru kepada tokoh-tokoh besar dan terkenal, di antaranya KH. 

Muhammad Siddiq, KH. Hasyim Asy‟ari, KH. Wahid Hasyim, KH. 

Mhafudz Siddiq dan KH. Abdul Hamid Pasuruan. Dari kelima ulama 

tersebut yang menjadi rujukannya dalam bertasawuf atau ilmu kebatinan 

yang tinggi ialah KH. Abdul Hamid Pasuruan. Bahkan Kiai Achmad 

Siddiq pernah mengatakan bahwa KH. Abdul Hamid Pasuruan merupakan 

tokoh sentral dalam pembentukan ilmu spiritual yang dimilikinya.
175

 

Selain para Ulama yang sudah disebutkan tadi, beliau juga belajar 

kepada KH. Hamim Jazuli atau yang lebih dikenal dengan sebutak Gus 

Miek, seorang tokoh ulama nyentrik yang terkenal sebagai tokoh sema‟an 

al-Qur‟an, sekaligus putra dari KH. Djazuli Utsman yang berasal dari 

Ploso, Kediri, Jawa Timur. Tak luput pula seorang proklamator 

kemerdekaan Ir. Soekarno, Soekarno merupakan tokoh yang diidolakan 
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oleh Kiai Ahcmad Siddiq.
176

 Dari tokoh-tokoh di atas tersebut, yang pada 

akhirnya membentuk pola pikir dari KH. Achmad Siddiq. 

KH. Achmad Siddiq mulai masuk ke dunia pesantren setelah 

menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Islam yang terletak di wilayah 

Jember. Pesantren yang pertama kali dijadaikan tempat berlabuh oleh KH. 

Achmad Siddiq sebagai tempat untuk menuntut ilmu yakni Pesantren 

Tebuireng yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy‟ari. Disinilah beliau 

mengenal beberapa kitab yang diajarkan langsung oleh Kiai Hasyim. 

Kitab-kitab tersebut di antaranya Tuhfatul Athfal, Fathul Qarib, Tahrir, 

Fathul Mu‟in, Alfiyah ibn Malik, Arudl wa Qawafi, Jawahir al-Kalamiyah, 

Waraqat, Ilmu Falak, Mizan al-Qawin, Uqudul Juman, serta Tafsir 

Baidlowi dan Ihya‟ Ulumuddin.
177

 

KH. Achmad Siddiq telah menghimpun berbagai ilmu di sebuah 

Madrasah Nidhamiyah yang dibina langsung oleh KH. Wahid Hasyim. 

Dalam kesempatan tersebut beliau memperoleh pilihan untuk menjadi 

salah satu santri yang akan dikader oleh KH. Hasyim Asy‟ari, yang diberi 

nama “Kelompok Intelektual Santri”. Keterlibatan KH. Achmad Siddiq 

dalam forum tersebut, kelak akan menjadikannya lebih mudah mengenal 

berbagai bidang keilmuan, karena kegiatan didalamnya bertujuan untuk 

mendiskusikan perkembangan politik nasional dalam sakala besar.
178

 

KH. Achmad Siddiq juga merupakan sosok ulama yang mahir 

menulis dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Hal itu juga diajarkan 
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langsung secara khusus oleh KH. Wahid Hasyim, hingga akhirnya 

terbentuklah jiwa professional dari KH. Achmad Siddiq dan 

menjadikannya sebagai orang kepercayaan KH. Wahid Hasyim. Bahkan 

seketika itu, KH. Wahid Hasyim memberikan amanat dan tanggung jawab 

kepada KH. Achmad Siddiq, mulai dari persoalan pembelajaran hingga 

meyusun sebuah konsep dalam bidang keilmuan dan agenda penting 

lainnya. Termasuk kurikulum yang ada di Pesantren Tebuireng. Atas 

kepercayaan yang dijalaninya dengan penuh amanah dan baik. Membuat 

KH. Wahid Hasyim kagum atas caranya berkhidmah kepada ulama. 

Kemudian menjadi santri yang terpandang dan dijejerkan dengan sejumlah 

ulama lainnya, seperti Kiai Saifuddi Zuhri dan Kiai Idham Khalid. Tak 

hanya itu, beliau pernah menjadi salah satu pengajar di Pesantren 

Tebuireng, hingga pada akhirnya membuat KH. Wahid Hasyim 

menunjuknya sebagai sekretaris pribadi.
179

 

Di Tebuireng KH. Ahcmaad Siddiq berteman dekat dengan KH. A. 

Muchith Muzadi. Bahkan mereka berdua berada dalam satu kamar ketika 

di pesantren tersebut. Kiai A. Muchith Muzadi pernah menjadi sekretaris 

pribadi Kiai Achmad Siddiq, sampai membuat pengakuan bahwa keilmuan 

yang dimiliki oleh Kiai Achmad Siddiq amat luar biasa. Hal ini dibuktikan 

ketika Kiai Achmad Siddiq meminta kepada Kiai A. Muchith Muzadi 

untuk menuliskan sebuah makalah tentang Islam dan Pancasila yang 

nantinya digunakan untuk Musyawarah Nasional di Kabupaten Situbondo 
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Jawa Timur. Kiai Achmad Siddiq mengatakan bahwa isi yang ada di 

dalam makalah tersebut jangan sampai diketahui oleh pihak manapun, 

meskipun itu kepada istrinya Kiai A. Muchith Muzadi.
180

 

Sebagai ulama produktif dan dari kepiawainnya dalam menulis dan 

kepandaiannya dalam pengetahun, KH. Achmad Siddiq menulis beberapa 

tulisan yang terpublikasikan secara massal, meskipun tidak kesemuanya 

dalam bentuk buku. Tulisan-tulisannya tidak hanya membahas tentang 

pemikiran Islam saja, tetapi juga membahas tentang Nahdlatul Ulama, 

Politik, Ekonomi, Sosial serta Budaya dengan cara pandang Islam. Karya-

karya yang pernah KH. Achmad Siddiq torehkan sebagai berikut: 

a. Dzikr al-Ghafilin li Man ahabba an Yuhsyar ma‟ al-Auliya‟ wa al-

Shalihin, majmu‟ah min ba‟dh Ashhab al-Du‟a wa al-Ijazah. Buku ini 

diterbitkan tanpa tanggal dan tahun, berisi tentang asma‟al-husna, 

tawashshulbi al-fatihah, shalawat al-muqarrabin, berbagai doa, dan 

lain-lain. Buku ini kemudian dijadikan pedoman jamaahnya dalam 

pelaksanaan wirid Dzikir al-Ghafilin. 

b. Fungsi Tasawuf, kumpulan Ceramah Pada Pengajian yang diadakan 

Pengurus Wilayah Jam‟iyah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur 

pada tahun 1977. Buku ini berisi Ruh al-„Ibadah (memberi jiwa pada 

ibadah), Tahdzib al-Akhlak (pembinaan karakter), dan Taqqarrub 

Ilallah (mendekatkan diri kepada Allah). Oleh karena itu, buku ini 

membahas tentang beberapa unsur utama dalam bertasawuf untuk 
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mengantarkan seorang salik (pelaku tasawuf) dari tingkatan yang 

paling rendah menuju tertinggi, beberapa motif dalam beribadah, 

macam-macam akhlak terpuji (mahmudah) dan tercela (madzmumah), 

serta tentunya berbagai hal yang terkait langsung dengan ajaran 

tasawuf. 

c. Sejarah Ringkas Lahirnya Aurad “Dzikir al-Ghafilin”, disampaikan 

pada tanggal 25 Oktober 12986 dalam acara pertemuan rutin khusus 

keluarga Bani Siddiq pada setiap malam minggu legi. Buku ini 

menjelaskan sejarah lahirnya wirid Dzikir al-Ghafilin beserta orang-

orang yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam pembentukan 

wirid tersebut, dan keutamaan-keutamaan pengamalan wirid. 

d. Uzlah dan Mu‟asyarah, kumpulan ceramah tasawuf pada setiap malam 

Minggu Legi, tetapi tidak diketahui tanggal dan tahunnya. Berisi 

pandangan-pandangan Kiai Achmad tentang ulama hakikat dan ulama 

Syari‟at dalam melihat kedudukan „uzlah dan mu‟asyarah, konsep 

amar ma‟ruf nahi mungkar, serta pandangan Kiai Achmad dalam 

menyikapi kontroversi konsep „uzlah dan mu‟asyarah. 

e. Pedoman berpikir Nahdltul „Ulama (al-Fikratan Nahdhiyyah), di tulis 

dan diterbitkan oleh Forum Silaturrahmi Sarjana Nahdlatul Ulama 

(FOSSNU) Jawa Timur, 9 Oktober 1969. Buku ini berisi dalil 

perjuangan yaitu dasar-dasar pikiran yang dipergunakan imam-imam 

mujtahid di dalam berijtihad atau ber-istinbath tentang masalah-

masalah hukum agama Islam, terutama imam-imam mazhab Syafi‟i. 
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Buku ini juga memuat dalil hukum dalam menanggapi berbagai hal di 

bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan sebagainya. 

f. Khiththah Nahdhiyyah (Jember, 9 April 1979), buku ini menguraikan 

ciri-ciri jama‟ah diniyah, kedudukan ulama, ahlusunnah wal jamaah, 

bahaya-bahaya bagi kemurnian ajaran agama Islam, karakter at-

tawassuth wa al-i‟tidal, pola berorganisasi, konsepsi dakwah, 

mabarrat, ekonomi, muamalah, dan penutup „izzu al-Islam wa al-

Muslimin. 

g. Islam, Pancasila, dan Ukhuwwah Islamiyyah, wawancara Dr. H. Fahmi 

D. Saifuddin, Lajnah Ta‟lif wa al-Nasr (Jakarta), 25 November 1985. 

Buku ini membahas garis-garis besar Islam, Islam Indonesia, 

hubungan Pancasila dengan Islam, pengembangan Ukhuwwah 

Islamiyyah, dan integrasi nasional. 

h. Pemikiran K.H. Achmad Siddiq, kumpulan Makalah yang disunting 

Abu Nahid, Aula (Surabaya), tahun 1992. Buku ini berisi konsepsi 

seputar akidah, syariat, tasawuf, dan khitthah NU 26, hubungan agama 

dan Pancasila, negara Republik Indonesia bentuk Final, watak sosial 

ahlusunnah, serta seni dan agama. 

i. Norma-norma Pancasila menurut pandangan Islam (disampaikan pada 

tahun 70-an, rencananya akan disampaikan dalam seminar di Aceh, 

tetapi karena sesuatu hal, Kiai Achmad Siddiq urung berangkat. 

Tulisan ini menjelaskan hubungan antara agama Islam dan Pancasila 
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dan mendudukkan antara keduanya pada kedudukan yang semestinya, 

sehingga keduanya tidak perlu dipertentangkan. 

j. Hanya Pribadi Berkualitas yang Mampu Mewujudkan Jam‟iyyah 

Berkualitas. Tulisan ini disampaikan pada acara halal-bihalal 12 Juni 

1989, yang diselenggarakan oleh PCNU Surabaya di gedung Islamic 

Centre Surabaya, dimuat juga dalam majalah Aula, yang dikeluarkan 

PWNU Jawa Timur, NO. 10, 6 Agustus 1989. Tulisan ini membahas 

soal-soal potensi dasar yang dimiliki jamaah NU, pengembangan 

wawasan orang-orang NU, dan peningkatan kemampuan serta 

keterampilan orang-orang NU demi menunjang potensi nasional. 

k. Amar Ma‟ruf dan Nahi Munkar sebagai Langkah Pembinaan Khairah 

Ummah dalam Masyarakat Pancasila (disampaikan pada tanggal 2 Mei 

1983, dan mengenai tempat penyampaiannya tidak dijelaskan). Tulisan 

ini memuat kedudukan amar ma‟ruf nahi munkar bagi NU, amar 

ma‟ruf nahi mungkar dan hubungannya dengan pembinaan khairah 

ummah, langkah-langkah menuju terbinanya khairah ummah, dan 

penerapan amar ma‟ruf nahi munkar di dalam masyarakat Pancasila. 

l. Hubungan Agama dan Pancasila (disampaikan pada tanggal 14-15 

Maret 1985). Sebuah makalah untuk pertemuan ilmiah “Peranan 

agama dalam memantapkan ideologi negara” yang diselenggarakan 

oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama 

RI. Di sini pertama-tama dijelaskan hakikat Islam dan berbagai 

variannya, kemudian menjelaskan materi Pancasila, disusul dengan 
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hubungan antara Islam dan Pancasila, sehingga menjadi sebuah 

ideologi bangsa Indonesia. 

m. Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama (disampaikan pada tanggal 13 

Desember 1983). Sebuah makalah yang didiskusikan di rumah K.H. 

Masykur, Jl. Imam Bonjol 22, Jakarta, sebagai bahan Munas 

(Musyawarah Nasional) alim ulama di Situbondo Jawa Timur. Berisi 

tentang hakikat NU dan kedudukan ulama, di dalamnya langkah-

langkah organisatoris NU, serta hak berpolitik bagi NU dan warganya. 

n. Pengembangan Ukhuwwah Islamiyyah (tidak diketahui tanggal, tahun, 

dan tempat penyampaiannya). Tulisan ini menjelaskan tiga wawasan, 

yaitu wawasan keagamaan, kemasyarakatan, dan kesemestaan 

(universalitas). Ketiga wawasan ini terwujud dalam tri ukhuwwah, 

yakni ukhuwwah Islamiyyah, basyariyyah, dan wathaniyyah.
181

 

o. Pembinaan Mental Agama di Kalangan remaja dari sudut pandang 

ajaran agama Islam, isinya berupa makalah yang terkait dengan 

pendidikan serta memiliki kurikulum bermentalkan agama yang kuat. 

p. Tajdid dalam Islam, isinya berupa makalah yang didalamnya memuat 

tajdid, yang dapat diartikan perubahan dan penjelasan syarat-syarat 

menjadi seorang mujaddid. 

q. Bai‟ah atau Hijrah. Di dalamnya menjelaskan terkait pengertian bai‟ah 

dan hijrah pada masa Nabi Muhammad SAW dengan menyambungkan 

kondisi mas kini. 
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r. Kedudukan Seni dan Agama Islam. Menjelaskan terkait pengertian 

seni, agama dan kerterikatan keduanya sebagai wujud dari salah satu 

media dakwah. 

s. Detik Sejarah Kenabian dan Timbulnya Peradaban Baru yang 

Memberikan Wajah Lebih Segar. Menjelaskan terkait dengan 

kebenaran, kemukjizatan, kandungan al-Qur‟an sebagai pedoman 

dalam beribadah. 

t. Perhatian yang Mengikat Terhadap Pondok Pesantren. Berisikan 

terkait hal-hal berhubungan dengan pesantren, menciptakan kader-

kader santri berkualitas serta fungsi RMI (Rabhitah Ma‟hid Islamiyah) 

dalam dunia pesantren. 

u. Peranan Da‟i Memasyarakatkan Khittah. Isinya mencakup khittah NU 

bagi para da‟i  yang terangkum dalam 4 tahapan yang harus dimiliki 

oleh seorang pendakwah. Pertama, mengetahui tentang NU. Kedua, 

wawasan NU tentang keislaman. Ketiga, wawasan NU tentang ke-

Indonesia-an. Keempat, wawasan NU tentang kesemestaan.
182

 

 

3. Kiprah KH. Achmad Siddiq 

Sebagai seorang sosok Kiai yang masyhur dikalangan Nahdlatul 

Ulama, baik di kancah regional bahkan hingga nasional, Kiai Achmad 

Siddiq juga ikut andil dalam perjuangan. Baik itu perjuangan di jam‟iyah 
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Nahdlatul Ulama atau di pemerintahan. Kiprah Kiai Achmad Siddiq ini 

dapat dilihat dalam dua sudut pandang, berikut ini: 

1. Masa Orde Baru dan NU 

Latar belakang dari kelompok ini (Orde Baru) adalah dari 

kalangan Militer, teknokrat sekuler atau Kristen dan pengusaha non 

pribumi. Hal utama yang dilakukan saat itu, ialah dengan segera 

mengambil kebijaksanaan terkait perlunya pembangunan ekonomi 

modernisasi untuk restrukturisasi bagi kehidupan politk nasional. Hal 

ini yang lalu memunculkan stigma kuat untuk keluar dari 

pemerintahan Orde Lama. Namun sejak era kolonial, dualisme 

ekonomi antara sektor modern dan tradisional tidak pernah bisa 

dihilangkan, hingga akhirnya muncul berbagai stigma tentang siapa 

pun yang memiliki kekuasaan setelah Orde Lama berhak mengambil 

langkah konkrit itu. Bahkan muncul reaksi keras yang ditunjukan oleh 

kalangan Islam terhadap isu modernisasi. Karena diduga membawa 

unsur-unsur sekularisasi yang telah menempatkan umat Islam dalam 

posisi bertahan terhadap kekuatan di luar pemerintahan, dan kurang 

terlibat dalam modernisasi. Kurang dilibatkannya umat Islam dalam 

proses pembangunan telah mendorong pemerintah Orde Baru mencari 

partner lain yang biasanya berasal dari kalangan intelektual sekuler, 

baik dari pihak Kristen maupun Sosialis.
183

 

                                                           
183

 Ahmad Ja‟far Musadad, KH. Ahcmad Siddiq Perumus Hubungan Islam dan Pancasila, 27. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 100 

Pemerintah Orde Baru hanya mengambil uang riba yang 

didapatkan oleh penguasa non pribumi. Sistem politik Orde Baru 

dalam hal ini mulai terlihat dari banyaknya batasan yang dipakai oleh 

para penguasa penganut ajaran Tao. Mereka menganggap bahwa ajaran 

itu sebagai persoalan yang tidak dapat dipecahkan, dan mereka 

menganjurkan anarkisme. Smentara Islam tidak jauh berbeda dengan 

Tao, yang perlu membatasi kekuatan secara ketat, bukan hanya waktu 

tetapi jangkauan kekayaan, nepotisme kolusi, dan sebagainya.
184

 

Pada saat situasi genting dengan gejolak konflik antara para 

penganut pemerintah yang ada di jajaran Orde Baru dan Islam, KH. 

Achmad Siddiq muncul untuk menengahi pertikaian tersebut. KH. 

Achmad Siddiq mengartsiteki penerimaan NU terhadap Pancasila 

sebagai asas tunggal organisasi di tahun 1983 M. Dari kecerdasan, 

ketenangan, serta juga memiliki wawasan yang luas, beliau mampu 

menahkodai NU untuk menerima Pancasila sebagai asas organisasi dan 

negara. Beliau menjadi aktor dibalik debat panjang agama versus 

negara di kalangan Nahdliyin. Beliau pula yang menjadi tokoh dibalik 

kembalinya NU ke khittah 1926 pada muktamar 1984 M. tak heran 

jika sekelas KH. Abdurrahman Wahid menyebutnya sebagai sosok 

mulia yang mampu menahkodai NU di saat-saat genting seperti diterpa 

badai, serta mengembalikan NU ke khittah asalnya.
185
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Pada masanya, asas tunggal Pancasila mampu memicu polemik 

yang sempat menggegerkan organisasi massa Islam pada pertengahan 

tahun 1980-an silam. Pada waktu itu kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah Orde Baru, secara umum mendapat reaksi keras dari umat 

Islam, bahkan termasuk para alim ulama dari Nahdlatul Ulama. 

Dalam situasi semacam itu, warga negara Republik Indonesia 

terkhusus warga NU sendiri sudah memiliki pedoman berfikir dan 

bertindak. Seperti yang dikatakan oleh KH. Achmad Siddiq: 

“Menjadi kewajiban kita bersamalah untuk menyempurnakan 

(memperjuangkan), sehingga tidak lagi kita terombang-ambing 

di tengah-tengah simpang-siurnya gelombang-gelombang 

pikiran dan paham yang menyilaukan dan menyesatkan”.
186

 

 

Konon, seperti yang terekam dalam buku Menapak Jejak 

Mengenal Watak Sekilas Biografi 26 Tokoh Nahdlatul Ulama, langkah 

inisiatif untuk maju itu tak lepas dari peran yang dimainkan oleh KH. 

Achmad Siddiq dari Jember, Jawa Timur. Beliau berhasil meyakinkan 

ratusan ulama NU yang berkumpul di Pesantren Salafiyah-Syafi‟iyah, 

Sukorejo, pada tanggal 18-20 Desember 1983 M, untuk meneirma 

Pancasila sebagai asas organisasi.
187

 

Pada forum Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama itu, 

berbekal  makalah yang berjumlah 34 halaman, KH. Achmad Siddiq 

menjelaskan duduk soal Pancasila, dan mengapa NU harus menerima 

asas  tersebut. Beliau tak berargumen secara kongkrit terkait gagasan 
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yang beliau tulis itu, namun beliau lebih memilih mengungkapkan 

berbagai argumentasi dasar dan argumentasi historis dari bapak sejarah 

umat Islam di Indonesia.  

“Pancasila dan Islam adalah hal yang dapat sejalan serta 

saling menunjang. Keduanya tidak bertentangan dan jangan 

dipertentangkan”, kata KH. Achmad Siddiq saat Munas
188

  

 

Pandangan tersebut menjadi salah satu gagasan kenegaraan dari 

KH. Achmad Siddiq, khusunya tentang relasi agama dan negara di 

Indonesia. Dimana hal tersebut selaras dengan paradigma simbiotik 

yang menyatakan bahwa agama dan negara dipahami saling 

membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara 

sebagai instrument dalam melestarikan dan mengembangkan agama. 

Begitu juga sebaliknya, negara memerlukan agama, karena agama juga 

membantu negara dalam pembinaan moral, etika dan spiritualitas.
189

 

“NU menerima Pancasila berdasar pada pandangan syari‟ah. 

Bukan semata-mata berdasar pandangan politik. NU tetap 

berpegang pada ajaran aqidah dan syari‟at Islam. Ibarat 

makanan, Pancasila itu sudah kita makan selama 38 tahun, 

mengapa baru sekarang itu kita persoalkan halal dan 

haramnya”, beliau setengah bergurau dalam mengucapkan itu, 

tapi mengandung makna filosofis yang mendalam dalam arti 

diplomatis.
190

 

 

Hasilnya dari ratusan kiai yang hadir, mayoritas dari mereka 

berbalik mendukung Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi. 

Peristiwa itu menandai sebuah babak baru dalam perjalanan NU 

sebagai organisasi massa Islam yang pertama kali menerima asas 
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tunggal Pancasila, bahkan sebelum ditetapkannya Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat.
191

 Secara 

sistematis keputusan menerima Pancasila sebagai asas tunggal 

organisasi, dirumuskan dalam deklarasi tentang hubungan Pancasila 

dan Islam yang terdiri dari lima poin, berikut ini: 

Pertama, Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik 

Indonesia bukannya agama, dan tidak dapat menggantikan agama serta 

tidak dipergunakan untuk menggantikan agama. 

Kedua, sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara 

Republik Indonesia menurut Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 

1945
192

, yang menjiwai sila-sila lainnya atau dapat diartikan 

mencerminkan tauhid menurut keimanan dalam Islam. 

Ketiga, bagi NU Islam adalah aqidah dan syari‟at, yang meliputi 

aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama 

manusia. 

Keempat, penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan 

perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan 

syari‟at agamanya. 

Kelima, sebagai konsekuensi dari sikap di atas, NU 

berkewajiban menjaga pengertian yang benar tentang Pancasila dan 
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mengamalkan isinya sebagai bukti murni dan konsekuen oleh semua 

pihak yang menentang Pancasila.
193

 

Pemikiran KH. Achmad Siddiq yang kemudian menjadi 

deklarasi itu, ternyata dilandasi dua hal, yaitu landasan historis dan dan 

yuridis. Secara historis umat Islam tidak pernah absen dalam menolak 

penjajahan demi menegakkan kemerdekaan. Sejak awal Islam berada 

di garda terdepan mengusir penjajah. Sementara landasayan 

yuridisnya, Allah SWT mewajibkan amar ma‟ruf nahi munkar bagi 

umat Islam. Kewajiban itu tentu tidak dapat dilakukan tanpa adanya 

kekuatan dan himmah yang kuat dan dukungan. Atas dua landasan 

inilah, bahwa mendukung negara Pancasila menjadi wajib hukumnya, 

sebagai konsekuensi dari perjuangan yang dilakukan oleh umeat Islam 

di masa lalu.
194

 

KH. Achmad Siddiq menegaskan bahwa penerimaan Pancasila 

sebagai asas tunggal negara Republik Indonesia sudah final 

pembahasannya. Seharusnya sudah tidak ada lagi perdebatan tentang 

Pancasila sebagai asas tunggal negara ini. Apalagi sampai 

mendebatkan apakah Pancasila Islam atau bukan. Suatau perdebatan 

yang sangat tidak diperlukan. Langkah selanjutnya yang harus 

dikerjakan yaitu mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam 

Pancasila. Atas pernyataan di atas, KH. Achmad Siddiq mampu 
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mendamaikan perdebatan antara agama dan negara, khusunya 

dikalangan Nahdliyin.
195

 

Seiring diterimanya Pancasila sebagai asas organisasi, nama 

KH. Achmad Siddiq pun kian dikenal sebagai bintang Munas. Tak 

heran, dalam Muktamar NU ke-27 di Pesantren Salafiyah-Syafi‟iyah 

Sukorejo Situbondo disebut sebagai bintang Munas, setahun kemudian 

KH. Achmad Siddiq terpilih sebagai Ra‟is „Aam PBNU berpasangan 

dengan KH. Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum 

Tanfidziahnya.
196

 

2. Mengabdi Pada Negara dan Pemerintahan 

Selain aktif dalam berbagai gejolak yang terjadi selama di masa 

Orde Baru, terutama untuk meredam umat Islam khususnya warga 

Nahdliyin dalam gejolak perdebatan antara agama (Islam) dan negara, 

KH. Achmad Siddiq juga sosok pejuang dalam mengusir penjajahan. 

Bahkan beliau juga sosok yang mengabdikan dirinya pada 

pemerintahan. 

Perjuangan yang dilakukan oleh KH. Achmad Siddiq ini 

berawal dari Pesantren Tebuireng. Karena selain menjadi santri, beliau 

juga mendapat amanah mengajar para santri. Lalu beliau juga ikut 

berkecipung dalam sebuah organisasi yang kelak menjadikannya 

memiliki kesiapan mental dalam berjuang, apabila nanti menjadi 

seorang pemimpin di masa mendatang. Melalui pengalaman tersebut 
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telah membuatnya dikenal oleh masyarakat sebagai tokoh yang 

berpengaruh. Beliau sempat membawa Laskar Hizbullah untuk 

memerangi kolonial Belanda yang mengepung wilayah Jember dan 

sekitarnya. Kemudian beberapa kali beliau di daulat menjadi sekretaris 

pribadi KH. Wahid Hasyim yang dimulai dari MIAI (Majelis Islam 

A‟la Indonesia), Nahdlatul Ulama dan Menteri Agama RI.
197

 

Sebagai sosok ulama nasional yang sangat patriotisme, KH. 

Achmad Siddiq sangat tegas mengatakan tentang kewajiban untuk 

menjaga ketahanan dan kesatuan negara Indonesia. Bahkan beliau 

sampai mengartikannya sebagai jihad dalam arti fisik. Dimaksud 

dengan jihad arti fisik itu adalah: 

a. Tindakan penertiban keamanan dalam negeri. 

Tindakan ini hanya boleh dilakukan oleh pemerintah 

untuk memulihkan ketertiban dan keamanan umum dan untuk 

menjaga kesatuan dan persatuan Bangsa dan umat, ditujukan 

kepada mereka yang menyusun kekuatan fisik untuk; 1) 

Melakukan tindakan kekerasan terhadap segolongan lain dari 

rakyat; 2) Melakukan pembangkangan dan pemberontakan 

terhadap pemerintah yang sah; 3) Melakukan pembangkangan 

dan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah (atau 

dilakukan oleh PBB terhadap negara anggotanya yang 

membahayakan perdamaian dunia). 

b. Tindakan keluar (terhadap negara lain). 

Melawan kelaliman dan pengusiran semena-mena 

(termasuk melawan penjajah) untuk mempertahankan diri dari 

serangan musuh (dari luar) 

c. Perang untuk meratakan jalan dari segala macam rintangan dan 

perlawanan bagi perkembangan kebebasan beragama. 

Hal ini tujukan kepada mereka yang dengan kekuatan 

atau kekerasan menghalangi dan merintangi perkembangan 

kebebasan agama pada umumnya dan agama Islam pada 

khususnya. Serta juga ditujukan kepada mereka yang dengan 
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kekerasan memaksa perbuatan kedhaliman dan kesewenang-

wenangan.
198

 

 

Dari ketiga landasan pemikiran KH. Achmad Siddiq, terbukti 

bahwa beliau merupakan sosok yang sangat patriotik. Dari situlah 

seharusnya dalam benak masyarakat Indonesia khususnya warga 

Nahdliyin sadar bahwa perjuangan untuk menjaga ketertiban dan 

keamanan dari dalam negeri sendiri itu merupakan keharusan, bahkan 

juga menjaga dari kedzaliman penjajah dan orang-orang yang dengan 

keras menentang HAM adalah mutlak kewajiban kita bagi warga 

negara Indonesia khususnya umat Islam untuk memperjuangkannya. 

Beliau juga pernah menjadi pejabat Badan Executive 

Pemerintahan Jember, bersama A. Latif Pane (PNI), P. Siahaan (PBI), 

dan Nazarudin Latif (Masyumi). Selain itu KH. Achmad Siddiq 

berjuang di pasukan Mujahidin (PPPR) pada tahun 1947 M. Tepat 

waktu itu Belanda melakukan Agresi Militer pertamanya yang 

merasakan kesulitan PPPR, di karenakan anggotanya adalah para Kiai. 

Agresi Militer tersebut kemudian menimbulkan kecaman internasional 

terhadap Belanda sehingga muncullah Perundingan Renville. Sebagai 

konsekuensi dari Perjanjian Renville, maka pejuang-pejuang di daerah 

Kantong, termasuk Jember harus hijrah. Para pejuang dari Jember 

kebanyakan mengungsi ke Tulungagung. Di sanalah KH. Achmad 

Siddiq mempersiapkan pelarian bersama pejuang lainnya.
199

 

                                                           
198

 KH. Achmad Siddiq, Al-Fikr An-Nahdliyah (Pedoman Berfikir Nahdlatul Ulama), 22-23. 
199

 Ahmad Ja‟far Musadad, KH. Ahcmad Siddiq Perumus Hubungan Islam dan Pancasila, 46. 
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Sejak tamat belajar di Tebuireng, KH. Achmad Siddiq kemudian 

banyak melibatkan diri dalam berbagai organisai kemasyarakatan. 

Beliau mengawali karir politiknya di Gerakan Pemuda Islam Indonesia 

(GPII) Jember. Di organisasi ini karirnya terbilang moncer, beliau 

masuk hingga kepengurusan tingkat Jawa Timur.
200

 

Di pemerintahan KH. Achmad Siddiq pertama kalinya diangkat 

menjadi sekretaris pribadi Menteri Agama, ketika jabatan tersebut 

dipercayakan kepada KH. Wahid Hasyim pada tahun 1950 M.
201

 Lalu 

pada tahun 1955, KH. Achmad Siddiq terpilih sebagai anggota DPRD 

sementara di daerah Jember.
202

 Namun dijabatan itu KH. Achmad 

Siddiq tidak lama, beliau mengundurkan diri dari hasil pemilu 1955 

karena beliau selalu keras berbicara soal NASAKOM.
203

 Hingga pada 

akhirnya beliau kembali lagi mengabdi pada pemerintah, sebagai 

kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Bondowoso dan Situbondo 

sampai tahun 1971 M. Beliau juga pernah diangkat menjadi kepala 

Kantor Departemen Agama wilayah Jawa Timur.
204

 Setelah itu beliau 

kembali lagi mewakili rakyat, setelah pemilu Orde Baru yang pertama 

pada tahun 1971 M, KH. Achmad Siddiq terpilih menjadi anggota 

DPR RI.
205

 Jabatan terakhir terakhir yang diamanatkan kepada KH. 

Achmad Siddiq yakni sebagai Dewan Pertimbangan Agung bersama 
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 Ahmad Ja‟far Musadad, KH. Ahcmad Siddiq Perumus Hubungan Islam dan Pancasila, 21. 
204

 Ahmad Ja‟far Musadad, KH. Ahcmad Siddiq Perumus Hubungan Islam dan Pancasila, 10. 
205

 Ahmad Ja‟far Musadad, KH. Ahcmad Siddiq Perumus Hubungan Islam dan Pancasila, 21, 10. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 109 

KH. Fahruddin dan anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional 

dengan Prof. Dr. H. Ahmad Baiqun. Sebelum akhirnya di tanggal 24 

Januari 1991 M, beliau berpulang ke rahmatullah.
206

 

KH. Achmad Siddiq juga merupakan sosok ulama dan sekaligus 

umara yang sangat peduli terhadap demokrasi. Tidak hanya demokrasi 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga terhadap 

demokrasi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan yang 

ia perjuangkan meneruskan para pendirinya. Salah satu perkataannya 

tentang asas demokrasi yang dituliskannya secara khusus kepada 

warga NU adalah:  

“Perjuangan Nahdlattul Ulama adalah dari umat oleh atau 

bersama-sama umat, untuk kepentingan umat”.
207

  

 

Hal tersebut juga menjadi pandangan dalam bernegara oleh 

warga negara dan warga NU khususnya. Lebih lanjut lagi KH. 

Achmad Siddiq mengatakan bahwa:  

“Ajaran, asas dan haluan yang benar akan melahirkan sumber 

kekuatan ideologis dan spiritual, patokan berfikir, bersikap dan 

bertindak, serta melahirkan pengikat kesatuan pandangan, 

sikap dan tindakan.
208

 

 

4. Dakwah KH. Achmad Siddiq 

Selain sebagai sosok pejuang di Nahdlatul Ulama dan 

pemerintahan, KH. Acmad Siddiq juga terkenal sebagai seorang ulama 

                                                           
206

 Hairus Salim HS dan Ridwan Fakla As, Biografi lima Rais „Am Nahdltul Ulama, 147. 
207

 KH. Achmad Siddiq, Al-Fikr An-Nahdliyah (Pedoman Berfikir Nahdlatul Ulama), 13. 
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 KH. Achmad Siddiq, Al-Fikr An-Nahdliyah (Pedoman Berfikir Nahdlatul Ulama), 14. 
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kharismatik yang menekuni soal dakwah pendidikan agama Islam kepada 

umat. 

Karir KH. Achmad Siddiq di jam‟iyah Nahdlatul Ulama bermula 

dari Jember. Lalu dilanjutkan ditingkat wilayah Jawa Timur. Saat itu di 

NU Jawa Timur ada dua Bani Siddiq, yaitu KH. Achmad Siddiq dan Kiai 

Abdullah Siddiq yang tak lain adalah Kakaknya. Bahkan pada Konfrensi 

NU tingkat wilayah, pasangan kakak beradik ini dikesankan saling 

bersaing. Pada kesempatan berikutnya KH. Achmad Siddiq muncul 

sebagai ketua wilayah NU Jawa Timur. Akan tetapi KH. Achmad Siddiq 

merasa tidak puas dengan kiprahnya selama ini. Panggilan suci untuk 

mengasuh pesantren peninggalan Ayahnya menuntun kedua Siddiq 

tersebut mengadakan komitmen bersama. Keputusannya adalah Kiai 

Abdullah Siddiq lebih menekuni pengabdian di NU Jawa Timur, 

sedangkan KH. Achmad Siddiq mengasuh pondok pesantren.
209

 

Dari kesepakatan itu akhirnya KH. Achmad Siddiq kembali aktif 

memimpin pesantren Ash-Siddiqiyah, di tanah kelahirannya Jember. 

Seiring memimpin pesantren, beliau juga menggelar pengajian bagi 

masyarakat umum. Pengajian itu diarahkan pada upaya mendekatkan 

masyarakat pada agama melalui tasawuf. Kelak pengajian yang dirintisnya 

ini dikenal dengan pengajian Dzikrul Ghafilin yang jamaahnya tersebar di 

berbagai kota dan penjuru tanah air.
210

 Disinilah terlihat bahwa KH. 

Achmad Siddiq juga sosok kiai yang sangat perduli terhadap umat, 
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sehingga beliau sendiri rela kembali ke pesantren dan meninggalkan 

karirnya untuk mengajar di pesentren dan bersama umat. 

Dari pesantren, beliau masih tetap memikirkan masa depan NU. 

Maka dengan dibantu oleh Kiai Abdul Muchit Muzadi, beliau menulis 

risalah mengenai Khittah Nahdliyah. Risalah itu kelak menjadi tonggak 

bagi kembalinya NU ke khittah. Kendati di pesantren, beliau terlibat dalam 

berbagai macam wacana nasional. Seperti ketika pemerintah menerapkan 

Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua organisasi, maka beliau tampil 

membawa solusi yang dapat diterima ulama.
211

 

Bahkan ketika NU mengalami carut marut karena politik praktis, 

KH. Achmad Siddiq kembali tampil membawa gagasan kembali ke khittah 

1926 untuk meninggal dunia politik praktis. Ketika Muktamar di 

Situbondo yang ke 27, kiprahnya sangat dibutuhkan NU. Maka dari itu 

beliau pun dipercaya menjadi Ra‟is „Aam PBNU berduet dengan KH. 

Abdurrahman Wahid yang menjadi ketua Umum Tanfidziah.
212

 

 

B. Relasi Agama dan Negara Menurut KH. Achmad Siddiq 

1. Relasi Islam dan Pancasila 

Dalam pandangan Nurcholis Madjid, Pancasila dianggap sebagai 

sesuatu yang benar, “sebagai konsensus bersama seluruh komponen 

bangsa”, baik dilihat dari isi maupun kedudukannya sebagai kalimah 

sawa‟ bagi kehidupan berbangsa bersama pemeluk agama lain. 
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Kesepakatan tentang dipercayainya Tuhan Maha Esa pada sila pertama, 

sebenarnya telah cukup baik. Apalagi ditambah dengan kesepakatan-

ksepakatan yang lain, yaitu keempat sila berikutnya. Di atas kalimah 

sawa‟ inilah umat Islam bersama pemeluk agama lain dapat bekerjasama 

untuk kepentingan masyarakat.
213

 

Kata kunci dari implementasi nilai-nilai Pancasila adalah toleransi 

(tasamuh). Toleransi atas keberagaman yang ada di bumi pertiwi ini 

menjadi sangat penting ketika dihadapkan kepada pluralitas 

(kebhninnekaan) yang ada. Oleh karena itu toleransi yang dibangun di atas 

keyakinan adanya saling menghormati dan menghargai perbedaan, akan 

dapat menciptakan harmonisasi kehidupan. Harmonisasi kehidupan yang 

telah terbangun akan dapat menumbuhkan kedamaian di antara warga 

bangsa. Oleh karena itu, keberagaman (pluralitas/kebhinnekaan) 

hendaknya dibiarkan secara natural untuk berkembang dan berdialektika 

dengan kehidupan yang ada, sehingga keotentikan dari nilai-nilai 

keberagaman tersebut menjadi kekayaan yang dapat mendorong warga 

bangsa untuk bisa hidup saling berdampingan dan saling membantu dalam 

membangun bangsa. 

Kiai Achmad Siddiq adalah sosok yang baik dalam menjalin 

komunikasi dan berdiplomasi, baik dengan penguasa, pengusaha, 

masyarakat biasa, tokoh-tokoh nasionalis, ulama yang berseberangan 

pandangan dengannya, hingga dengan tokoh lintas agama, suku, budaya, 

                                                           
213

 Nurchlis Madjid, Islam Indonesia Menatap Masa Depan: AKtualisasi Ajaran Ahlussunnah 
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etnis, dan lain sebagainya. Hal tersebut adalah modal utama yang dimiliki 

Kiai Achmad Siddiq dalam menjembatani (memediasi) berbagai persoalan 

yang dihadapi ummat saat itu. Karena itulah Kiai Achmad Siddiq dikenal 

sebagai sosok ulama populis yang dimiliki NU dan Indonesia. Dalam 

konteks ini, tidaklah berlebihan jika Mujamil Qomar mengelompokkan 

Kiai Achmad Siddiq sebagai ulama yang memiliki tipologi responsif, yaitu 

ulama yang memiliki pemikiran yang condong memberikan jawaban atas 

berbagai persoalan yang sedang dihadapi ummat. Ciri dari tipologi 

responsif adalah cepat tanggap, suka merespons, memiliki kepekaan yang 

tinggi terhadap fenomena sosial, dan berusaha menawarkan solusi.
214

 

Persoalan yang mengemuka saat itu (tahun 1980-an) adalah 

munculnya disinterpretasi tentang Pancasila sebagai asas berfikir dan 

bertindak dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kiai 

Achmad Siddiq adalah tokoh ulama yang paling getol dalam 

memperjuangkan penerimaan Pancasila sebagai ideologi dan common 

platform di Indonesia, di saat ummat Islam merasa curiga terhadap rencana 

pemerintah Orde Baru menerapkan asas tunggal Pancasila bagi organisasi 

sosial dan politik.
215

 Melalui berbagai rapat, seminar, simposium, hingga 

loka-karya, Kiai Achmad Siddiq sangat piawai menawarkan gagasannya 

dengan argumentasi pedagogis dan religius, sampai akhirnya ulama dan 

warga NU berhasil diyakinkan untuk pertama kalinya menerima Pancasila 
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secara tegas sebagai asas dalam berorganisasi, yang kemudian diikuti oleh 

organisasi keagamaan lainnya yang awalnya secara tidak tegas atau ragu 

bahkan curiga dalam menentukan sikap atas penerimaan Pancasila sebagai 

asas tunggal. Kiai Achmad Siddiq memiliki argumen bahwa “penerimaan 

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia didasarkan atas prinsip, pertama, 

kaum Muslimin Indonesia, melalui para pemimpinnya ikut aktif dalam 

merumuskan dan kesepakatan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara 

ini sebagai konstitusi negara; kedua, nilai-nilai luhur Pancasila yang 

dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 menjadi Dasar Negara dapat 

disepakati dan dibenarkan menurut pandangan Islam. Oleh karena itu, 

kaum Muslimin Indonesia, secara bersama-sama dengan seluruh bangsa 

Indonesia memikul tanggung jawab untuk memenuhi dan melaksanakan 

kesepakatan bersama itu”.
216

 

Pandangan kenegaraan K.H. Achmad Siddiq yang terpenting adalah 

pandangannya tentang negara Republik Indonesia dan pandangannya 

tentang Pancasila.
217

 Hal itu juga merupakan penyelarasan pemikiran 

antara Isalm dan Pancasila menurut KH. Achmad Siddiq. 

Menurut Kiai Achmad Siddiq, dalam hubungan agama dan 

Pancasila, keduanya dapat sejalan, saling menunjang dan saling 

mengokohkan. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh 

dipertentangkan, keduanya harus bersama-sama dilaksanakan dan 

diamalkan, tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan 
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meninggalkan yang lainnya. Bagi Kiai Achmad Siddiq, sungguh tepat 

kebijaksanaan pemerintah bahwa Pancasila tidak akan diagamakan dan 

agama tidak akan dipancasilakan. Walaupun dalam praktiknya memang 

tidak mudah untuk menerapkannya.
218

 

Beberapa Ormas menerima Pancasila sebagai asas tunggal 

organisasi dan negara, yang pertama adalah Nahdlatul Ulama, lalu disusul 

oleh Ormas yang lain. Penerimaan NU pada Pancasila baik sebagai asas 

tunggal organisasinya maupun sebagai dasar negara karena dua hal. 

Pertama, karena nilai Pancasila itu sendiri dianggap baik 

(maslahah). Islam memberi motivasi pada umatnya untuk menerima bukan 

hanya Pancasila, namun apa saja yang memberi konstribusi untuk 

mewujudkan nilai-nilai Islam yang nyata. Dalam konteks itu, maka negara 

nasional Indonesia yang memiliki batas wilayah, sistem nilai dan budaya, 

tradisi, juga dasar hukum dan falsafah Pancasila, demikian ini dapat 

diterima karena hal tersebut sangat signifikan dalam mewujudkan nilai 

Islam. Rais Am PBNU, KH. Achmad Siddiq setelah Muktamar 1984 NU 

menerima asas tunggal Pancasila sema-mata karena motivasi agama, 

bukan politik. Menerima hal baik yang memberi konstribusi untuk 

mewujudkan nilai-nilai Islam. Bagi Kiai Achmad Siddiq, negara Republik 

Indonesia adalah upaya final seluruh bangsa, untuk mendirikan negara di 

wilayah Nusantara. Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila 
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adalah wasilah mewujudkan nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan 

bermasyarakat.
219

 

Kedua, alasan Pancasila diterima karena fungsinya sebagai 

mu‟ahadah atau mitsaq antara umat Islam dengan golongan lain di 

Indonesia untuk mendirikan negara. Negara RI dianggap upaya final yang 

bisa dicapai dalam kesepakatan seluruh bangsa, termasuk kaum muslimin, 

untuk mendirikan negara di wilayah Nusantara. Ini berarti ada pengakuan 

bahwa negara Indonesia didirikan dengan kesepakatan (mitsaq) antara 

umat Islam dengan umat lain.
220

 

Dalam konteks yang sama, Kiai Achmad Siddiq juga memberikan 

ilustrasi, sebagaimana dikutip Mujamil Qomar, “Sesungguhnya salah satu 

masalah besar bagi bangsa Indonesia zaman ini adalah bagaimana 

memproporsionalisasikan (wadl‟u syai‟ fi mahallih) Pancasila dan agama, 

sehingga benar-benar terbukti bahwa di dalam negara dan masyarakat 

berpancasila ini agama dapat diamalkan dengan lebih baik, dan sebaliknya, 

umat beragama di negara ini merupakan tulang punggung ideologi 

nasional Pancasila.
221

 

Ijtihad Kiai Achmad Siddiq perihal hubungan harmonis Pancasila 

dan Islam, yang kemudian menjadi keputusan resmi dari sikap NU pada 
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Munas (Musyawarah Nasional) alim ulama di Situbondo tahun 1983 

tentang penerimaan Pancasila, merupakan kristalisasi dari nilai-nilai 

akidah, syari‟ah, dan akhlaq Islam ahlussunnah wal Jama‟ah, maka 

pengamalan Pancasila dengan sendirinya telah merupakan pelaksanaan 

syari‟at Islam ala ahlussunnah wal Jama‟ah. Sebagai konsekuensi dari 

sikap tersebut, NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar 

tentang Pancasila, dan pengamalannya secara murni dan konsekuen oleh 

semua pihak. Dengan demikian tidak perlu ada aspirasi lagi untuk 

mendirikan Negara Islam, karena nilai-nilai dan aspirasi Islam telah 

terdiskripsikan di dalam Pancasila.
222

 

Hal tersebut membawa implikasi signifikan dan diikuti oleh seluruh 

komponen bangsa. Penerimaan para kiai NU tersebut paling tidak di 

dasarkan kepada dua hal. Pertama, tidak ditemukan satu sila pun dalam 

Pancasila yang bertentangan dengan Al-Qur‟an dan Hadits. Bahkan sila-

silanya selaras dengan pokok-pokok ajaran Islam. Kedua, dari sudut 

realitas politik, Pancasila ini dapat menjadi payung politik yang 

menyatukan seluruh warga bangsa yang sangat plural, baik etnis, suku, 

dan agama. Para kiai menyadari bahwa jika Al-Qur‟an dan Hadits 

dipaksakan sebagai asas dan konstitusi Negara Indonesia, maka Indonesia 

akan terancam disintegrasi yang mengarah pada konflik yang tiada henti. 

Dengan mendasarkan kepada kaidah ushul fiqh, “dar‟ al-mafasid 

muqaddamun ala jalb al-manafi‟, (menolak kerusakan lebih didahulukan 
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daripada mengambil kemanfaatan)”, maka para kiai NU tidak ragu 

menerima Pancasila sebagai asas dalam bernegara dan bukan asas dalam 

beragama (Islam).
223

 

Lebih lanjut Kiai Achmad Siddiq memberikan argumentasi logis 

bahwa Pancasila adalah ideologi dan Islam adalah Agama. Ideologi pada 

umumnya diartikan dengan cita-cita, filsafat, program perjuangan, strategi, 

sasarannya, dan sebagainya. Tidak dapat dipungkiri, karena kompleksnya 

hal-hal yang terkandung dalam ideologi, sehingga mampu mempengaruhi 

watak dan tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga ada yang secara berlebih-lebihan menganggap bahwa “ideologi 

adalah agama”. Seorang pemeluk agama boleh saja berfilsafat, 

berideologi, berbudaya, berdasar negara dan sebagainya, asal ideologi itu 

tidak bertentangan dengan ajaran agamanya, dan dapat menempatkan 

agama dan ideologinya yang tidak bertentangan dengan agamanya pada 

tempatnya masing-masing dengan tepat.
224

 Padahal bagaimanapun 

hebatnya ideologi yang dibangun, ia tetap hasil pemikiran manusia, dan 

tidak akan sampai ke derajat agama. Sedangkan Islam adalah wahyu Allah 

SWT, bukan hasil pemikiran manusia, bahkan bukan hasil pemikiran 

Rasulullah SAW. Islam adalah wadl‟un Ilahiyun, ciptaan Allah SWT. 

Oleh karena itu, agama tidak boleh disetingkatkan dengan ideologi. 

Dengan kata lain, agama bukanlah ideologi. Namun Islam dapat bahkan 
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seharusnya membimbing manusia merumuskan suatu ideologi yang benar. 

Islam dapat dan seharusnya menilai apakah suatu ideologi itu benar atau 

salah. Islam menolak ideologi yang tidak sesuai atau bertentangan dengan 

Islam, dan hanya dapat menerima ideologi yang sesuai, sejalan dan tidak 

bertentangan dengan Islam.
225

 

Umat Islam menerima Pancasila, menurut Kiai Achmad Siddiq, 

bukan sekedar taktik melainkan ada tiga pertimbangan:  

Pertama, umat Islam Indonesia melalui para pemimpinnya ikut aktif 

dalam perumusan dan kesepakatan tentang dasar negara itu. Sembilan 

tokoh utama bangsa yang terkenal dengan Panitia Sembilan, berhasil 

menyusun rancangan rumusan yang ketika itu disetujui oleh semua pihak 

dan akan dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

(Piagam Jakarta), yang kemudian diterima dan disahkan dalam sidang 

pleno BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945. 

Kedua, secara substansial, nilai-nilai luhur yang dirumuskan 

menjadi dasar negara itu dapat disepakati dan dapat dibenarkan menurut 

pandangan Islam. Misalnya, sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” 

mencerminkan pengertian tauhid (monoteisme murni) menurut akidah 

Islam (lihat QS. Al-Ikhlash). Demikian pula mengenai empat sila 

berikutnya. Kalau ditampilkan satu persatu maka tidak ada satupun yang 

bertentangan dengan agama, khususnya Islam. Bahkan urutan-urutan 

Pancasila itu dapat dibaca dalam kerangka “amanu wa „amilu al-
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shalihat”. Kalau soal pertama dianggap sebagai pencerminan amanu, 

maka kiranya tidak keliru kalau empat sila berikutnya dapat dianggap 

mencerminkan „amilu al-shalihat. 

Ketiga, umat Islam berkepentingan dengan memantapkan peranan 

agama dalam penghayatan dan pengamalan ideologi nasional dan 

sebaliknya, negara Pancasila, agama terhayati dan teramalkan secara lebih 

baik. Bukan hanya karena mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam, 

tetapi karena pada diri Islam sendiri memuat dan membawa nilai-nilai 

luhur yang bersumber pada wahyu yang dapat memberi kontribusi bagi 

pembangunan nasional dan dalam pembinaan hukum nasional.
226

 

Tentang kedudukan Pancasila di hadapan Islam, Kiai Achmad 

Siddiq menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi dan Islam adalah 

agama.
227

 Dengan demikian, menurut Kiai Achmad Siddiq, Pancasila 

merupakan satu rangkaian kesatuan, tidak boleh mengambil satu sila dan 

meninggalkan sila yang lain. Hal demikian juga mengandung pengertian 

bahwa pemahaman utuh terhadap Pancasila merupakan sebuah 

keniscayaan. Kiai Achmad Siddiq mengibaratkan “Sebuah ramuan, bisa 

saja terjadi perbedaan peran dari tiap-tiap bumbu, tetapi kelima bumbu 

harus ada, tidak boleh ada yang ditinggal apalagi dibuang”.
228

 Butir-butir 
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elaboratif Pancasila dari Kiai Achmad Siddiq dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kiai Achmad Siddiq 

memberikan perspektif dalam Islam, bahwa sila pertama adalah pemadu 

(semen) dan pemangku (pondamen) bagi sila-sila yang lain. Oleh karena 

itu, sila pertama ini menjadi landasan bagi sila-sila berikutnya. Kiai 

Achmad Siddiq lagi-lagi memberikan perumpamaan, ibarat makanan, sila 

pertama bagaikan ragi yang mempengaruhi (bahkan menentukan) warna, 

rasa, dan bahkan wujud makanan itu. Karena di dalam sila Ketuhanan 

Yang Maha Esa itu mengandung kepercayaan yang benar, yang teguh tak 

tergoyahkan tentang Tuhan Yang Maha Esa (al-iman), kesetiaan yang 

sungguh-sungguh dan ikhlas, menyesuaikan sikap dan tingkah laku 

perbuatan dengan kehendak ajaran Tuhan Yang Maha Esa (al-taqwa), 

dan kesadaran yang penuh dan mendalam, bahwa segala sikap dan 

tingkah laku perbuatan, selalu berada di bawah kekuasaan dan 

pengawasan Tuhan Yang Maha Esa (al-ihsan). Kiai Achmad Siddiqq 

melanjutkan elaborasinya bahwa yang dimaksud dengan Tuhan Yang 

Maha Esa itu adalah “Dia, hanyalah Allah, Maha Tunggal (tiada sekutu, 

tiada pendamping, tiada pembanding, tiada penanding. Dia, Maha 

Sempurna (Maha Kuasa, Maha Mencipta Maha Bijaksana, Maha Tahu, 

Maha Pengatur, Maha Menentukan, dan Maha Abadi)”. Demikian apiknya 

Kiai Achmad Siddiq dalam mengelobarasi sila pertama ini, yang 

dianggapnya sebagai landasan berfikir dan bersikap selanjutnya. Sila 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 122 

pertama bagi Kiai Achmad Siddiq, merupakan landasan bagi sila-sila 

berikutnya. Karena di dalamnya mengandung nilai-nilai religiusitas yang 

tinggi tidak hanya bagi ummat Islam tapi bagi semua agama yang hidup di 

bumi Indonesia. 

Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Menurut Kiai 

Achmad Siddiq, sila kedua ini mengandung pengertian kemanusiaan yang 

hakiki yang berkeadilan dan berkeadaban yang berakar pada prinsip 

persamaan martabat, sama-sama makhluk Allah SWT. Oleh karena itu, 

bagi Kiai Achmad Siddiq, sila kedua ini merupakan pasangan yang logis 

dan serasi dengan sila pertama. Jika manusia sudah menempatkan 

kedudukannya pada tempat yang tepat, yaitu sebagai makhluk Allah, maka 

berarti telah menyadari adanya prinsip persamaan martabat dan derajad. 

Tidak boleh ada perlakuan yang berada di luar batas-batas kemanusiaan. 

Konsekuensinya, tidak boleh lagi ada penindasan, pemerasan, penipuan, 

penjajahan oleh sebagian manusia atas manusia lainnya. Tidak boleh ada 

kultus dalam arti menempatkan manusia melebihi martabat kemanusiaan, 

mendewa-dewakan dan sebagainya. 

Hal demikian sangat inheren dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, 

yang sangat menghormati manusia dan aspek kemanusiaannya sebagai 

mahkluk Allah SWT yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk 

lainnya. Lebih lanjut Kiai Achmad Siddiq mengatakan, bahwa sila kedua 

ini sangat sejalan dengan Islam, sebab Islam mengajarkan tentang 

kemanusiaan bukan hanya memberikan tempat dan kesempatan yang sama 
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di antara sesama manusia, tetapi juga mengadung kewajiban agar setiap 

manusia sesuai dengan kemampuannya berusaha untuk mendapatan 

tempat martabat, dan nikmat yang sama dan seimbang. Usaha demikian 

harus berlandaskan pada rasa kasih sayang yang tulus, ukhuwwah 

(persaudaraan), dan simpati terhadap sesamanya. Penjabaran dari sila 

kedua ini menurut Kiai Achmad Siddiq adalah mengandung penghormatan 

antara hak dan kewajiban secara seimbang di antara manusia itu, sehingga 

harkat dan martabat manusia tetap terjaga dan berjalan seimbang, tanpa 

dirusak atau merusak satu sama lainnya. Dengan demikian, sila kedua ini 

sangat kompetibel dengan ajaran dan nilai-nilai religius Islam itu sendiri, 

dan tidak bertentangan dengan ajaran dan prinsip agama lainnya. 

Sila ketiga, “Persatuan Indonesia”. Allah SWT memang sengaja 

menciptakan manusia dengan berbagai macam suku, bangsa dan 

kelompok, dengan maksud agar saling mengenal, selanjutnya dapat saling 

membina, saling pengertian, saling hormat dan menghormati satu sama 

lainnya. Bangsa Indonesia adalah satu kelompok bangsa dengan sejumlah 

suku, etnis, budaya, bahasa, dan lainnya, yang telah terjalin selama 

berabad-abad dalam satu perasaan yang sama setanah air dan sebangsa. 

Keutuhan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia merupakan sebuah 

rahmat Allah yang tak tertandingi, sekaligus merupakan sarana dalam 

menggapai cita-cita kejayaan bangsa ke depan. Oleh karena itu, menurut 

Kiai Achmad Siddiq, semua itu harus disyukuri dengan mengembangkan 

rasa cinta kepada bangsa dan tanah air, juga kesediaan berkorban untuk 
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kepentingan bangsa dan tanah air. Cinta dalam pengertian yang 

sesungguhnya, bukan cinta ashabiyyah (cinta buta) yang tidak 

mempertimbangkan kebenaran dan kebatilan. Inilah esensi dari sila 

“Persatuan Indonesia”. Menurut Kiai Achmad Siddiq, bangsa yang kuat 

dan bahagia adalah bangsa yang bersatu dan saling menghargai, sehingga 

dapat membantu dan bahkan memelihara perdamaian dunia. Hanya bangsa 

yang kuat yang dapat berbuat untuk kepentingan bangsa-bangsa lain di 

dunia.
229

 

Sila Keempat, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan”. Kiai Achmad 

Siddiq memberikan elaborasi cukup fundamental dengan mengatakan, 

bahwa kerakyatan berarti orientasi kepada keinginan dan kepentingan 

rakyat, lazim disebut dengan demokrasi atau kedaulatan rakyat. Pengakuan 

dan kesadaran bahwa pada hakikatnya yang memiliki kedaulatan 

(kekuasaan memerintah) adalah rakyat itu sendiri secara bersama-sama. 

Kedaulatan, keinginan, dan kepentingan rakyat tersebut disalurkan dengan 

hikmat kebijaksanaan, cara yang sebaik mungkin, yang paling mendekati 

tujuan, paling bermanfaat, paling kecil resikonya, paling memberikan 

kepuasan bagi rakyat sebanyak-banyaknya. Kiai Achmad Siddiq 

melanjutkan bahwa sila kerakyatan ini sesuai dengan pesan Islam, yaitu 

sebagai pengejawantahan dari prinsip persamaan martabat antara sesama 

manusia. Di sini tidak ada hak monopoli atas yang lainnya. Kata “hikmat 
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kebijaksanaan” menurut Kiai Achmad Siddiq, adalah kerakyatan atau 

demokrasi yang dicita-citakan, bukan liberalisme dalam arti kebebasan 

sebebas-bebasnya untuk merebut kemenangan suara dengan menggunakan 

segala cara, kekuatan dan kemampuan. Hikmat kebijaksanaan, membatasi 

sila kerakyatan ini dengan toleransi, kasih sayang, dan terutama tidak 

boleh memperkosa kebenaran dan keadilan dengan menggunakan esensi 

hikmat kebijaksanaan, tidak membenarkan kesewenang-wenangan 

mayoritas terhadap minoritas, dan demikian juga sebaliknya. Suka 

bermusyawarah menurut Islam bukanlah hanya metoda atau sistem yang 

baik dalam bernegara dan bermasyarakat, namun juga mengandung 

pengertian tentang sikap mental, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Suka 

bermusyawarah berarti orang menyadari kelemahan diri sendiri dan 

menghargai orang lain, di samping berani mengeluarkan pendapat juga 

bersedia menerima pendapat orang lain, bersedia memberi peringatan, juga 

bersedia diberi peringatan dari pihak lain. Di sinilah muncul sikap saling 

korektif-konstruktif, tawashau bi al-haqq wa tawashau bi al-shabri (saling 

bernasehat tentang kebaikan dan kesabaran).
230

 

Sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila 

kelima ini merupakan muara dari sila-sila berikutnya. Inilah yang di cita-

citakan seluruh bangsa Indonesia. Keadilan sosial menurut Kiai Achmad 

Siddiq, adalah keadilan yang mengejawantah pada segala bidang 

kehidupan masyarakat, berwujud kesejahteraan hidup rohaniah dan 
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jasmaniah. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar Islam, yaitu pencapaian fi 

al-dunya hasanah wa fi al-akhirati hasanah (kebahagiaan di dunia dan di 

akhirat sekaligus). Kedua kebahagiaan saling mempengaruhi satu sama 

lain. Oleh karena itu, cita-cita ideal tersebut merupakan dambaan bagi 

seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mencapai keadilan sosial dalam 

wujud kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, menurut 

Kiai Achmad Siddiq, hanya dapat dicapai melalui, kerja keras oleh semua 

pihak, kesediaan berkorban oleh yang kuat untuk kepentingan yang lemah, 

bisa melalui zakat, sedekah, infaq, wakaf, tolong-menolong, dan 

sebagainya. Berikhtiar (berusaha) dengan ilmu pengetahuan, teknologi, 

management dan lain-lain. Berdo‟a dan ber-taqarrub (mendekatkan diri) 

kepada Allah SWT. Dengan kesadaran mengejawantahkan ini semua, 

maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud sesuai 

dengan cita-cita bersama.
231

 

Oleh karena itu, sila kelima ini menurut Kiai Achmad Siddiq 

menolak keras liberalisme dalam arti kebebasan bersaing secara bebas 

tanpa batas, baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. 

Sebab liberalisme demikian tidak dapat mengantarkan kepada keadilan 

sosial. Aturan main dalam perjuangan hidup bermasyarakat harus diatur 

sedemikian rupa, sehingga mendapatkan hasil yang seimbang dan merata 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang lebih kuat harus diatur sehingga tidak 

menindas yang lebih lemah, dan yang lemah harus didorong dan dibantu 
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untuk mendapatkan sesuai dengan proporsinya. Ungkapan Kiai Achmad 

Siddiq tersebut relevan dengan konsep keadilan itu sendiri yang berarti 

“wadl‟u syai‟ fi mahallihi” (meletakkan sesuau sesuai dengan 

proporsinya)”. 

 

2. Hubungan Agama dan Negara 

Seperti telah disinggung sebelumnya, negara Indonesia bukan 

merupakan Dawlah Islamiyyah (Negara Islam), melainkan Darul Islam 

(Wilayah Islam). Merujuk pada pendapat KH. Achmad Siddiq yang 

dikutip oleh Prof. M. Noor Harisudin dalam bukunya Fiqh Nusantara, KH. 

Achmad Siddiq menyatakan. 

“Pendapat NU bahwa Indonesia (ketika masih dijajah Belanda) 

adalah Darul Islam sebagaimana diputuskan dalam Muktamar NU di 

Banjarmasin tahun 1936. Kata Darul Islam di situ bukanlah sistem politik 

ketatanegaraan, tetapi sepenuhnya istilah keagamaan (Islam), yang lebih 

tepat diterjemahkan wilayah Islam. Motiv utama dirumuskannya pendirian 

itu adalah di wilayah Islam, maka kalau ada jenazah yang identitasnya 

tidak jelas non-Muslim, maka ia harus diperlakukan sebagai Muslim. Di 

wilayah Islam, maka semua penduduk wajib memelihara ketertiban 

masyarakat, mencegah perampokan dan sebagainya. Namun demikian, NU 

menolak misi Hindia Belanda karena menurut Islam membantu penjajah 
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hukumnya haram”.
232

 Dari sinilah awal bagaimana hubungan agama 

khususnya Islam dan negara menjadi harmonis di Indonesia. 

Salah satu pandangan KH. Achmad Siddiq yang sangat solutif 

adalah saat beliau menyatakan: 

“Pancasila dan Islam adalah hal yang dapat sejalan serta saling 

menunjang. Keduanya tidak bertentangan dan jangan 

dipertentangkan”, 

 

Hal itu disampaikan pada saat Munas
233

 Pandangan tersebut 

menjadi salah satu gagasan kenegaraan dari KH. Achmad Siddiq, 

khusunya tentang relasi agama dan negara di Indonesia. Dimana hal 

tersebut selaras dengan paradigma simbiotik yang menyatakan bahwa 

agama dan negara dipahami saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. 

Agama membutuhkan negara sebagai instrument dalam melestarikan dan 

mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara memerlukan 

agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, 

etika dan spiritualitas.
234

 

Bagi KH. Achmad Siddiq, manusia mempunyai kewajiban terhadap 

Allah, terhadap sesama manusia, terhadap alam semesta dan terhadap diri 

sendiri. Masing-masing harus dilakukan seimbang menuju kearah 

Mardlatillah.
235

 Artinya bahwa manusia memiliki kewajiban untuk 

melaksanakan kewajibannya kepada Allah bagi umat Islam dan Tuhannya 

masing-masing sesuai kepercayaannya, dan setiap agama tidak boleh 
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melarang, mengganggu terhadap hal tersebut. Selain itu manusia juga 

memiliki kewajiban terhadaap sesama manusia dalam negara, menjaga 

hubungan yang harmonis, saling menghormanti, saling bekerjasama dan 

saling toleransi. 

Negara sebagai salah satu wujud persekutuan sosial plus kekuasaan 

di dalamnya, juga merupakan salah satu sarana untuk menciptakan tata 

kehidupan yang diridhoi oleh Allah SWT. Yang tidak boleh dilupakan 

ialah bahwa perjuangan harus dilakukan dengan cara yang diridhoi oleh 

Allah pula, guna menuju rahmatan li al-„amin.
236

 Di dalam wadah negara 

Republik Indonesia dan di tengah-tengah masyarakat Indonesia itulah, kita 

ber-amar ma‟ruf dan ber-nahi munkar mengusahakan terwujudnya 

khairah ummah.
237

 

KH. Achmad Siddiq mengungkapkan bahwa termasuk kedudukan 

konstitusionalnya sebagai dasar kehidupan bernegara dan bermasyarakat 

dalam pluralitas Indonesia, juga merupakan hal yang final.
238

 

Negara Republik Indonesia lahir dan tegak berdiri sebagai hasil 

perjuangan seluruh golongan rakyat Indonesia dengan penuh pengorbanan 

harta, air mata dan jiwa para pahlawan dan syuhada. Atas dasar 

kesepakatan para pembentuk negara bahwa Negara Republik Indonesia 

berdasarkan atas Pancasila seperti termuat dalam Pembukaan Undang-

undang Dasar 1954. Pancasila itu merupakan lima gagasan dasar atau 

serangkaian lima asas bernegara di negara Indonesia. Bernegara adalah 
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kebijaksanaan untuk mengorganisasikan masyarakat negara untuk 

mencapai tujuan negara sebagaimana dimaksudkan dalam pembukaan 

UUD 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
239

 

Dalam konteks hubungan agama dan negara, terkhusus mengenai 

hubungan warga negara. KH. Achmad Siddiq menjelaskan bahwa: 

“Umat Islam adalah satu kesatuan, berbeda untuk bekerjasama, 

berpisah untuk berkumpul. Islam berusaha mempersatukan seluruh 

umat manusia yang berbeda dan berpisah, supaya berkesatuan 

sebagai hamba Tuhan, bertauhid dan beribadah kepada Allah Yang 

Maha Tunggal. Alam semesta adalah satu kesatuan, masing-masing 

bukan musuh atau lawan bagi lainnya. Manusia tidaklah harus 

memusuhi atau melawan dan menundukkan alam, tetapi berkawan 

dengan alam untuk dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besar 

kemanfaatan manusia di dalam mencapai tujuan terakhir, yaitu 

mardlatillah”.
240

 

 

Ini berarti bahwa adanya perbedaan adalah untuk saling 

bekerjasama, adanya perpisahan untuk perkumpulan, agama (Islam) 

merupakan pemersatu dalam ikatan kemanusiaan. Sehingga toleransi 

dengan alam merupakan wujud dalam persatuan Indonesia. 

Dalam negara Pancasila, negara mempunyai peranan penting dalam 

pembangunan di berbagai sektor, termasuk pembangunan dalam 

pembangunan sektor agama dan sebaliknya juga agama mempunyai 
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peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara. 

Walaupun negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, di mana sila 

pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa tidak berarti bahwa negara 

Indonesia adalah negara teokrasi atau negara berdasarkan atas suatu agama 

tertentu. Sebagai bangsa yang beragama, kita menghendaki dan 

berkeinginan dalam rangka melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai 

luhur Pancasila, agar nilai-nilai agama (khususnya nilai-nilai luhur dinul 

Islam) benar-benar dapat menjiwai kehidupan kita, dihayati dan diamalkan 

oleh masyarakat dan insan Pancasila sebagai manifestasi dan pencerminan 

taqwanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa.
241

 

Pasti terdapat sinkronisme penuh antara sunnatullah dan dinullah, 

sehingga perjalanan dan perkembangan seluruh alam ini tidak terlepas dari 

garis “Skenario dan Pengendalian Agung” (Qadla dan Qadar) menuju 

sasaran yang sudah ditetapkan-Nya pula, yaitu rahmatan li al-„amin, dan 

oleh karena itu dinullah bersifat universal.
242

 

Adapun karakteristik agama Islam yang paling esensial adalah, 

pertama, prinsip al-tawassut, jalan pertengahan, tidak tatarruf (ekstrem), 

kekanankananan atau kekiri-kirian, kedua sasarannya adalah rahmatan li 

al-„amin.
243

 Logislah kalau Islam mengakui adanya nilai-nilai positif yang 

mungkin sudah tumbuh dan sudah ada pada manusia atau kelompok 

manusia sebelum menerima ajaran Islam. terhadap nilai-nilai “lama” ini, 
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Islam tidak bersikap apriori menolak, menentang dan menghapusnya sama 

sekali, tetapi Islam bersikap akomodatif, selektif dan proporsional.
244

 

KH. Achmad Siddiq juga mengutarakan tentang ideologi nasional 

Pancasila. Baginya Pancasila  sudah final, berkenaan dengan final tersebut 

juga sekaligus fungsinya sebagai dasar kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat dalam konteks kemajemukan Indonesia. Kefinalan itu juga 

berkenaan dengan perumusan atau pengkalimatan formalnya sebagaimana 

tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
245

 

KH. Achmad Siddiq sebagai salah satu ulama brilian yang dimiliki 

Nahdlatul Ulama mencoba memberikan solusi dalam pola hubungan 

masyarakat Indonesia yang majemuk ini dengan konsep yang diambil dari 

ajaran Islam, yang dikenal dengan tri ukhuwah-nya, yaitu ukhuwah al-

Islamiyah, ukhuwah al-wathaniyah, dan ukhuwah al-Insaniyah 

(basyariyah).
246

 Konsep tri ukhuwah ini adalah wujud nyata dari prinsip-

prinsip at-tawassuth, al-i‟tidal, dan at-tawazun dalam bidang muasyarah 

(pergaulan antar golongan).
247

 Kunci pertama bagi tumbuh dan 

berkembangnya ukhuwah al-Islamiyah adalah kesamaan wawasan, 

terutama dalam beberapa hal pokok, tanpa mengesampingkan perbedaan 

mengenai hal-hal yang tidak pokok. Ukhuwah al-Islamiyah yang 

berkembang sehat di Indonesia bukan saja akan bermanfaat bagi kaum 
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muslimin Indonesia sendiri, tetapi juga sangat bermanfaat bagi negara dan 

bangsa Indonesia serta kaum muslimin di seluruh dunia.
248

 

Konsep ukhuwah yang dikembangkan Kiai Achmad Siddiq adalah 

sebagai berikut: 

a. Ukhuwwah Islamiyah, yaitu ukhuwah yang tumbuh dan berkembang 

karena persamaan keamanan atau keagamaan, baik di tingkat nasional 

maupun internasional. 

b. Ukhuwah Wataniyyah, yaitu ukhuwah yang tumbuh dan berkembang 

atas dasar rasa nasionalisme. 

c. Ukhuwwah Insaniyah (basyariyyah), yaitu ukhuwah yang tumbuh dan 

berkembang atas dasar kemanusiaan.
249

 

Ukhuwah al-Islamiyah sebagai modal untuk melakukan pergaulan 

sosial dengan sesama muslim. Dengan semangat ini perbedaan-perbedaan 

yang tidak prinsip antar umat Islam tidak perlu menyebabkan perpecahan. 

Yang diperlukan bagi terciptanya Ukhuwah al-Islamiyah ini adalah 

pengembangan saling pengertian, saling menghormati dan tidak 

mengklaim kebenaran sendiri, agar jumlah mayoritas umat Islam di 

Indonesia dapat saling mengisi. 

Ukhuwah wataniyah, sebagai modal untuk melakukan pergaulan 

sosial dan dialog dengan berbagai komponen bangsa Indonesia. Islam 

mengakui adanya kelompok-kelompok manusia, bangsa, kabilah dan 

perbedaan agama. Orang tidak perlu dibedakan hanya karena adanya 
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perbedaan agama dan keyakinan. Seperti terbukti dalam proses 

pembentukan bangsa Indonesia, umat Islam bersama-sama dengan 

kelompok lain berproses dalam pembentukan bangsa itu.
250

 

Dua macam ukhuwah yang disebut lebih dulu (ukhuwah Islamiyah 

dan wataniyyah) merupakan landasan bagi terwujudnya ukhuwah 

Insaniyah (basyariyyah). Kedua ukhuwah itu harus dijalankan bersama-

sama dan serentak karena keduanya saling mendukung dan saling 

membutuhkan, tidak boleh dipertentangkan satu dengan yang lain.
251

 

Sebagai warga negara atau masyarakat di dalam negara, KH. 

Achmad Siddiq menjelaskan bagaimana seharusnya menjadi warga negara 

yang baik, menjadi warga negara yang baik menurutnya harus ikut 

bergerak dan menggerakkan potensi dan aktifitas masyarakat, dimana 

terdapat segala macam kekuatan yang positif. Sedangkan tugas bagi 

pemerintahan, menurut KH. Achmad Siddiq adalah ikut bergerak dan 

menggerakkan segala kegiatan politik atau pemerintahan dalam segala 

aspek dan fasetnya (legislatif, eksekutif dan lain-lainnya).
252
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bahwa KH. Achmad Siddiq beruguru kepada tokoh-tokoh besar dan 

terkenal, di antaranya KH. Muhammad Siddiq, KH. Hasyim Asy‟ari, KH. 

Wahid Hasyim, KH. Mhafudz Siddiq dan KH. Abdul Hamid Pasuruan. 

KH. Achmad Siddiq juga berguru pada KH. Hamim Jazuli atau yang lebih 

dikenal dengan sebutak Gus Miek. Saat berada di Pondok Pesantren 

Tebuireng Jombang itulah, membentuk pemikiran dan kepribadian 

kebangsaan dan ke-NU-an KH. Achmad Siddiq. Dalam bidang sosial KH. 

Achmad Siddiq mengabdikan diri kepada masyarakat terkhusus bagi 

warga Nahdliyin. Terhitung beliau pernah mengabdi di Gerakan Pemuda 

Islam Indonesia (GPII) Jember, Laskar Hizbullah, Nahdlatul Ulama dan 

berdakwah di pesantren peninggalan orang tuanya dan berdakwah di 

lingkungan masyarakat. Bahkan beliau pernah menjabat sebagai Ra‟is 

„Am PBNU periode 1984-1989. 

2. Bahwa menurut KH. Achmad Siddiq “Pancasila dan Islam adalah hal 

yang dapat sejalan serta saling menunjang. Keduanya tidak bertentangan 

dan jangan dipertentangkan”. Pandangan tersebut merupakan salah satu 

gagasan kenegaraan dari KH. Achmad Siddiq tentang relasi agama dan 

negara di Indonesia. Dimana pendapat KH. Achmad Siddiq tersebut 

selaras dengan paradigma simbiotik yang menyatakan bahwa agama dan 

negara dipahami saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama 
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membutuhkan negara sebagai instrument dalam melestarikan dan 

mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara memerlukan 

agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, 

etika dan spiritualitas. 

B. Saran-saran 

Sebagai akhir dari karya tulis ini, penulis ingin memberikan saran yang 

sesuai dengan judul dan dianggap penting untuk dilaksanakan, ususlan 

tersebut tertera sebagai berikut: 

1. Bagi pejabat pemerintahan dan warga negara Indonesia agar pemikiran 

dari KH. Achmad Siddiq ini dijadikan sebagai pedoman berfikir dan 

bertindak dalam membuat peraturan perundang-undangan dan atau 

peraturan pemerintah dan atau rujukan berfikir dan bertindak bagi warga 

negara Indonesia. 

2. Sebagai seorang pelajar, aktivis sosial, umat beragama dan instansi swasta 

yang ada di Negara Indonesia harus sering-sering melakukan kajian-kajian 

dan atau diskusi mengenai hubungan agama dan negara, khususnya 

Pancasila agar hal itu dapat menjadikan Pancasila tertanam di dalam 

sanubari setiap warga negara. 

3. Sebagai sumber rujukan bagi warga negara Indonesia dan khususnya para 

civitas kampus UIN KH Achmad Siddiq dalam memahami pemikiran KH. 

Achmad Siddiq tentang agama dan negara.  
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